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ABSTRACT

Perception of society to the lawyer profession depends on the number of the
organization behavior in order to provide the legal service to the public society. In
the effort to do his obligation associated with another organization profession such
as police, public prosecutor and judge. The lawyer influenced by either internal or
external factory would be establishing the perception that is closed to him. Better
or worse the perception is very depend on the quality of legal service that they
offered. The profit orientation sometime can make negative perception to the
lawyer that provide legal aid to the client who is able to pay in order to escape
from the legal responsibility. Contrary, if only the want to help the poor society by
providing the free legal aid to the some case that is appropriate to his feeling. He
does it because he saw the injustice or “uitra vires”, therefore every lawyer
required to have the morale aware to refuse some case that is according to his
skill is not have the legal base to the adjudication. In order to held the law
enforcement, non legal factor is more successful in bring about their profession,
therefore the role of the rule conduct and the profession organization have a
significant role in controlling the lawyer behavior to prevent the practice of legal
manipulation to win his client. Perception to the lawyer profession is more depend
on the behavior and honesty in carrying their duty by keeping a way from the
collusion practice, corruption and other fraudulent that is disturb the legal
profession as “officium nobile”. |




Ringkasan

Persepsi masyarakat terhadap profesi pengacara tergantung pada perilaku
anggota organisasi dalam memberi pelayanan hukum terhadap masyarakat.
Dalam usaha untuk melakukan kewajibannya bersama dengan organisasi profesi
lain seperti polisi, jaksa dan hakim, pengacara yang dipengaruhi oleh faktor
internal dan faktor eksternal akan membentuk persepsi yang dekat dengan
kegiatan profesinya. Baik buruknya persepsi tersebut tergantung pada layanan
hukum yang mereka berikan. Orientasi pengacara yang selalu mengutamakan
kepentingan dalam bentuk keuntungan pribadi terkadang bisa membuat persepsi
negatif, sebaliknya jika mereka berkeinginan untuk membantu masyarakat lemah
dengan memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma hanya terbatas pada
kasus-kasus tertentu saja seperti kasus yang menarik perhatian publik, dalam
menjalankan tugas profesinya selalu profit oriented, oleh karena itu setiap
pengacara harus mempunyai kesadaran moral yang tinggi dan harus menolak
beberapa kasus yang bertentangan dengan “due process of law”. Persepsi
terhadap profesi pengacara ini lebih tergantung pada perilaku dan kejujuran
dalam menjalankan tugas mereka dengan menjauhkan diri dari praktek
pavoritisme korupsi, kolusi dan nepotisme dan kecurangan lainnya vyang
mengganggu profesi hukum sebagai “officium nobile”. Persepsi masyarakat yang
terlibat perkara pidana cenderung tidak memanfaatkan jasa bantuan hukum
merupakan barometer pelayanan maupun keberadaannya tidak menyentuh
masyarakat pencari keadilan karena tidak memperhatikan kondisi ekonomi
masyarakat, budaya hukum masyarakat, tingkat pendidikan ( sdm ) masyarakat.
Jadi nilai-nilai keadilan yang didambakan oleh masyarakat hanya hiasan kata-kata

_didalam undang-undang. Diharapkan demi tegaknya supremasi hukum yang

memberikan nilaiOnilai keadilan pada masyarakat supaya para penegak hukum
termasuk pengacara harus konsisten dengan perundang-undangan yang berlaku
dan kode etik profesi.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Republik Indonesia dikenal sebagai negara hukum, hal ini

memberikan konsekuensi keharusan adanya kondisi yang menunjang

- terciptanya dan terbentuknya suatu negara hukum, pengakuan hak-hak

asasi manusia dan peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti
tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan:
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dengan tidak ada terkecualinya.”

Dari bunyi pasal tersebut di atas térsimput bahwa negara Republik

Indonesia sebagai suatu negara hukum menjamin adanya prinsip

persamaan di dalam hukum (equality before the /aw). Hal ini merupakan

pengertian landasan bahwa persamaan di dalam hukum tidak digantungkan
pada faktor lain, misainya kedudukan sosial, kemampuan ekonomi dan lain-
lainnya.

Persamaan di dalam hukum bagi setiap orang sebenarmya amat
individualistis dan legalitis, karena perlindungan individual mendapat
jaminan besar dari hukum dan negara. Disini badan-badan peradilan
memainkan peran yang netral (tidak memihak) akan tetapi didalam
perkembangannya menimbulkan keadaan dimana orang yang lemah
kemampuan ekonominya selalu dalam keadaan yang "tidak adil” (/injustice),
karena golongan ini tidak manipu mendapatkan haknya dalam persamaan

hukum.

- ”:i‘ LY TT!L" 1 " ,:-t '. -
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Kenataan seperi inilah yang menjadi ide dasar usaha bantuan hukum
yang dilakukan oleh berbagai lembaga/biro di seluruh Indonesia, untuk
perkara pidana di dalam HIR (Reglemen Indonesia Diperbaharui/RIB),
bantuan hukum ini sudah ada, walaupun hanya terbatas dalam hal perkara
yang diancam dengan pidana mati. Dalam hal ini hakim dapat menunjuk
seorang pembela/penasehat hukum untuk mendampingi tersangka/
terdakwa yang secara sukarela tanpa mendapat bayaran bersedia ditunjuk
oleh hakim.

Selanjutnya pada tahun 1970, hak bantuan hukum ini tidak lagi
terbatas pada perkara pidana yang dancam dengan pidana -iﬁati_ smajl'ia,
melginkan diberikan pada setiap orang yang berperkara dan di dalam jenis
perkara apapun. Kemudian pada KUHAP (Undang-Undang No.8 Tzhun
1981) pada pasai_ 58 dikatakan bahwa: "bahwa dafam hal hak tersangka
atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tidak pidana yang
diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau
lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana

lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri,

- pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam

proses peraditan wajib menunjukkan penasehat hukum bagi mereka (ayat
1) dan semua penasehat hukum yang ditunjuk wajib memberi bantuannya
dengan cuma-cuma".

Selama dua puluh tahun peraturan/perundangan tersebut berlaku,
akan tetapi ternyata hak bantuan tesebut dalam prakteknya tidak/belum

dapat dimanfaatkan secara efektif oleh mereka yang membutuhkannya.




Sedangkan kebutuhan manusia akan keadilan merupakan kebutuhan primer

dalam kehidupan, kebutuhan primer menurut Maslow yang diRutip Sarlito

- Wirawan Sarwono dikenal enam golongan kebutuhan tersebut adalah :

1. Kebutuban filosofis.
2. Kebutuhan akan rasa aman.
3. Kebutuhan rasa cinta dan mengerti,
4. Kebutuhan ingin tahu dan memiliki.
5. Kebutuhan akan penghargaan.
6. Kebutuhan akan kebebasan bertingkah faku.!
Kiranya jelas, .bahwa secara psikoldgis kebutuhan akan bantuan .
hukum senantiasa harus'di.kaitkan dengan hai-hal tersebut di atas, yang

tidak kala pentingnya adalah akibat-akibat yang harus diperhitungkan

. apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya hak-hak

masyarakat dalam memperoleh jasa bantuan hukum pada perkara pidana
berarti pemerataan akan keadilan sebagaimana cita-cita negara hukum
belum/tidak terwujud, karena tujuan negara hukum adalah melindungi
individu dan masyarakat.

Selama ini masalah kesempatan mendapatkan keadilan bukan hanya
masalah hukum melainkan juga merupakan masalah politik, bahkan lebih
jauh lagi adalah masalah budaya, persoalannya bertambah rumit apabila
kita melihatnya dari sudut ekonomi, disebabkan oleh kemiskinan yang
merembes luas, tingkat pendidikan yang' rendah dan terjadi kemerosotan

moral.2

2

Sarlito Wirawan Sarwono, Topik-Topik Psikologis Sosial, Proyek Normalisasi Kehidupan Kampus,
Materi Dasar Pendidikan Program Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi, Jilid I B, Jakarta;
Departemen P & K 1982/1983, Hal. 5.

Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta, LP3ES, 1981, Hal. 4.




Kelemahan tersebut muncul oleh karena kebutuhan akan bantuan
hukum diukur semata-mata atas dasar frekwensi datangnya warga
masyarakat yang mampu untuk meminta bantuan hukum.

Sudah dapat diduga bahwa pemberi bantuan hukum (dalam hat ini
pengacara), akan memberikan jasanya dengan komersil, sehinéga akan
timbul asumsi bahwa apabila warga masyarakat tidak datang meminta
bantuan maka ia tidak memeriukan jasa bantuan hukum dari pengacara,
hal inilah kiranya yang mengakibatkan masyarakat yang kurang mampu
dan tidak mengerti akan hak-haknya semakin jauh dari jangkauan
pengacara. Kejadian yang demikian ditambah lagi karena para pejabat
disemua tingkat pemeriksaan kurang atau tidak menginformasikan kepada
tersangka akan hak-haknya untuk memperoleh bantuan hukum (sesuai
dengan Pasal 56 KUHAP) hal ini sepertinya sangat memprihatin nasib
tersangka.

Di Kota Jambi persentase yang memanfaatkan perolehan bantuan
hukum terhadap tersangka/terdakwa hanya 10% saja, persentase ini makin
menurun pada tahun berikutnya yakni sebesar 8,1% dan dua tahun
berikutnya semakin menurun yakni sebesar 8% dan 7,5%.3

Apabila dilihat dari ketentuan undang-undang yang berlaku, dan
dilihat dari jumlah perkara yang terjadi maka angka-angka tersebut
menunjukkan angka yang sangat kecil dalam perofehan bantuan hukum,
dimana berdasarkan Pasal 56 (1) KUHAP pejabat yang bersangkutan pada

semua tingkat pemetriksaan wajib menunjuk penasehat hukum.

Laporan Hasil Penclitian, lsman, et al, Pelaksanaan Banfuan Hukum Struktural Dalam Proses Perkara
Pidana di Propinsi Jambi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Tahun 1992, Hat. 31.




Melihat kondisi ini apakah disebabkan oleh masyarakat yang sama
sekali tidak tahﬁ akan hak-haknya atau mungkin segala sesuatu yang
menyangkut masalah keuangan dan birokrasi yang terlalu riskan dilakukan
oleh masyarakat itu sendiri atau juga mungkin sikap/perilaku dari para
penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara) yang selalu dianggap
oleh masyarakat raksasa yang menakutkan.

Yang jelas sampai saat ini peraturan/perundang-undangan tersebut

masih berlaku dan temyata belum dapat melindungi apalagi

membahagiakan masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo

bahwa hukum dan peraturan-peraturan seharusnya dapat membahagiakan
manusia.’

Setama ini didalam merumuskan kebijakar terhadap peraturan oleh
pemerintah dan pihak legislatif dengan melakuan perubahan yang sedikit
dari kebijakan yang telah ada sebelumnya, jadi kebijakan yang diambil
adalah kebijakan lama untuk membuat kebijakan baru tanpa terlebih
dahulu mempertimbangkan kondisi masyarakat: yang Kedudukan ekonomi
yang relatif lemah, tidak adanya perspefktif untuk perbaikan, isolasi sosial
dan budaya, .pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dibawah standar
minimal dan adanya diskriminasi nyata maupun semu (tersembunyi).

Kenyataan ini membuat para pengacara dalam melayani masyarakat
yang semula merupakan suatu sarana untuk mencapai keadilan, namun
sarana itu telah berubah menjadi tujuan tertentu. Perkembangan ini

menyebabkan bahwa lembaga kepengacaraan itu berubah menjadi usaha

Satjiipto Rahardjo, Bantuan Hukum Schagat Sarana Pemerataan Keadilan, Symposium Masalah Bantuan
Hukum Oleh Pegawai Negeri, *Fakutlas Hukum Undip Semarang, 1984, Hal. 40.




bisnis. Keterikatan pada norma-norma komersil ini akan menyebabkan
timbul ketegangan dengan tujuan-tujuan pekerjaan kepengacaraan semula.
Penyikatan terhadap norma bisnis menyebabkan para pengacara hukum
lalu bersifat pilih kasih".’

Sebenarnya pengacara adalah salah satu profesi pendukung
bekerjanya sistem paradilan pidana dalam hal terjadinya proses
pemidanaan (criminal process), akibat dilakukannya kejahatan, namun
profesi pendukung dalam proses peradilan pidana ini telah berubah menjadi
ajang bisnis, sehingga tujuan untuk membela seseorang terdakwa dengan
mengingat tujuan hukum pidana, yaitu untuk melindungi masyarakat serta -
melindungi individu belum dapat terjangkau oleh semua lapisan
masyarakat, walaupun perannya disini sangat penting bila dikaitkan dengan
"due process of law'.

Jika pengacara selalu berpegang kepada kode etik kepengacaraan
maka profesinya tidak akan berubah menjadi jasa yang bersifat bisnis,
karena bila kegiatan bisnis memusatkan perhatiannya pada pencapaian
tujuan, yaitu kembatinya modal/uang yang seharusnya dibagikan kepada
pemilik usaha atau kepada pemegang saham, cita-cita sebuah profesi justru
menitik beratkan pada kesediaan melakukan kegiatan yang bermotif
“pelayanan" karena cita-cita sebuah profesi pada dasarnya menuntut
person individual untuk memberikan pelayanan dan memperoleh
kompensasinya (upah) yang berupa upaya memajukan kepentingan

umum.$

E)

Satjipto Rahardjo, Ibid Hal., 1. 97-98.
. Landis dan James Miyers, yang disunting oleh E. Swmaryono, Etika Profesi Hukum {(Norma-Norma Bagi
Penepak Hukum), Kanasius, Yogyakarta, 1995, Hal. 40.




Tradisi profesi kepengacaraan semacam ini harusiah bersifat benar-
benar membantu, sesuai dengan kode etiknya untuk pengabdiah pada
semua masyarakat, karena semua kode etik profesi hukum pada dasarnya
menggariskan dan menegakkan bahwa setiap person penegak hukum,
apapun ienis profesinya adalah abdi masyarakat dan abdi hukum, bukan
businesman.’

Sementara itu kode etik dan doktrin Ikatan Penasehat Hukum
Indonesia dalam Musyawarah Nasional pada Tanggal 27 Nopember 1988 di
Jakarta, menetapkan pada Bab I, Pasal 3 ayat (1) menyatakan sebagai
berikut: pelayanan yang dil:“)'érike;n? I;epada masyarakat tidak memandang
dari segi golongan pelapisan sosial.®

Anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia lebih mengutamakan
pengabdiannya kepada anggota masyarakat dripada kepentingan sendiri
dan golongan (dalam semangat pengabdian kepada maysarakat di atas
kepentingan pribadi.

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (6) disebutkan sebagai berikut:
Anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia dalam memperhitungkan
imbalan terhadap jasa yang diberikan, dengan mengingat segi kelayakan
dan kemanusiaan (dalam semangat Tri Dharma Profesi; kebenaran,
keadilan dan kemanusiaan) .

Bila diamati doktrin di atas, menunjukkan bahwa betapa luhurnya
niat baik yang dibuat kelompok profesi ini yang dianggap sebagai ukuran

perilaku. Sangat berperan. dalam membantu masyarakat yang

E.Sumaryono, [bid, Hal. 78.
K_ Lubis Surawardi, Etika Profesi Hulamm, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hal. 30-31.




membutuhkan bantuan hukum datam proses perkara pidana; namun jika
doktrin ini diimplementasikan dalam bekerja hukum khususnya memeriukan
jasa bantuan pengacara sangatlah berbeda sekali dengan kenyataannya.
Kenyataan menunjukkan bahwa sedikit sekali kesadaran sosial
dikalangan para anggota profesi hukum dapat dianggap sebagai sebuah
'state of affairs. Kondisi ini ditandai oleh adanya gejala dimana orang
meninggalkan keyakinannya tentang wibawah hukum. Hal ini terjadi tidak
hanya pada saat kegiatan para pokrot amatiran mulai dilarang, melainkan
juga saat karier para penasehat terkenal mulai diuji, sehingga banyak dari
anggota profesi hukum mulai "menjual Jasa" mereka demi memperoleh
penghasilan yang lebih tinggi. Dil'uar brofesi mungkin mereka menyediakan
diri bagi kesejahteraan umat manusia, namun dalam kegiatan
profesionalnya mereka justru menjadi orang-orang sewaan yang dibayar
mahal oleh kfiennya sendiri.’ |
Dalam memastikan bayarannya sering pengacara harus mengadakan
negoisasi dengan terdakwa, apabila persoalan sampai pengadilan maka
biaya untuk pengacara semakin tinggi/besar tergantung panjangnya
pemeriksaan. Semakin banyak ongkos diminta pengacara, penampilannya
akan lebih mengesankan. Karena personil pengadilan akan membantu
pengacara dalam menciptakan dan menjaga kesan dirinya, sehingga
diantara pengacara dan organisasi pengadilan terdapt guid pro guo.

Keadaan ini meningkatkan kesetiaan pengacara kepada organisasi.'?

.

E. Sumaryono, Op.Cit, 1995, Hal. 77.

. Hartini Dwiyanti Suryanto, Keberadaan dan Peranan Pengacara Dalam Sistim Peradilan Pidana, Dimuai

Dalam Majalah Reflekst Hukum, Oktober 1995, Hal. 71.



Sungguh ironis bila secara teoritis seorang pengacara itu menjadi
bagian dan kantor pengadilan dan jasa pengamanannya diabadikan untuk
menegakkan keadilan, dalam pelaksanaan prakteknya tidak seluruhnya
berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensi sosial, melainkan hanya
pada orang tertentu saja, artinya kepada siapa ia "menjual" jasa
profesionalnya.

Selain dari beberapa kepincangan-kepincangan di atas dalam hal
membahas profesi hukum, khususnya pengacara masih ditemui beberapa
masalah, yang menurut E.Sumaryono yang dikutip oleh Abdullah Kadir
Muhallmr;'irad ﬁ-ér;yebutkan lima masalah yang dihadapi sebagai kendala
yang cukup serius, yaitu : |
a. Kualitas pengetahuan profesional hukum.

b. Terjadi penyalahgunaan profesi hukum.

¢. Kecenderungan profesi hukum menjadi kejahatan bisnis.
d. Peranan kesadaran dan kqndisi sosial.

e. Kontiminasi sistem yang sudah usang.11

Kelima masalah di atas menuntut agar pengacara dalam
mengemban tugasnya selalu profesional dalam menguasai hukum
Indonesia dan asing, serta menganalisa hukum'yang telah berkembang
ditengah masyarékat, menggunakan hukum untuk memecahkan masalah
berkait dengan kebijaksanaan tetép berdasarkan prinsip-prinsip hukum,
menguasai dasar ilmiah dan peka akan masalah keadilan dan masalah

sosial.

11. Muhammad Abdul Kadir, Etika Profesi Hukum. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal. 67.
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Pelayanan hukum secara profesional dan bermutu tinggi tergantung
pada profesi hukumnya dan bobot pengetahuan hukum yang dikuasai oleh
profesional yang bersangkutan. Apabila penguasaan pengetahuan hukum
itu kurang memadai, maka pelayanan yang diberikan akan salah arah atau
salah sasaran, sehingga bukan keadilan yang dicapai, melainkan ketidak
adilan sungguh suatu hal yang sangat fatal.*

Untuk meluruskan kembali kesalahan atau penyimpangan itu Dewan
kehormatan profesi hukum menilai perbuatan yang telah dilakukan oleh
personel yang bersangkutan guna menyatakan perbuatan itu sesuatu atau
telah melanggar kode efik yang telah digelutinya sebagai pengacara.
Keputusan yang diambil terhadap pengacara yang melanggar profesi ini
akan diberikan sanksi sebagaimana tercantum dalam Bab III Pasal 8 kode
etik dan doktrin Ikatan Penasehat Hukum Indoﬁésia tanggal 27 Nopember
1988.

Selanjutnya Pasal 13 dokirin di atas menyatakan kode etik profesi
dan doktrin Ikatan Penasehat Hukum Indonesia ini merupakan pedoman
dan landasan tempat berpijak bagi seluruh Ikatan A Penasehat Hukum
Indonesia dalam menjalankan gugas pengabdian profesi pada masyarékat.

Bila pengacara semata-mata hanya berpijak dan berpedoman pada
kode etik/doktrin di atas, maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan
dalam proses perkara pidana, karena pengacara adalah salah satu profesi

pendukung bekerjanya sistem peradilan pidana dalam hal terjadinya proses

12. Muhammad Abdul Kadir, Ibid, Hal. 76.
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pemidanaan (criminal process). Sedangkan lembagé-lembaga pendukung
bekerjanya sistem peradilan pidéna seperti Kepolisian, Kejaksaan dan
Kehakiman, disamping mempunyai institusi sendiri juga memiliki undang-
undang tersendiri, dengan kata lain lembaga kepengacaraan tidak memiliki
institusi tersendiri juga perundang-undangan yéng mengatur masalah
praktek beracara (seperti Polisi, Jaksa, Hakim), walaupun ada beberapa
aturan yang merupakan peninggalan kolonial yang tersebar di berbagai
perundang-undangan dan merupakan produk Indonesia sendiri. Namun
dalam bekerjanya proses peradilan pidana lembaga-lembaga yang
mendukung ini saling berkait dan pelaksanaan peradilan pidana itu sendiri
membutuhkan dukungan dari keseluruhan lembaga tersebut serta
memerlukan keserasian dan keseimbanéan antara lembaga itu sendiri.
Disamping itu dalam konsep kebijakan penetapan beberapa delik

baru dalam konsep KUHP antara lain mengenai :

1

Praktek Penasehat Hukum yang mengadakan kesepakatan dengan pihak
lawan sehingga merugikan klien.
- Penaséhat Hukum yang meminta imbalan untuk mempengaruhi secara
" melawan hukum pada saksi penyidik, penuntut umum atau hakim.
- Menyerang integritas atau sifat tidak memihak dari suatu proses sidang
pengadilan.
- Menyatakan puplikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak

suatu proses sidang pengadilan.13

13.

Arief Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakii, Bandung, 1996,
Hat. 276.
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Konsep kebijakan delik baru dalam konsep KUHP di atas adalah
suatu upaya akan bahaya yang mengancam keadilan dalam praktek
-disamping penyalagunaan atau penyelewengan yang dilakukan oleh para
penegak hukum dalam praktek peradilan pidana. Disamping itu siapa saja
yang terlibat dalam sistem peradilan (dalam hukum pidana misainya: Polisi,
Jaksa, Hakim, Pengacara dan Petugas Resosialisasi) harus mempunyai
acuan lain yang bersifat lingkungan stragegis, bailk nasional, regional
maupun internasional.**

Dengan menyadari /ega/ spirit berbagai standar yang befsur;ﬁber_défi_
hukum nasional dan aspirasi dari hukum internasional di atas, salah satu
aspek profesionaiisfné telah dipenuhi baik dari segi pengetahuan maupun
keterampilan. Aspek lain yang perlu dihayati adalah peningkatan semangat
pengabdian masyarakat atau tanggungjawab sosial dan ketaatan terhadap
kode etik profesi.

Oleh karenanya, demi tegaknya hukum dan keadilan, sangat
dibutuhkan lebih banyak lagi para pengacara sebagai pengemban kode etik
";)—rofesi -yang tidak mehggunakan para klien dan pencari keadilan sebagai
"objek" kegiatannya, melainkan bersedia membantu dengan penuh
kesadaran dan tanggungjawab untuk mempertemukan hukum dengan

funtutan masyarakat yang urgent.

14. Muladi, Hak Asasi Manusia, Pofitik dan Sistim Peradilan Pidana, Undip, 1957, Hal. 216.
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B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.

Blert‘rtik tolak dari latar belakang pené[itian yang telah dikemukakan,
maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah berkisar pada
persepsi masyarakat terhadap pengacara dalam memberi bantuan hukum
struktural pada proses perkara pidana.

Seperti diketahui KUHAP sudah diberlakukan di tanah air lebih
kurang selama 20 tahun, walaupun sudah banyak hasil yang dicapai daiam
membantu proses perkara pidana, ternyata masih banyak pula hal-hal yang
belum mencapai sasa.ran khususnya dalam pemberian hak-hak kepada
tersangka/terdakwa dalam rangka perlindungan hukum kepada masyarakat.

Oieh sebab itu masalah bantuan hukum terhadap tersangka atau
terdakwa belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat yang
membutuhkannya. Yang menjadi persoalan adalah apabila tersangka atau
terdakwa tidak mampu menunjukkan seseorang atau lebih penasehat
hukum, seda.ngkan. perkara mengharuskan didampingi oleh penasehat
hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat 1 KUHAP.

Bantuan hukum dalam arti sempit hanya meliputi bantuan hukum
terhadap térsar'\gka atau terdakwa yang tidak mampu dalam proses _perkara
pidananya pada semua tingkat pemeriksaan, hal ini sejalan dengan maksud
diamanatkan dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP di atas. Segala sesuatu yang
berkaitan dengan bantuan hukum inilah yang akan diteliti, khususnya
persepsi masyarakat yang ada di Kota Jambi terhadap pengacara dalam

memberikan bantuan hukum.
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Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai
berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai sikap dan prilaku pengacara
dalam memberi bantuan hukum pada perkara pidana di Kota Jambi.

2. Mengapa sebagian besar masyarakat di Kota Jambi tidak
memanfaatkan/tidak menggunakan jasa bantuan hukum.

3. Bagaimana Jasa bantuan hukum menurut pers;epsi masyarakat di Kota
Jambi dapat memenuhi nilai-nilai keadilan. _

. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan pokok permaslahan

di atas, maka yang menjadi maksud dan tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengungkapkan persepsi masyarakat terhadap
pengacara dalam memberi bantuan hukum khusus dalam proses perkara
pidana.

2. _Untuk memahami dan menjelaskan mengenai faktor penyebab mengapa
sebagian besar kelompok yang terfibat dalam perkara pidana tidak
memanfaatkan jasa bantuan hukum..

3. Menemukan persepsi masyarakat mengenai pengacara bahwa para
pengacara dalam memberikan jasa bantuan hukum pada perkara pidana

telah melakukannya sesuai dengan nilai-nilai keadilan.
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D. Kontribusi Penelitian.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
kegunaanya antara lain :
1. Kegunaan Teroritis.

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dan pengembangan ilmu hukum terutama berkenaan dengan
cara masyarakat memandang atau menyikapi pengacara dalam
fungsinya membe‘ri bantuan hukum.

2. Kegunaan Praktis.

Bagi pihak pengacara hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan

yang pada akhirnya dapat membenahi tugas dan tindakannya pada
masyarakat, penelitian ini dapat memberi wawasan yang mendalam
tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tugas/kewajiban pengacara
selaku bagian penegak hukum khususnya memberikan jasa bantuan
hukum.

Disamping itu memahami persepéi masyarakat atau penegak

hukum bagaimana pemberlakuan terhadap para pencari keadilan,

dengan demikian baik pengacara dengan masyarakat saling memahami

budaya hukum masyarakat yang selama ini merupakan hambatan dalam

penegakan hukum yang pada gilirannya akan memperoleh “keadilan”.

E. Kerangka Teoritis.
Secara umum persepsi diartikan sebagai pengalaman tentang objek,

peristiwa atau hubungan-hubungan vyang diperoleh dengan cara
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mengumputkan informasi dan menafsirkannya, sedangkan persepsi dari
aspek psikologi menurut Bernard Hennesey mendefinisikan sebagai cara

manusia mengungkap rangsangan yang diawali pada tahap pembentukan

kognisi".!®

Ungkapan di atas bila dikaitkan dengan persepsi masyarakat, posisi
masyarakat dalam penelitian ini sebagai subjek yang bermakna, artinya
masyarakat itu suatu mahluk yang mempunyai indra, berhati nurani dan
berakal budi. Kemampuan yang demikian itu bagi hasyarakat merupakan
sarana untuk memahami gejala -sebagai-objek secara utuh dalam konteks
sosial.

Manusia sebagai mahluk spsial dan bagian dari sekelompok
masyarakat, yang mempunyai tingkah laku antara satu sama lain saling
berbeda, dalam kontek ini bila dikaitkan dengan kondisi sosial maka salah
satu teori definisi sosial yang paling eksklulsif dalam menyelesaikan tingkah
laku manusia melaiui analisis maka salah sat_u teori adalah teori inter
aksionisme simbolik dari G.Herbet Merd yang kemudian dikembangkan oleh
Herbert Blumer, dari teori ini dijadikan tolak analisis.

Pada penelitian ini akan berusaha menemukan dan mejelaskan
persepsi masyarakat terhadap pengacara dalam menangani perkara pidana,
baik masih dalam proses pemeriksaan pendahuluan maupun perkara yang
diperiksa di sidang pengadilan, disamping itu penelitian ini juga berusaha

mengungkapkan persepsi masyarakat terhadap tingkah laku/tindakan

15. Hennesey Bernard, Pendapat Umum, Erlangga, Jakarta, 1989, Hal. 117-118,
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pengacara sehingga sebagian besar masyarakat enggan menggunakan
jasanya untuk memanfaatkan bantuan hukum serta tanggapan masyarakat
terhadap tujuan bantuan hukum yang hendak dicapai sebagai hasil akhir
yakni tindakan/perilaku pengacara.
Guna mengungkapkan hal-hal tersebut di atas, peneliti
menggunakan paradigma definisi sosial dengan alasan bahwa tindakan/
perilaku pengacara ditujukan kepada orang lain sehingga merupakan
tindakan sosial, yaitu tindakan individu sepanjang tindakannya itu
mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada
tindakan orang lain.®
Weber di dalam buku Ritzer membedakan tindakan sosial dalam
empat tipe yaitu : |
1. Zwerk Raﬁana/,_yaitu tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor
tidak hanya sekedar meniléi cara yang terbaik untuk mencapai
tujuannya tetapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tujuan
dalam Zwerk Rational tidak absolut, ia dapat juga menjadi cara dari
tujuan lain bei;ikutnya bila aktor berkelakukan dengan cara yang paling
rasional,_maka mudah mémahami tindakannya itu.

2. Werk Artional. Dalam tindakan tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah
cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat ataukah lebih
tepat untuk mencapai tujuan lain, hal ini menunjukkan kepada tujuan itu

sendiri. Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara




18

mencapainya cenderung menjadi sukar untuk dibedakan namun
tindakan ini rasional, karena pilihan terhadap céra:cara kiranya sudah
menentukan tujuan yang diinginkan.

3. Affectual Action. Tindakan yang dibuat-buat dipengaruhi oleh perasaan
emosi dan kepura-puraan si aktor, tindakan ini sukar dipahami, kurang
atau tidak rasional.

4. Tradisional Action. 'I'mdgkan vang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan
dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu.l17

Dari tindakan sosial tersebut di atas, dalam penelitian ini peneliti
menggunakan paradigma 7eori Aksi. Beberapa asumsi fundamental teori
aksi dikemukakan oleh Hinkle sebagai berikut :

1. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan
dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek..

2. Sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu, jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan.

3. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik prosedur, metoda
serta perangkat {/émg diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan
tersebut.

4, Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak

dapat diubah dengan sendirinya.

16. George Ritzer, Sosiologi limu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali Press, Jakarta, Cetakan Ke-2,
1992, Hal. 44.
17. Tbid, George Ritzer, 1992, Hal. 47-48.
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5. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang
akan, sedang dan telah dilakukannyé.

6. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan

-timbul pada saat pengambilan keputusan.

7. Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik
penemuan vang bersifat subjektif seperti metoda verstehen, imajinasi,
sympathetic-reconstruction atau seakan-akan mengalami sendiri.'®

Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan
karakteristik sebagai berikut :

1. Adanya individu selaku aktor.

2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu.

3. Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai
tujuannya.

4, Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat
membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut
berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan
oleh individu. | “ 7

5. Aktor berada dibawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan
berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan

menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan.t?

-

18. Ibid, George Ritzer, 1992, Hal. 53-54,
19. Ibid, George Ritzer, 1992, Hal. 5§~57.
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Disamping teori aksi, juga digunakan pendekatan Interaksi Simbolik.
Dalam penggunaan interaksi sirﬁbolik tindakan sesecrang dapat dipelajari
dengan menggunakan teknik introspeksi untuk mengetahui segala sesuatu
yang melatar belakangi tindakan tersebut dari sudut aktor.

Pendekatan ini merupakan sisi lain yang meliha_t individu sebagai
produk yang ditentukan oleh masyarakat dalam pandangan "struktural
‘fung§ional".2° Meskipun tindakan individu ini tidak lepas dari keberadaannya
dalam sistim sosial, namun sistim sosial {(masyarakat) dilihatnya sebagai
produk interaksi bersama para anggota masyarakat. Interaksi dilakukan
dengan bahasa sebagai satu-satunya simbol yang penting dan isyarat.?

Dengan menggynakan simbol, interprestasi atau dengan saling
berusaha untuk memah_ami dari tindakan masing-masing, karena tindakan
manusia pada dasarnya merupakan tindakan interpretatif yang dibuat oleh
manusia itu sendiri. Dalam hal ini interprestasi mémpunyai peran penting
dalam berusaha untuk memahami tindakan orang lain. Proses interprestasi
menjadi penengah antaf stimulus dan respon.? |

Tindakan menurut pandangan interaksi simbolik mencakup
keseluruhan proses yang terlihat dalam aktivitas manusia. Asumsi dasar
penggunaan interaksi simbolik adalah bahwa kehidupan bermasyarakat
terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu dan antar

kelompok menggunakan simbol yang dipahami maknanya melalui proses

20. Margaret Poloma, Sesiologi Konternporer, Rajawali, Jakarta, 1987, Hal. 33-34.
21, Ibid, Margaret Poloma, Hal. 261,
22. Lok Cit, George Ritzer, Hal. 81.
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belajar. Tindakan yang terjadi pada diri sendiri seseorang bukan merupakan
stimulus respon melainkan d_iantarai (ada variabel antara) oleh adanya
interprestasi  terhadap stimulus lebih dahulu, makna atau meaning
diturunkan melalui interprestasi sosial aktor dalam kebersamaan.

Disamping itu juga disadari adanya premis yang menyatakan bahwa
(1) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang ada pada
sesuatu itu bagi mereka, (2) makna tersebut berasal dari interaksi sosial
seseorang dengan orang lain, (3) makna tersebut disempurnakan disaat
proses interaksi sosial berlangsung.?

Dari ketiga premis di atas dapat dimaklumi bagi teori ini, konsep
individual, interaksi dan interpretasi merupakan termihologi kunci dalam
memahami kehidupan sostal.?*

Dengan demikian dimungkinkan terjadinya perubahan pemaknaan
terhadap sesuatu’ bagi seseorang akibat interaksi dan komunikasi yang
terjadi. Perlu dikemukakan disini, bahwa perilaku manusia yang subjektif
interpretatif tidak dapat melepas segala sesuatu yang ada disekelilingnya,
oleh karena itu tindakan manusia adalah tindakan maknawi yang ia peroleh
lewat pengetahuan dan pengalaman yang unik sebagai orang pribadi orang
lain, artinya pandangan atau persepsi seseorang dipéroleh melalui proses
“sosial® 7 | ’

Tindakan individu bukanlah merupakan sesuatu kelakuan biologis,
melainkan sesuatu kelakuan yang bermakna, setiap orang mempunyai apa

yang dinamakan perilaku, yaitu suatu totalitas dari gerak matoris, persepsi

dan fungsi kognitif manusia. Salah satu unsur perilaku manusia adalah

23, Sutomo, Masalah-Masalah Sosial dan Pembangunan, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, Hal. 98.

24. Sutomo, Ibid, 1995, Hal. 98.
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sosial action, yaitu gerak yang terlihat pada usaha mencapai tujuan, yang
terjadi pada situasi tertentu yang diatur oleh kaedah-kaedah tertentu dan
berdasarkan motivasi tertentu.?®

Jelas tindakan sosial bukan merupakan perbuatan vyang tidak
terkendali, tindakan.itu terikat pada berbagai hal yang terdapat diluar orang
itu. Justru tindakan seseorang didalam masyarakat akan berorientasi pada
berbagai hal dan patokan yang ada. Dengan demikian sulit untuk diterima,
bahwa tindakan orang dalam kelompok adalah bebas, melainkan
sebaliknya. Yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan yang berlaku.
Parson menentukan .bahwa tindakan sosial tunduk pada suatu skema
tertentu yang disebutnya sebagai relation scheme.?

Salah satu masalah pokok dari hukum menyangkut cara-cara
anggota rhasyarakat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi diantara
mereka. Disini yang penting adalah penimbangan antara bentuk-bentuk

penyelesaian konflik yang bersifat yuridis dan non yuridis, menghormati

cara-cara penyelesaian konflik yang beradab. Sefanjutnya penting pula bagi

kehidupan sosial untuk memilih bentuk penyelesaian konflik yang paling

memadai untuk tipe-tipe hubungan konflik yang terjadi didalam kelompok

itu.28

25.

26.

27.
. Ronny Hanitijo Soemitro, Hukum dan Masalah Penyelesajon Konplik, Dimuat Dalam Majalah Masalah-

1.5.Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realita Sosial, Makalah Lokakarya Nasional, Pembangunan
Sumber Daya IMKA, 1992, Dimuat Dalam Majalah Masalah-Masalzh Hukum, Undip, Semarang Nomor
9 Tahun 1992, Hal. 10.

Bernard L. Tanya, Dialog Antara Hukum Pidana dan Budaya, Thesis S.2, Perpustakaan Undip Semarang,
1992, Hal. 20.

Satjipto Rahardjo, Op.Cit, Hal. 20

Masalah Hukum Undip, Edisi Kedua, 1993, Hal. 24-25.
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Dengan demikian bila dilihat dari posisi pengacara dalam
menyelesaikan berbagai bentuk konfiik dalam masyarakat khususnya pada
perkara pidana, seringkali menggunakan tindakan yuridis, hal ini terlihat
para pengacara baik yang berdiri sendiri maupun yang berasal dari bantuan
hukum dekat dan terus berhubungan dengan Polisi, Jaksa dan Petugas
Pengadilan. Karena keberadaan pengacara banyak tergantung pada
struktur lembaga-lembaga pengadilan dalam penanganan kasus-kasus
pidana. Disamping itu tindakan non yuridis masih ada yang dilakijkan oleh
pengacara, karena dalam perkara tindak- pidana- yang perkaranya
disidangkan di Pengadilan Negeri Jambi sekarang ini banyak sinyalemen
jual beli perkara. Banyak pengacara diluar sidang pengadilan atas inisiatif
terdakwa sendiri atau keluarganya, berupaya melakukan tindakan rnon

yuridis dengan cara melakukan pendekatan pada Jaksa penuntut umum dan

“hakim yang mengadili perkara dengan tujuan agar terdakwa dijatuhkan

hukuman yang seringan-ringannya, hal ini sampai saat ini masih mewarnai
berita-berita diberbagai media massa.

Kedua penyelesaian konflik dalam masyarakat baik secara yuridis_
maupun secara non yuridis cleh pengacara dé!am memberi jasa bantuan
hukum selalu dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan kliennya, kendati
hat ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.

Penulis mengkategorikan tindakan non yuridis ini sebagai tindakan

sosial sebagaimana dikemukakan oleh Weber terdahulu adalah tindakan
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individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif
bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.?

Oleh karena penelitian ini terfokus kepada usaha untuk mengungkap
persepsi masyarakat terhadap pengacara sebagai penegak hukum maka
sudah tentu pula untuk diketahui apa yang disebut dengan masyarakat.

Masyarakat dapat dilihat sebagai suatu komunitas yang sedikit
banyak bersifat mandiri, yaitu yang memifiki pula hubungan yang tertib
dengan realitas dan objektivitas tertentu yang bersifat mandiri pula. Oleh
karenanya, masyarakat tidak kurang dari satu Kkolektivitas yang relatif
bersifat swasembada yang melalui anggota-anggotanya dapat memenuhi
kebutuhan-kebutuh_ah baik secara individu maupun secara kolektif. Jelasnya
mereka memiliki sistem nilai, norma dan sebagainya yang mendukung
warga komunitas dengan motivasi sebagai stimulasi yang memberi makna
serta legitimasi bagi tindakan mereka.*®

Mengenai mekanisme terbentuknya persepsi menurut Bernard
Heinessy, secara sederhana dapat dilihat dalam bentuk skema sebagai
berikut : |

/ Penalaran ,\
Rangsangan—» Persepsi—p Pengenalan ——p Tanggapan

Perasaan

29.

George Rotzer, Op Cit, Disadur Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, Hal. 44.
Ridwan Widya Dharma, Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum, CV. Wahyu Pratama, Semarang, 1988,
Hal. 8.
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Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang
menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada rﬁanusia,
persepsi dapat didefinisikan sebagai manusia menangkap rangsangan;
pengenalan adalah cara manusia memberi arti pada rangsangan,
sedangkan penalaran adalah proses dengan rangsangan yang satu
dihubungkan dengan rangsangan yang lain®..

Persepsi (perception) dapat didefinisikan sebagai cara manusia
menangkap rangsahgan, kognisi (_cogniﬁan) adalah cara manusia
memberikan arti kepada -rangsangan. Penalaran (reasor)) adalah proses
dengan mana rangsangan dihubungkan dengan rangsangan lainnya pada
tingkat pembentukan kegiatan psykologis. |

Perasaan (feeling) adalah konotasi emosional yang dihasilkan oleh
rangsangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan rangsangan lain
pada tingkat kognitif atau konseptual.

Pada kenyataannya kehidupan individu tidak lepas dari
lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial sejak
individu itu dilahirkan, sejak itu pu‘l_a’ indiv?dl,i yang bersangkutan menerima
langsung stimuli at;=.|u rangsangan dari luar dirinya.

Keadaan individu yang dapat mempengaruhi persepsi datang dari
dua sumber, vyaitu berhubungan dengan segi kejasmanian, dan
berhubungan dengan segi psikologis, bila sistim psikologisnya terganggu,

hal tersebut akan berpengaruh dalam persepsi seseorang. Sedangkan segi

31. Bemard Hennesey, Log.Cit, Hal, 117-118,

S ettt o o,

FUPT-FISTAT - TRID
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psikologis yang antara lain mengenai pengalaman, perasaan, kemampuan
berfikir, kerangka acuan, motivasi akan berpengaruh pada seseorang dalam

mengadakan persepsi.?

Dalam konteks penelitian ini persepsi masyarakat selalu akan
berbeda antara satu dengan yang lain dipengaruhi oleh faktor psikologis
sesuai dengan pengalaman, perasaan, kemampuan berfikir, pengintegrasian
terhadap pengacara. Sehingga perilaku maupun peran pengacara yang
diharapkan oleh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan akan keadilan
sesuai dengan makna dan hakekat dari azas peradilan akan térwujud.

Dengan demikian Hngkljngan atau situasi khusus yang melatar
belakangi stimulus yang akan berpengaruh dalam persepsi, lebin-lebih bila
objek persepsi adalah manusia, objek lingkungan yang melatar belakangi
merupakan objek atau kesatuan yang sulit dipisahkéri. Objek yang sama
dengan situsi sosial yang berbeda dapat menghasilkan persepsi yang
berbeda.

Pengacara biasanya dalam melakukan kegiatan profesinya berada di
bawah lembaga bantuan hukum, istilah bantuan hukum dipergunakan
terjemahan dari "legal aid" sebagaifana dinyatakan oleh Abdul Rahman,
bahwa legal aid biasanya dipergunakan untuk mewujudkan pengertian
bantuan hukum dalam arti sempit dan berupa pemberian jasa-jasa dibidang
hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-

cuma/gratis, khususnya bagi mereka yang tidak mampu.>

s

33. Abdul Rahman, A

32. Bimo Walgito, Psikologi Sosml(Suam P@gantar),Andeﬁ‘set, Yogyakarta, 1994, Hal. 53.
ck-Aspek an Hukum di Indonesia, Pradya Pramita, Jakaﬂ.a 1983, Hal 121,




27

Apa yang diutarakan oleh Abdul Rahman tersebut merupakan konsep
bantuan hukum struktural, hal ini seja;lan dengan pendapat Kusumah,
dimana dinyatakan bahwa konsep bantuan hukum tidak hanya sekedar
mencakup pengertian-pengertian bantuan hukum secara gratis kepada
mereka yang tidak mampu melainkan lebih mendasar lagi melaksanakan
bentuk-bentuk pelayanan hukum bagi mayoritas rakyat miskin.*

Dalam hubungan ini, C.J.Dias (1975) menyatakan bahwa studi

mengenai kebutuhan hukum golongan masyarakat miskin, juga mencoba

memperoleh pemahaman tentang :

_ 1.m The categories of problem the poor perceived beling legal.

2. The extent to which the poor had recource fo legal intermediaries and
the resuft. |

3. Which categories of problems non perceived by the poor as being
fegal” are capable of being resolved through the legal system.

4. The knowledge and perception of the poor of the flegal right and
procedures relevant to the air specific problermns.

5. The perception of the poor of the possible effectiveness of legal
intermediaries on thefr behalf in specific problem.

6. The perception of the poor of non lfawyer and non legal alternatives for
the solution of their specific problems.”

Khusus dibidang hukum pidana, bantuan hukum yang diberikan
kepada tersangka atau terdakwa yang tersangkut perkara pidana adalah

merupakan salah satu wujud nyata dari adanya perlindungan hak asasi

34,

35.

Mulyana Kusuma, Bantuan Hukum Bagi Kelompok-Kelompok Miskin, Dalam Majalah Hukum dan
Keadilan Nomor 11 Tahun 1994, . o

Dias Clarence. J, Research and Legal Service and Property. Washington Univercity Law Quartely No. 1,
1975,
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manusia didalam negara hukum Republik Indonesia, hal ini termuat secara
jelas didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) sebagai satu-
satunya Hukum Acara Pidana yang bersifat nasional.

Mengenai bantuan hukum dimana sebelum berlakunya KUHAP hanya
dapat dilakukan pada saat pemeriksaan dimuka sidar-xg pengadilan. Akan
tetapi setelah berlakunya KUHAP, dapat diberikan kepada tersangka atau

terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan.

Kehadiran penasehat hukum pada saat penyidik sedang fnelakukan
' pemeriksaan terhadap tersangka, cara-cara pemeriksaan atau tekanan
tidak terjadi lagi, sebab kehadiran penasehat hukum tersebut kendatipur{ )
hanya mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif betapapun juga akan
dirasakan penyidik sebagai pengawal langsung dari masyarakat terhadap
dirinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan,
ini sesuai dengan Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau
terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih
penasehat hukum selama dalam waktu dan pada semua tingkat
pemeriksaan. Selanjutnya mengenai bantuan hukum ini diatur lebih lanjut
pada Pasal 69 s/d 74 KUHAP.

Yang menjadi maslaah adalah apaﬁila tersangka atau terdakwa tidak
mampu menunjuk seseorang atau lebih penasehat hukum, sedangkan
perkara mengharuskan didampingi oleh penasehat hukum. Sebagaimana

' diéttjr dalam Pasal 56 ‘ayat (i) KUHAP, bahwa apabila tersangka atau

terdakwa dalam perkara pidana diancam pidana 5 tahun atau lebih, bila
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tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan

pada semua Eingkatan pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi

mereka, berdasarkan pengamatan dan pengalaman kita sendiri bahwa
lembaga-lembaga bantuan huku.rn tersebut baru pada tahap konsep dan
ide, tetapi program dan operasionalnya belum lagi sejiwa dengan konsep
itu sendiri, kenyatéan sehari-hari menunjukkan, lembaga-lembaga tadi
masih lebih cenderung kepada pemberian jasa bantuan hukum yang
berwarna komersial, dan masih jauh jaraknya dari rakyat miskin, padahal
ditinjau dari segi pengertian dan ide Lembaga Bantuan Hukum adalah
bertujuan mendekatk_an diri dengan rakyat kecil dalam memberi bantuan
hukum secara cuma-(.:uma.36

Ada beberapa' pendapat dalam memberikan pengertian bantuan
hukum antara lain :

a. Soerjono Dirdjosisworo; Memberikan pengertian bantuan hukum
sebagai "suatu lembaga hukum yang penting peranannya dalam
mencari kebenaran material.*’

b. M.Yahya Harahap; Didunia Barat pengertian bantuan hukum
mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, seperti:

1. “/egal aid'; yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada

seseorang yang terlibat suatu kasus atau perkara.

36. M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Pencrapan KUHAP (Jilid I), Garuda Metropolitan

Press, Jakarta, 1988, Hal. 362.

37. Soerjono Dirdjosisworo, Pemeriksaan Pendahuluan Menurat KUHAP, Alumni, Bandung, 1992, Hat. 88.
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2. "legal assistance'; yang mengandung pengertian lebih Iﬂas dari legal
aid, karena pada legal assistance disamping mengandung makna
dan tujuan memberi jasa bantuan, baik yang mampu membayar
prestasi maupun yang tidak mampu.

3. "legal service'; memberikan jasa bantuan hukum terhadap
masyarakat yang membutuhkannya tanpa diskriminasi.>®

¢. Santoso Poedjosoebroto, mengutip pendapat K.Smit dan Dj,Keenan,
berpendapat bahwa bantuan hukum atau legal aid diartikanr sebagai
baﬁtuan hukum, baik dalam bentuk pemberian nasehat hukum, maupun
yang berupa menjadi kuasa seseorang yang berperkara yang diberikan
kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat
membayar biaya (honorarium) kepada seseorang pengacara.

d. Bismar Siregar, memberikan pengertian bantuan hukum sebagai hak
dari seseorang tersangka unfuk memperoleh perlakuan hukum dalam
proporsi yang sebenarnya. Adapun kesalahan yang dilakukan kepadanya
karena adanya jaminan bahwa ia tetap diperiakukan sesuai harkat dan
kedudukannya sebagai manusia, sebagai subjek dan bukanj__quek._39

e. Jaksa Aguﬁg Republik Indonesia, memEerikan pengertian sebagai
berikut :

. " Bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang penasehat

hukum, sewakiu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan

38. M. Yahya Harahap, Op.Cit. Hal. 365,
39. Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Bandung, 1993, Hal. 198,
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atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan (Jaksa
Agung RI, 1986 : 72).

Pengertian bantuan hukum yang tersebut di atas, adalah pengertian
bantuan hukum untuk perkara-perkara pidana, dalam konteks ini
bagaimana pengacara yang terhimpun dalam lembaga-lembaga bantuan

hukum memberikan jasa profesinya untuk membantu masyarakat, terutama
terhadap masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang
membutuhkannya. Namun dalam kenyaiaan sehari-hari di Indonesia jarang
sekali untuk membedakan ketiga konsep (/egaf aid, legal assistance dan
legal service), seperti terdapat di beberapa negara. Sebagaimana
dikemukakan oieh M.Yahya Harahap, hal ini menyulitkan sekali bagi
masyarakat awam hanya mempergunakan istilah "bantuan hukum” saja.
Adapun beberapa lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum
kepada warga masyarakat, yaitu :

a. Praktisi hukum yang profesional mumi yang telah lebih dikenal sebagai
Advokad/pengacara.

b. Pengacara-pengacara praktek yang dikalangan masyarakat awam
dikenal sebagai pokrol. _

c. Lembaga-lembaga ataupun badan-badan pemberi bantuan hukum, yang
biasanya dikoordinasikan oleh sebuah organisasi profesi hukum,
mislanya LBRI, Klinik Hukum, Peradin dan sebagainya.

d. Biro Bantuan Hukum/Biro Konsultasi Hukum miiik perguruan tinggi, baik
negeri maupun swasta.

e. Praktisi-praktisi hukum freelance (yang tidak resmi berpraktek sebagai
pengacara/penasehat hukum namun cukup mengerti/menguasai materi-
materi ilmu hukum) yang biasanya memberikan bantuan hukum secara
insidental.

f. Tenaga-tenaga ahli hukum/sarjana-sarjana hukum pegawai negeri,
yang biasanya berasal dari bagian hukum Pemerintah Daerah Tingkat II
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atau Biro Hukum Pemerintah Daerah Tingkat I (koersip penulis) yang
memiliki pemerintah daerah apabila digugat oleh pihal lain.* -

Diantara lembaga bantuan hukum tersebut sebenarnya "Advokad"lah
yang sudah memiliki dasar hukum, yaitu diatur dalam Reglement of
Recterlijke Organizatie (RO), stb 1847 No.47 jo stb 1846 No.57 tanggal 1
Mei 1948 JO SEMA RI No0.01/1971, namun demikian pengacara masa
sekarang eksitensinya diakui dan keabsahan prakteknya mendapat
legitimasi dari Ketua Pengadilan Tinggi setempat.

Adapun fungsi atau tujuan bantuan hukum menurut Soerjono
Soekamto mengutip péndapat J. Chan dan E. Choo, adalah :

1. Traditional legal assistance in establishing or asserting clearly defind
rights.

2. Legal analysis and representation directed towards reform where the

law appears vagne or complex.

3. Legal representation where the law appears country to the interration of
the slum community, that is vigorous representation to predppitate
reassenment and clarification of rights.

4. Legal representation in conter which appear to be non fegal and where
no judicially cognisable right can be asserted.™

Sedangkan Adnan Buyung Nasution berpendapat:

Disamping memberi pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat
yang membutuhkannya, lembaga bantuan hukum berambisi untuk
mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan
menumbukan dan membina kesdadaran akan hak-hak sebagai
subjek hukum, lembaga bantuan hukum juga berambisi turut serta

40.

41

Hadinanto Gunawan, Masalah Banfuan Hukum Dalam Rangka Usaha Pemerataan Keadilan, Dalam

Masalah Bantuan Hukum Oleh Pegawai Negeri, FH. Undip, Semarang, 1984, Hal. 8.
Soerjono Soekamto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali Nusantara,

Jakarta, 1983, Hal.16
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mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan
hukum disegala bidang.®

Pengacara merupakan suatu organisasi profesional dan merupakan
salah satu unsur penegak hukum disamping Polisi, Jaksa dan Hakim,
dengan demikian menurut Soerjono Soekamto, mengutip pendapat
G.D.Mitchel (G.D.Mitchel, 1979 : 148) bantuan hukum yang diberikan
kepada anggota masyarakat juga merupakan suatu profesi, yaitu: "service
ocuplation that a play a systematic body of knowledge to problem wich are

higly relevant to central values of society.

42, Adnan Buying Nasution, Bantuan Huknm di Indonesia, LP3S, Cetakan Ke-3, Jakarta, 1988, Hal. 5-6.
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Selanjutnya dikatakan bahwa ciri-ciri pokok dari suatu profesi

adalah :

A profession involves a skill based on theoritical knowledge.

The skill reguires training and education.

The professional must demontrate competence by passing a test.
Intergrity is maintained by adherence to code of conduct.

The service is for public good.

The profession is organized,”

Sk

Dalam konteks penelitian ini profesi dimaksud adalah profesi
pengacara dalam melayani masyarakat, disamping ia sebagai organisasi

para profesional juga memiliki suatu susunan peraturan yang didalamnya

mengatur tentang sepak terjang anggotanya. Aturan itu telah dikenal

dengan sebutan code ethic.
Bila kita mengamati hak bantuan hukum antara harapan dan

kesempatan dalam perkara pidana masih banyak sekali terdapat

diskriminasi antara pelapisan sosial, kendati legitimasi tentang bantuan

hukum sangat berperan sebagaimana dimuat dalam Bab VII Pasal 69 s/d
74 KUHAP, selanjutnya melalui undang-undang kekuasaan kehakiman dan
kode etik kepengacaraan.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah faktor manusia.
Hal ini karena melalui faktor manusialah bantuan hukum dapat terealisasi.
Menurut Yusriadi, bahwa yang dimaksud manusia disini adalah mereka
yang membutuhkan bantuan hukum dan mereka yang memberi jasa

bantuan hukum yaitu para pengacara.*

43,
44,

Soerjono Sockamto, Op.Cit, Hal. 2.

Yusriadi, Kajian Sosiologi Hukum Tentang Implementasi Hak Bantuan Hukum Oleh Lembaga-Lembaga
Bantuan Hukum, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum, FH. Undip, Semarang, 1993 No. 2, Hal. 37.
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Penyelenggaraan bantuan hukum sebagai salah satu usaha
mewujudkan tujuan-tujuan hukum dalam masyarakat untuk menjelaskan

bekerjanya hukum dalam masyarakat, menurut Robert B dan Seidman di

jelaskan sebagai berikut:

Ragaan Proses Bekerja Hukum Dalam Masyarakat

Pengaruh Kekuatan-
Kekuatan Sosial,
Politik, Ekonomi

Masyarakat

Kekuasaan Negarz

Hk.Sebagai Sarana | Tuntutan Lembaga Pembuat
: Peraturan

Tuntutan

Lembaga Kegiatan
p
Sanksi Saksi

Umpan
Balik

Pengaruh Pengaruh
Kekuatan- Kekuatan-
kekuatan kekuatan
Sosial, Politik Sosial, Politik
Ekonomi Ekonomi

’

Sumber : Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis,
BPHN, Tanpa Tahun.
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Selanjutnya bagan di atas diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut :

1. Setiap peraturan r;ukum memberitahu bagaimana seseorang pemegang
peranan (rofe occupant) diharapkan bertindak.

2. Bagaimana seseorang pemegang akan bertindak sebagai suatu respon
terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang
ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas lembaga pelakéana
serta keseluruhan kompleks kekuatan sosiél politik dan [ain-fa_in
mengehai din‘nyé. .

3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksanaan itu akan bertindak sebagai
respon terhadap peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada
mereka, sanksi-sénkﬁ_inya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan
sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan
balik yang datang dari para pemegangn peranan.

4, Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak
merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku
mereka, sanksi-sanksinya keseluruhan kompleks kekuatan—kékuatan
-sosial, politik, idiologi dan sebagainya dan lain-lainnya yang mengenal
diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang
peranan.®

Dengan demikian pengacara sebagai salah satu komponen dan
faktor penerapan hukum tingkah lakunya ditentukan oleh kondisi-kondisi

atau kekuatan diluar hukum. Bagaimana seorang pengacara bertindak

43, Satjipti Rahardjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980, Hal. 27-28.




responsip terhadap peraturan hukum merupakan respon dari keseluruhan

ketentuan, berbagai kekuatan sosial dan fain-lain yang bekerja atasnya dan

umpan balik yang datang dari kasus pidana oleh pengacara tidak saja dari -

segi kemanfaatan, legitimasi maupun kendala, ia harus melihat didalam
hukum itu sebagai kekuatan endapan yang nyata serta kepentingan yang
dominan.

Oleh karena itu setiap orang termasuk didalamnya para (calon)
pengacara sebagai pemegang peranan, ditentukan tingkah |akl-l oleh pola
peranan yang diharapkan darinya, baik oleh-norma-norma hukum maupun
kekuatan-kekuatan diluar hukum. Bagaimana seseoréng pengacara akan
bertindak sebagai respon peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi
dari peraturan, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan

| lain-lain yang bekerja atasnya dan umpan balik yang datang dari para calon

pengguna jasa bantuan hukum/calon klien.

F. Metode Penelitian.
1. Konsep dan Defenisi.
Pada penelitian ini penulis menggunakan kata "pengacara” disini
dipakai sebagai terjemahanl dari kata "Advocat” dalam bahasa Belanda.*
Dan juga untuk menunjukkan bagi mereka sebagai mata
pencaharian menyediakan diri selaku pembela dalam perkara pidana.

Istilah ini akan diidentikkan dengan istilah "penasehat hukum” yang

46. Abdurrahman Aspck-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta, Cendana Press, 1983, Hal. 125.
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dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, selanjutnya

disebut KUHAP, Bab VII tentang Bantuan Hukum pada Pasal 69 sampai

dengan Pasal 74, demikian juga dapat diidentikkan dengan istilah -

penasehat hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yakni pada
Pasal 35 sampai dengan Pasal 38.

. Metode Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan vyakni,
penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dilakukannya
penelitian hukum normatif adalah dari type inventarisasi hukum positif,
karena inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan
yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari type-
type lain, sebelum dapat dikemukakan norma hukum /n concreto atau
ditemukan teori-teori tentang proses-proses-kehidupan hukum, haruslah
diketahui lebih dahulu apa saja yang termasuk dalam hukum positif
yang sedang berlaku.?

Dalam konteks penelitian ini penulis akan menginventarisasi
hukum positif yang ada kaitan dengan kegiatan kepengacaraan dalam
memberi jasa bantuan hukum pada perkara pidana.

Selanjutnya penelitian jenis yang kedua, adalah penelitian empiris
dengan alasan bahwa pada penelitian ini akan dikaji realita sosial dan
tingkah laku yang nyata dari manusia itu sendiri, yahg mengacu pada

norma-norma sosial dan. hukum vyang ada dalam ;nasyarakat

47. Ronny Hanitijo Scemitro, Methode Penelitian Hukom dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,
Hal. 44-45.
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bersangkutan, khususya mengenai penegakan hukum terutama
.mengenai peran yang dijalankan oleh pengacara, dalam hal inj apa-kah
bantuan hukum yang merupakan tugas dan kewajibannya telah
dijalankan sesuai dengan makna dan hakekat dari azas-azas peradilan,
sehingga hak-hak masyarakat yang membutuhkan jaéa bantuan hukum
dapat terjamin ditegakkan, dengan kata lain pendekatan yuridis empiris
ini digunakan untuk menelaah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Sedangkan penelitian ini menggunakan metoda kualitatif,
maksudnya agar dqpat _mfeggetahui dan menemukan makna secara
mendalam meﬁgenaiﬂ permasalahan dari simbol-simbol yang tampak,
artinya dapat mengungkapkan pemahaman terhadap realitas sosial dan
tingkah laku para pengacara dalam memberi jasa bantuan hukum
kepada masyarakat dalam perkara pidana.

Untuk mengungkapkan realitas sosial dan tingkah laku dari aparat
penegak hukum (pengacara) dimaksud, menurut Sanafiah Faisal "dapat
melalui proses penghayatan terhadap sistem makna yang terukur dalam
dunia psikis, sosial dan budaya" aparat yang bersangkutan, dalam hal
penghayatan makna itulah yang fﬁéwaméi pilihan sikap dan tingkah
laku.*®

Pemilihan metoda ini karena beberapa pertimbangan-
pertimbangan: pertarma, menyesuaikan metoda kualitatif lebih mudah

apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metoda ini

48, Sanafiah Faisal, Penclitian Kualitatif Dasar-Dagar dan Aplikatif. Yayasan Asah Asih Asuh (Y385),
Malang, 1990, Hal. 2.
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menyajikan langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan
responden; dan kefiga, metoda ini lebih peka dan dapat menyesuaikan
diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-
pola nilai yang dihadapi.”®

3. Lokasi Penelitian .

Penelitiar ini mengambil lokasi di Kota Jambi, guna memperoieh
gambaran tentang bantuan hukum sebagai upaya perlindungan hak-hak
asasi terdakwa pada proses perkara pidana khususnya menyoroti
perilaku pengacara dalam memberi jasa bantuan hukum kepada

- masyarakat.

Dalam hal ini pemilihan lokasi berdasarkan pada asumsi bahwa
tingginya tingkat kejahatan (jumfah pe_:rkara pidana) yang semakin
tahun semakin meningkat, sedangkan masy}afakat yang terlibat perkara
pidana hampir sebagian besar tidak didampingi pengacara.

4, Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian
deskriftif, karena beru_sah_a n"!_engg_ambarkan persepsi masyarakat
terhadap pengacara dala’n; perkara pidana, suatu hal sebagai gambaran
gejala sosial.

Penelitian ini juga dikategorikan penelitian kepustakaan, karena
dalam penelitian ini penelit ménggunakan data sekunder bérupa;

Rancangan Undang-Undang-tentang kepengacaraan, peraturan tentang

49. Laxy Moleong J., Penelitien Kualitatif. Remaja Rasda Karya, Bandung, 1996, Hal. 5.
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kepengacaraan (kode etik) dan hasil penelitian melalui study
kepustakaan. Kemudian penelitain didapat dikatakan penelitian lapangan
karena penelitian melakukan pengamatan penelusuran informasi
maupun wawancara dengan masyarakat yang telah terlibat perkara
pidana baik yang telah maupun yang belum mendapat jasa bantuan
hukum dan tokoh masyarakat serta penegak hukum kemudian lembaga-
Iem_baga swadaya masyarakat.

Disamping kétiga kategori c_iI atas penelitian ini  juga
- dikualifikasikan  dalam jenis penelitian yang mencari penjelasan
(explanatory research), yang menyoroti hubungan faktor-faktor yang
berpengaruh.
. Jenis dan sumber data

Ada dua jenis sumber data yang hendak dikumpulkan yakni Data
Primer yang berbentuk kata-kata yang bersumber langsung dari
informen yang diperoleh melalui wawancara kemudian juga ditelusuri
melalui telaah atau dokumen naskah-naskah resmi. Sasaran pada
penelitian ini akg_n_ meli_puti b_erbagai persepsi masyarakat terhadap
péngacara dalam memberi jasa bantuan hukum, masyarakat yang
dimaksud di atas adalah individu yang berperan, tokoh masyarakat,
pakar hukum dan petugas hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang juga
merupakan informan kunci dalam penelitian ini. Penentuan informan
untuk pertama kalinya dilakukan dengan menggunakan “Purposive

Sampling”, kemudian informan selanjutnya ditentukan dengan “Snowbalf
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Sampling’ sampai data yang diperlukan dipandang cukup untuk

menjawab permasalahan pada penelitian ini.

Sedangkan data primer yang berbentuk prilaku pengacara atau -

sikap masyarakat terhadap pengacara, diperoleh melalui pengamatan

terhadap subyek yang akan menjadi sasaran penelitian. Disamping data

primer juga menggunakan data sekunder, dimaksud dengan data

sekunder ini adalah berupa data yang bersumber dari penelitian

kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder. Bahkan bahan hukum sekunder merupakan

bahan pustaka yang sungguh kaya dan siap sedia menunggu

penggunaannya oleh peneliti yang memerlukannya.*°

Bahan-bahan 'hukqm primer yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi : N

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbaharui dengan Undang-
_Undangj\lompr 35 1999. .‘

3. lj;ldang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

5. PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

6. RUU, Uﬁdang—Undang Kepengecaraan dan Profesi Advocat Tahun

2000. ,

50. S. Naswtion, Mesode Research, Geminars, Bandung, 1996, Hal. 143.
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7. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.UM.08.10 Tahun 1981
Tentang Perubahan dan ;Derbaikan Keputusan Menteri Kehakiman RI
No0.M.02.UM.09.08. 19980 Tentang Juklék Bantuan Hukum.

8. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.UM.08.10. 19981
Tentang Juklak Proyek Konsuitasi dan Bantuan Hukum melalui

" Fakultas Hukum Negeri.

9. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman
RI NO.M.KMA/0O05/VIi/1987 NO:M03-PL.08.05. 1987 Tantang Cara
Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan diri Penasehat Hukum.

10.Instruksi Menteri Kehakiman NO.M.24-UM.06.02 Tahun 19985,
Tanggal 9 Nopember 1985 Tentang Petunjuk Pelaksana Program
Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang kurang mampu.

Bahan-bahan hukum sekunder vaitu, bahan-bahan vyang erat

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

menganalisis dan memahami bahan hukum primer.>!

Adapun yang dimaksud dengan bahan-bahan hukum sekunder antara

Iaiﬁ: bukﬁ-buku kepustakaan-, hasil karya para ahli hukum yang

menguraikan tentang bantuan hukum, makalah dan majalah hukum,

tulisan ilmiah yang dipublikasikan semuanya menyoroti dan menyangkut
masalah perilaku pengacara dalam memberi bantuan hukum pada

masyarakat khususnya pada perkara pidana.

51. Ronay Haditijo Soemitro, Op. Cit, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal. 12.




6. Teknik Pengumpulan Data.

Pada penelitian ini dilakukan dua cara pengumpulan data yakni
pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Pengamatan
(observasi); dilakukan hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa
yang diamati, akan tetapi juga segala sesuatu yang diduga berkaitan
dengan masalah yang diteliti. Karenanya observasi yang dilakukan
selalu dikaitkan dengan dua hal penting, yaitu informasi dan konteks
agar tidak kehilangan maknanya.*

Selanjutnya wawancara dilakukan secara tidak terarah (non
directif interview) yang didasarkan pada suatu daftér pertanyaan yang
sebelumnya disusun terlebih dahulu. Disini peneliti tidak memberi
pengarahan-pengarahan saja akan tetapi diserahkan kepada informan
yang. diwawancarai untuk memberi penjelasan menurut kemauannya
sendir.

7. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data.
Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui teknik
pemeriksaan triangulasi data, khsusunya triangulasi sumber, Patton
~ dalam Qualitative Data Analisis; A Sowrcebook of New Methods,
sebagaimana dikutip oleh Lexi J. Moleong disebutkan bahwa triangulasi
dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat

yang berbeda dalam metode kualitatif.>*

?

52. S.Nasution, Jbid, Hal. 58.
53. Ronni Hanitijo Soemitro, Op. Cit, 1988, Hal. 60.
54. Lexi J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Roosda Karya, Bandung, 1995, Hal. 178.
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Hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil
pengamatan dengan hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang
dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara
pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang
situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4)
membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang yang
berpendidikan, menengah atau tinggi, orang-orang berada, orang
pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan dokumen
yang berkaitan dengan penggunaan triangulasi, sumber ini diharapkan
informasi yang diperoleh dapat dicrosscheck, sehingga akurasinya dapat
diujt.

Teknik Analisa Data.

Struktural atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa
data penelitian ini digunakan induksi konseptualisasi. Dengan
pendekatan ini peneliti bertolak dari fakta/informasi empiris (data)
untuk membangun Konsep atau teori menuju ketingkat abstraksi yang
lebih mendalam dan merupakan pernyataan-pemyataan bermakna
teoritis, sedangkan teknik analisis datangnya digunakan analisis c?omem,
untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan
relatif menyeluruh tentang konsep persepsi masyarakat terhadap
pengacara dalam memberi bantuan hukum struktural pada proses
perkara pidana. Analisis taksonomis dipakai untuk mempertajam dalam
mendeskripsikan dan menjélaskan (explanation) terhadap konsep yang

masih bersifat umum.
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Analisis kompnensial, untuk menganalisis antar faktor yang
bersifat umum melalui observasi dan wawancara dengan memfokuskan
kondisi subjektif para pengacara dalam memberi jasa bantuan hukum
serta faktor-faktor yang mempengaruhi diluar hukum membentuk
persepsi masyarakat, kemudian dalam penelitian ini akan digunakan

juga analisis interaktif dengan siklus sebagai berikut :

Analisis Interaktif

Reduksi
data

Display
data |

Verifikasi
data atau

penarikan
kesimpulan

Dari ragaan diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam persepektif ini
keempat tahapan kegiatan analisis analisis data itu sendiri merupakan
suatu siklus yang interaktif, artinya analisis data ini merupakan upaya
yang terus berlanjut dan terus menerus bergerak diantara empat tahap
kegiatan tersebut selama pengumpulan data. Selanjutnya kegiatan
tesebut bolak-balik diantara kegiatan reduksi, pengujian dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara
berturut-turut sebagai kegiatan rangkaian analisis yang saling susul-

menyusul,>

55. MB. Miles dan AM. Huberman, Analisis Data Kualitatif Universitas Indonesia Jakarta, 1992, Hal. 19,
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G. Sistematika Penulisan.

Uraian tesis ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap babnya terbagi
pula dalam beberapa sub bab. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri
dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian,
metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Pada Bab II diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dri
Bantuan Hukum pada sistem peradilan pidana. Pada sub ini akan diuraikan
pengertian Bantuan Hukum dan Perkara Pidana, perkara pidana yang periu
bantuan hukum, kemudian uraian tentang pentingnya bantuan hukum bagi
masyarakat dalam proses perkara pidaha yang diuraikan adalah sejarah

perkembangan bantuan hukum di Indonesia, ketentuan-ketentuan tentang

bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum sebagai perlindungan Hak - -

Asasi Manusia dalam proses perkara pidana. Selanjutnya diuraikan juga
peranan pengacara dalam meberi bantuan hukum pada masyarakat dalam
perkara pidana yang memuat; hubungan antara tersangka/terdakwa
dengan pengacara, mendampingi klien pada tahap pemeriksaan
pendahuluan dan memberikan bantuan hukﬁm pada tahap bemefi.ksaah di
sidang pengadilan.

Bab III diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisis yang dibagi
dalam tiga sub, yakni; Analisis tentang persepsi masyarakat di Kofa Jambi
terhadap pengacara dalam memberi bantuan hukum dan kurangnya

pemanfaatan jasa bantuan hukum oleh masyarakat di Kota Jambi serta
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persepsi masyarakat terhadap pengacara dalam memberi bantuan hukum
sesuai dengan tuntutan nilai-nilai keadilan.. )

Bab IV yang merupakan bab terakhir dari keseluruhan rangkaian
penulisan tesis ini terdiri dari dua sub bab, yaitu sub kesimpulan dan sub

saran yang semuanya mengacu pada dasar keseluruhan analisis yang

dikemukakan dalam penelitian ini.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. BANTUAN HUKUM PADA SISTEM PERADILAN PIDANA
Al f’engertian Bantuan Hukum

Untuk memberikan uraian mengenai pengertian Bantuan hukum
tidak semudah apa yang telah diuraikan dalam definisi bantuan hukum
oleh para ahli terdahulu mengingat kompleksitas permasalahannya, tidak
hanya menyangkut hukum dan perkembangan masyarakat akan tetapi
keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri, bukankah untuk
berfungsinya hukum dalam masyarakat berkaitan erat dengan sinkron dan
serasinya hubungan antara hukum, penegak hukum, antara lain melalui
implementasi bantuan hukum, fasilitas dan éa}'aha, serta masyarakat
sendiri sebagai basis sosial hukum.!

Namun demikian akan di uraikan beberapa pendapat ahli secara
teoritis maupun praktis. Secara konvensional dinegara-kita sejak dahulu
bantuan hukum ini diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh
seseorang penga;:ara terhadab 'clienn;a baik perkara ‘berdata mauphn
perkara pidana di muka persidangan.”

Menurut jaksa agung Repulik Indonesia yang mempunyai pendapat

yang agak sempit ruang lingkﬁpnya yakni, yang dimaksud dengan

~
r

1. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju,
; Bandung, 1994, Hal. 7.
| 2. Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta, 1983, Hal. 17.
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bantuan hukum ialah pembela yang diperoleh oleh seorang terdakwa dari
seseorang penasehat* hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam
pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya
dimuka pengadilan. Bantuan hukum dilihat dari sifathya membela
kepentingan masyarakat terlepas dari latar belakang etnisitas, asal-usul,
keturunan, warna kulit, idiologi, keyakinan politik, agama dari kelompok
yang membelanya.?

Bantuan hukum dalam pengertinnya dapat diartikaan sebagai
upaya membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum,
menurut Adnan Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang
berkaitan, vyaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek
pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu
ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.*

Dari ketiga aspek diatas adalah sangat sulit sekali bila aspek
pertama di implementasikan oleh para penegak hukum terutama yang
menyangkut masalah proses peradilan, karena sebagian besar aturan-
aturan hukum yang dibuat sangat penuh dengan muatan politik atau
dengan kata lain aturan ini dibuat untuk melegitimasi kekuasaan, untuk itu
semua aturan-aturan ini perlu dikaji ulang atau diamandemenkan. Usaha
semacam ini periu dilakukan terus menerus agar supaya aturan-aturan

hukum dapat mengimbangi kecepatan dinamika masyarakat.

Frans Hendra Winata, Bantun Hukum Sutu Hok Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, PT. Elex
Media Konpetindo Kelompok Gramedia Jakarta, Tahun 2000, Hal. 68.
Adnan Buyung Nasution, Op Cit, Lp38, Cetakan Ke-3, Jakarta, 1983, Hal. 95-96.
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Selain diperiukan suatu institusi yang terlepas dari pengaruh pihak
lain sebagaimana diatur dalam perundang-undangan peradilan kita, dalam
hal pengawasan implementasi perturan dipertukan juga para law
imporscement yang bermental jujur, loyalitas tingggi, bertanggung jawab
sehingga bekerjanya hukum ditengah masyarakat dapat terwujud sesuai
dengan due prosess model, dengan demikian penghayatan akan nilai
hukum oleh masyarakat akan di aktualisasikanya, dengan kata lain
kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan terwujud seperti yang
diharapkan. .

Dalam konteks yang demikian itulah keberadaan orgnisasi bantuan
hukum menjadi penting artinya karena ia dapat berfungsi sebagai salah
satu unsur masyarakat yang dapat rhengawasi sertam meng-
implementasikan serta membangkitkan maupun meningkatkan kesadaran
masyarakat akan hak-hak dan kewajibannya.

Pengertian bantuan hukum yang ditetapkan oleh lokakarya bantuan
hukumn tingkat nasional tahun 1978 menyatakan ‘bahwa bantuan hukum
merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan
t_idak__ mampu baik secara perorangan maupun secara kelompok -kelompok
masyarakat yang tidak mampu secara kolektif, yang lingkup kegiatannya
meliputi; pembelaan perwakilan baik diluar maupun didalam pengadilan.®

Sementara itu sebelumnya tahun 1976 Simposium Badan Kontak
Profesi hukum Lampung juga membefikan perumusan pengertian bantuan

hukum sebagai pemberian bantuan kepada seorang pencari keadilan yang

5.

Lihat Abdul Hakim Garuda Nusantara “Bantuan Hulkum dan Kemiskinan Struktura™, Prisma, No L,
Januari 1991, Hal. 40.
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tidak mampu sedang menghadapi kesulitan dibidang hukum diluar
" maupun didepan pengadilan tanpa imbalan jasa.®

Pengertian bantuan hukum pernah dikemukakan oleh Kapolri
sebagai berikut :

Pendidikan klinis sebenarnya tidak terbatas oleh jurusan-jurusan
pidana dan perdata untuk akhirnya tampil dimuka pengadilan, tetapi juga
unfuk jurusan-jurusan lain  seperti jurusan Tata Negara, hukum
administrasi pemerintahan, hukum internasional dan lain sebagainya, yang
mungkin pemberian bantuan hukum diluar pengadilan misalnya, dalam
soal-soal perumahan dikantor urusan perumahan (KUP), bantuan di
Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang
yang menyangkut urusan internasional di Departemen Luar Negeri bahkan
memberikan bimbingan dan penyuluhan dibidang hukum termasuk
sasaran bantuan hukum dan sebagainya.”

Apabila kita kaji lebih lanjut, pada dasarnya pemopuleran istilah
“bantuan hukum® adalah terjemahan dari istilah “/ega/ aid’ dan “lega/
assistance” yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak

berbeda satu sama lain. “legal/ aid” biasanya lebih digunakan untuk

menunjukan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa.

pemberin jasa bantuan hukum kepada seseorang yang terlibat dalam
suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang
tidak mampu, sedangkan “/ega/ assistance” dipergunakan untuk

menunjukan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak

BKPH Lampung 1977, Simposiun Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan.
Alumni, Bandung, Hal 36.

Lihat Dalam Soerjono Seokanto, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1983, Hal. 22,




53

mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokad atau
pengacara yang mempergunakan honorarium.?

Clarence J. Dias, memperkenaikan pula istilah “/ega/ service’ yang
lebih tepat diartikan sebagai “pelayanan hukum”, Menurut Dias yang
dimaksud dengan bantuan hukum adalah; Segala bentuk pemberian
layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat
dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun didalam
masyarakat yang terampas hak nya untuk memperoleh nasehat-nasehat
hukum yang diperlukannya hanya karena tidak dimilikinya sumber daya
finansial yang cukup.® o
Selanjutnya istilah “/ega/ service’ diartikan Dias; Sebagai langkah-Ingkah
yang diambil untuk menjamin agar oprasi sistem hukum didalam
ke‘nyataannya tidak menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya
perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainya
yang dikuasai individu-individu didalam mas;yarakat.

Dalam pemikiran Dias, pelayanan hukum akan mencakup
bermacam kegiatan?®, yang meliputi :

1. Pemberian bantuan hukum. o
2. Pemberian bantuan untuk menekankan tuntufan agar sesuatu hak
yang telah diakui oleh hukum akan tetapi yang selama ini tidak pernah

di implementasikan tetap dihormati.

10.

qubang Sunggono, bid, hal 32, Tahun 1992.

" Clerence I. Dias “Research on Legal Service and Proverty Its Relevance to The Design of Legal

Service Programs in Develoving Countries”. Whasington University Law Quartely, No I, 1975, P.
147-163.
Clerence J.Diaz, Ibid, Hal. 14.
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. Usaha-usaha agar Kkebijaksanaan hukum (/egal/ policies) vyang
menyangkut kepentingan orang-orang miskin dapat diimplementasikan
secara positif dan simpatik. |

. Usaha-usaha untuk meninggkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur
di pengadilan dan diaparat-aparat lain yang menyelesaikan sengketa
melalui usaha damai.

. Usaha-usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan
hak-hak dibidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum
secara tegas.

. Pemberian bantuan-bantuan yang diperlukan untuk menciptakan
hubungan kontraktual, badan-badan hukum atau orgnisasi
kemasyarakatan vyang sengaja dirancang untuk memaksimumkan
kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum. _
Dalam praktek proses peradilan, bantuan hukum dapat dibedakan
antara /egal aid, yaitu bantuan hukum yang diberikan khusus secara
Jprodeo atau cuma-cuma dan legal asisstance yaitu bantun hukum
yang diberikan kepada yang mampu membayar jasa si pemberi
bantuan hukum. Selanjutnya KUHAP secara eksplisit tidak
membedakan antara legal aid dengan /egal assistance.Namun dalam
pasal-pasal yang mengatur bantuan hukum, yakni pasal 54-57 dan
pasal 60-62 (Bab VI), pasal 69-74 (Pada Bab VII). pasal 114-115
(pada Bab XIV) selain diatur mengenai kegiatan bantuan hukum
secara umum, secara khusus didalam pasal 56 teiah diatur juga
mengenai bantuan hukum yang waijib dijalankan serta diberikan secara

cuma-cuma atau prodeo.
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Sementara masih ada beberapa pendapat lain yang memberi
pengertian bantuan hukum, seperti Santoso poedjosoebroto, berpendapat
bahwa; “Bantuan hukum adalah bantuan (baik berbentuk pemberian
nasehat hukum, maupun berupa menjadi kuasa dari seseorang yang
berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya
sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seseorang
pembela atau pengacara.!

Loka karya bantuan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga
konsuitan dan bantuan hukum (LKBH) Universitas Indonesia juga telah
mencoba memberi defenisi -‘-bant-u;! Whukum vakni : “Bantuan hukum
diartikan sebagai pelayanan hukum yang diberikan kepada orang yang
kurang mampu secara cuma-cuma.

Pemberian-bantuan hukum adalah perséorangan baik sarjana
hukum maupun pengacara-pengacara hukum serta badan-badan yang
mendapat izin, sarjana hukum yang berprofesi sebagai pengacara dilihat
dari cara pengangkatannya dapat dibedakan menjadi pengacara/
penasehat hukum dan penasehat hukum praktek. - Pengacara/penasehat
hukum adalah mereka yéng telah memperoieh surat Keputusan
pengangkatan dari Menteri Kehakiman dan boleh beracara didaerah
sejuruh wilayah negara ataupun luar negeri, sedangkan penasehat hukum
praktek diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
- dan hanya boleh beracara didepan pengadilan dalam wilayah hukum

pengadilan tinggi yang bersangkutan.

11. Soerjono Soekanto, Op. Cit., Hal. 21
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Dalam perkara pidana, pemberian bantuan hukum disebut juga
penasehat hukum atau pengacara, kendati ia adalah seorang Advokad,
atau orang-orang yang secara aksidental memberikan jasa bantuan
hukum, sedangkan dalam acara perdata dan tata usaha negara pemberian
jasa bantuan hukum disebut kuasa hukum.

Pada Bab I KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) didalam
ketentuan umum dicantumkan pengertian penasehat hukum, yakni pada
butir 13 berbunyi; “sebagai seorang yang memenuhi syarat yang
ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan
bantuan hukum”, sedangkan pengertian bantuan hukum terdapat pada
Rancangan Undang-undang Bantuan Hukum.2
Pengerin bantuan hukum dirumuskan pada pasal 1 huruf a. sebagai
berikut :

“Bantuan Hukum ialah jasa memberi bantuan hukum, dengan
bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam
perkara pidana maupun sef)agai kuasa dalam perkara Perdata atauTata
usaha Negara diniuka pengadi!érf dan atau mémberi naséhat hukum diluar
pengadilan”.

Selanjutnya butir b. merumuskan; “Pemberian bantuan hukum
adalah mereka yang menjalankan pekér_iaan memberi bantuan hukum,

baik sebagai mata pencaharian pokok maupun tidak”.

12. Lihat Rancangan Undang-undang Bantuan Hukuvm, Tahun 1983.
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Sedangkan didalam Rancangan Undang-undang Avokad pada pasai

1 ayat 10, disébutkan, Bantuan hukum huk—um adalah jasa hukum yang

diberikan baik oleh Advokad maupun pembela umum secara cuma-

cuma.®®

Dari rumusan-rumusan tentang pengertian bantuan hukum yang
dikemukakan diatas, meskipun berbeda-beda lingkup batasannya akan
tetapi dapat ditarik persamaén—persamaan yana prinsipil antara lain :

1. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang lebih

 ditujukan kepada seseorang yang tersangkut perkara, dalam hal mana
orang tersebut adalah golongan masyarakat yang kurang/tidak
mampu,

2. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma/gratis artinya dari
seseorang yang tersangkut perkara tersebut tidak dipungut biaya atas
bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum,

3. Pemberian bantuan hukum yang dimaksudkan untuk menjamin
kesempatan_yang sama dalam memperoleh keadilan;

4. Bantuan hukum diberikan oleh profesi hukum yang bertindak sebagai
penasehat hukum (pembela), artinya yang bertindak sebagai
penasehat hukum (pembela) tersebut adalah orang-orang vyang

mengerti dan memahami dengan jelas tentang hukum.

13. Lihat Rancangan Undang-Undang Profesi Advokad, Suplemen Tabloid Ombudsmn, No I, Edisi
Khusus, 31 Mei 2000.
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A.2. Kedudukan Pengacara Pada Sistem Peradiian Pidana.

Proses perkara pidana adalah merupakan suatu sitem yang terdiri

dari beberapa lembaga, untuk mengoprasionalisasikanya tidak hanya satu

lembaga tetapi oleh beberapa lembaga, antara lembaga itu saling berkit
serta merupakan satu kesatuan, dengan kata lain peradilan pidana adalah
merupakan suatu sistem yang terdiri-dri sub sistem-sub sistem, antara
subsistem tersebut saling menopang dan berkaitan, sehingga tercipta
keselarasan dan kesatuan gerak antara subsistem. Ketidak beresan pada
sub sistem akan berpengaruh pada sistem secara keseluruhan. .
Sehingga lembaga-lembaga yang mendukung bekerjanya peradilan
pidana merupakan lembaga \)ang saling berkait dan pelaksanaan peradilan
pidana itu sendiri membutuhkan dukungan dari keseluruhan lembaga
tersebut serta memeriukan keserasian dan keseimbangan gerak antara
lembaga itu.
Adapun lembaga-lembaga pendukung bekerjanya sistem peradilan
pidana adalah;
1. Lembaga Kepolisian
‘2. Lembaga Kejaksaan
3. Lembaga Kehakiman
4. lLembaga Bantuan Hukum
5. Peraturan perundang-undangan yang memungkinkan lembaga

tersebut bekerja.**

?

14, Hartini Dwiyatmi Suyanto,*’ Keberdaan dan Peranan Pengecara Dalam Sitem Peradilan Pidana”,

Dalam Majalai: Refleksi Hukum, Universitas Satya Wacana, Oktober 1995, Hal. 67-68.
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Lembaga-lembaga diatas merupakan komponen penting dalam
proses perka}a pidana yang satu samalain saling menunjang, sehingga
hubungan harizontal yang serasi akan mewujudkan penanganan perkara
pidana yang diharapkan yakni cepat, sederhana dan biaya ringan seperti
yang telah diamanatkan dalam KUHAP.

Pengacara adalah suatu profesi pendukung bekerjanya sistem
peradilan pidana dalam hal terjadinya proses pemidanaan (criminal
process), akibat dilakukannya suatu kejahatan. Dalam membela seorang
terdakwa, pengacara akan berhadapan dengan profesi-profesi lainya,
yaitu jaksa dan hakim,Selama berhadapan dengan jaksa dalam suatu
proses pemidanaan masing-masing berargumentasi berangkat dari idiclogi
dan komitmen profeéional masing-masing dalam mengejar kebenaran.
Sebagai seorang yang memegang etika profesi, pengacara bertindak
sebagai perantara (ageni-mediators) yang membantu terdakwa
menemukan kembali stuasinya dan menyusun kembali pemahamannya
yang sesuai dengan kesalahannya, pengacaralah satu-satunya orang yang
secara resmi diakui mempunyai status khusus dan kewajiban yang sesuai |
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditanah air.

Pengcara baik yang berdiri sendiri maupun yang berasal dari
lembaga bantuan hukum selalu terkait dengan lembaga peradilan lainnya,
seperti polisi, jaksa dan petugas-petugas pengadilan. Karena keberadaan
pengacara dan peranannya banyak tergantung pada struktur lembaga

pengadilan dalam penanganan kasus-kasus pidana. hal ini sangat berbeda
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dengan asumsi sebagian masyarakat sefama ini bahwa pengacara nampak
terlepas dari struktur lembaga pengadilan dalam penanganan kasua-kasus
pidana, namun sesungguhnya pengacara dalam menajalankan profesinya
banyak bergantung dengan lembaga lainnya.

Disamping itu siapa saja yang terlibat dalam sistem peradilan
(dalam hukum pidana misalnya polisi, jaksa, hakim, pengacara dan
petugas resosialisasi) harus mempunyai acuan lain yang bersifat
lingkungan strategis, baik nasional, regional, maupun I'nternasiona-.rl.15

Untuk mendukung lingkungan- strategis peradilan bik secara
nasional maupun regional diperlukannya éistem peradilan pidana yang
terpadu, seperti diketahui hukum yang berlaku disuatu negara mempunyai
sistem hukumnya sendiri-sendiri, menurut W. Friedman komponen sistem
hukum itu terdiri dari :

1. Struktur hukum (/ega/ Structure), yaitu bagian yang bergerak dalam
suatu mekanisme.
2. Substansi hukum (/ega/ subtance) yaitu bagian yang aktual yang

ditertibkan oleh sistem hukum.

15. Muladi, Hak-Huak Asasi Manusia, Politik dan sistem Peradilan Pidgna, Universitas Diponegoro,

Semarang, 1997, Hal. 216.
Yang dimaksud dengan Lingkungan strategis nasionaloleh muladi adalah menggambarkan bahwa,
sistem paradilan pidana bukan merupakan sistem tertutup, tetapi memungkinkannya adanya

pengaruh sistem sosial terhadap pelksanaan tugasnya (misainya pengaruh perkembangan politik,

sosial ekonomi, sosial budaya, Hamkam, Ipiek dan sebagainya) pengaruh regional dan
Internasional harus diperhatikan kaarena sebagai anggta PBB Indonesia harus dpat menyesuaikan
diri dengan nilai-nilai universaal yang diakui oleh bangsa-banagsa beradab (dalam bentuk
konvensi-konvensi Internasional, model trety, code of conduct, standard and guidelines dan
sebagainya).
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3. Budaya Hukum (legal Cufture), yaitu keseluruhan faktor yang
menentukan bagaimana sistern hukum memporoleh tempat yang logis
dalam krangka budaya milik masyarakat umum. 6
Pada umumnya dinegara berkembang termasuk di Indonesia di jumpai
keinginan untuk memodernisasikan hukumnya tetapi hakekatnya
usaha memodernisasi ini umum hanya menyangkut unsur struktur dan
substansinya, sedangkan kultur hukumnya tidak mendapat perhatian.
Kemudian untuk mendukung Sitem Peradilan Pidana yang strategis
secara Internasional, jika dilihat dari perkembangan posisi umum
Indonesia untuk pembentukan Mahkamah Internasional sebagaimana
Pedoman Delegasi RI 'Ke Konprensi Diplomatik Pembentukan
Mahkamah Pidana Internasional di Roma pada tanggal 15 Juni sampai
dengan 17 Juli 1998, maka posisi Indonesia secara garis besarnya
adalah sebagi berikut :

a. Mengingat keadaan dalam negeri Indonesia dan untuk menjaga
kedaulatan hukum nasional, Indonesia mendukung dibentuk suatu
Mahkamah Internasional yang menjadi pelengkap (komplementer)
dari peradilan nasional suatu negara.

b. Indonesia mendukung Mahkamah Internasional mengadili tindak
Pidana Intemasional Yang serius (core crimes) dimana Peradilan
Internasional tidak tersedia (Unavailable) dan tidak efektif

(inefektif).

16. W. Friedman, yang di sunting oleh Muladi, dalam dikiat Sistem Peradilan Pidana dan Kebijakan
Kriminal, dengan sub bab “Sinkronisasi Pelaksanaan Fungsi Aparat Penegak Hukum Untuk
Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, Program Magister iom Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang , 1997, Hal. 5.




62

¢. Indonesia Mendukung kesepakatan semula yaitu membentuk
Mahkamah Pidana Internasional yang “Just ;:Bl'f’ and Efective’.

d. Membatasi hanya negara pihak dan Dewan Keamanan PBB yang
dapat mengajukan tuntutan (Lodge Complaint), tidak memberikan
kewenanagan langsung kepada prosecutor:

e. Indonesia hendaknya dapat mempergunakan forum pertemuan
kordinasi GNB semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu
kesempatan mengenai isu-isu - yang merupakan kekhawatiran
bersama négara berkembang.

f. I;1c;o_nesia mempunyai posisi in aktif tetapi tidak ketinggalan
jaman.

g. Indonesia menyetujui pembentukan Mahkamah dengan biaya
oprasionalnya tidak membebani anggaran PBB.

Dengan menyadari /egal spirit perbagai satandar yang bersumber
pada hukum nasional dan aspirasi hukum internasional diatas, salah satu
aspek profenasionaalisme telah dipenuhi, baik dari segi pengetahuan
maupun ketrampilan, aspek lain yang tidak kala pentingnya adalah
tan_ggung jawab dan rasa pengabdian pada masyarakat sesuai dengan
kode etik profesi. Dengan demikian dilihat dari segi praktis dan
urgensinya perlu segera ditingkatkan sumber daya manusianya, baik
integritas maupun pengetahuannya serta memfokuskan peraturan-
peraturan yang ada, pada dasarnya peraturan-peraturan yang ada sudah
cukup memadai untuk mewujudkan peradilan sebagai benteng terakhir

bagi parapencari keadilan.
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Khusus yang berkaitan degan bantuan hukum, didalam Basic
Principles on the role of lawyers (Adopted by the Fight Crime Congress,
1940), diatur asas-asas yang membuktikan pada kita tentang betapa
pentingnya kedudukan penasehat hukum dalam sistem peradilan pidana.
Pengakuan mereka sebagi penegak hukum membutuhkan lankah-langkah,
baik dari pemerintah maupun dari asosiasi pengacara secara terpadu,
yang didalam intrumen internasional tersebut di indentifikasikan dalam
butir-butir sebagai berikut :

a. Access to lawyes and legal service.

b. Special sapeguards in criminina/ justice matters,
¢. Quiification and teraining.

d. Daties and responsibilities.

e. Guaranties for the funcitioning of lawyers.

. Professional association of lawyers.

g. Diciplinnary proceedings.

Selanjutnya, sidalam Draf Resolusi Rekomendasi pertemuan
Persiapan Nasional untuk persiapap kongres Perserikatan Bé_mgsa Bangsa |
ke sembilan mengenai 'pencegaﬁan kejahatan dan hukuman bagi
pelanggaran yang diadakan di Buenos Aires dari tanggal 7 sampai 10
Agustus 199_4; tentanﬁ peranan ahli hukum (pengacara) dikemukakan
bahwa profil dari seseorang lulusan hukum dengan gelar ahli hukum harus
diselesaikan dengan pelatihan dalam bidang antar-disiplin mengenai

pencegahan kejahatan.
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Pelatihan profesional iimiah harus ditujukan pada orientasi
mahasiswa, didalam bidang spesifik kerjanya, menuju ke aspek
kesejahteraan sosial, sehingga berjalan disamping kerangka kerja
konvensional dari penasehat legal atau meredakan kericuhan legal ia
dapét melakukan tugas-tugas jurudico-sosial dalam bidang pencegahan.

Dalam konteks ini Muchtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa
kurun waktu empat tahun tidak mungkin sanggup membuat orang
menjadi saip pakai, yang dapat dilakukan adalah dia lebih siap untuk

- dimatangkan sehingg dia siap pakai sebaiknya dilakukan oleh kantor atau
dinas yang memperkejakannya.'’

Suatu hal yang menunjukkan bahwa fakultas hukum tidak pernah

. diajarkan ilmu profesi, baik mengenai profesi jaksa, profesi hakim dan
profesi pengacara, sehingga tidak dapat dipungkiri para mahasiswa
fakultas hukum tidak mempunyai pengetahuan memadai tentang profesi-
profesi tersebut.

Setelah Iulus dari fakuitas hukum mereka menjadi profesional yang
kurang memahami fungsi dan tugasnya msing-masing dan pada akhirnya
menyebabkan tidak ada kerja sama yang terpadu dan harmonis diantara

jaksa, hakim dan pengacara.

, 17. Mochtar Kusumaatmadja, “Seminar 70 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum Fakuitas Hukumn
Universitas Indonesia, Depok 27 Oktober 1994, Kumpulan karangan, dalam buku Pembaharuan
Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Abad 21, Konsesium Ilmu
Hukum Depaartermen Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengabdian hukum Universitas Indonesia,
MNopember 1995, Hal 29, .
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Sebaiknya model pendidikan penegakan hukum dilakukan secara
terpadu seperti di Jepang, yaitu calon-calon jaksa, hakim dan pengacara
dilatih dalam suatu pusat pendidikan yang dibiayai pemerintah,
merekapun diberi gaji setiap bulan oleh pemerintah disuatu pusat latihan
selama dua tahun agar dapat menjadi profesional.®

Jadi tidak aneh kalau keterpaduan sub sistem begitu tinggi karena
sudah sejak awal dilatih bersama untuk satu tujuan yang sama sebelum
mereka menjadi profesional.

Kemudian bila dilihat perkembangan bantuan hukum yang
merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia ternyata telah mendapat
dukungan Internasional, Oleh karena itu Indonesia sebagai bagian dari
masyarakat internasional sudah seharusnya pula memberikan perhatian
yang serius terhadap masalah bantuan hukum tidak saja pada undang-
undang atau hukum positifnya tefapi juga pada masalah peng-

implementasiannya.

Perkara Pidana Yang Perlu Bantuan Hukum.

Pada dasarnya setiap terdakwa dalam kz-;itan dengah be‘rkara ;/éng
dihadapi berhak memperoleh bantuan hukum, karena hak-hak
memperoleh bantuan hukum yang merupakan salah satu hak asasi,
sebagaimana diatur didalam hukum positif seperti Undang-Undang No 14

Tahun 1970 pada Bab VII (Bantuan Hukum , pasal 35, 36, 37.

18. Frans Hendra Winarta, Op. Cit Hal. 63.
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Selanjutnya terdapat juga aturan yang mengatur masalah bantuan
hukum seperti yang tercantum didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981
(KUHAP) yakni pada pasal 54 sampai dengan 62 dan pasal 69 sampai 78
yang pada prinsipnya melindungi hak-hak tersangka/terdakwa dalam
memperoleh bantuan hukum sejak awal (proses penangkapan dan
penahanan) sampai pada tahap pemeriksaan disidang pengadilan yang
intinya segala hak terdakwa selama dalam proses perkara pidana dapat
terjamin, sehingga perlindungan hukum terhadap terdakwa sesuai dengan
cita-cita landasan tujuan KUHAP vyakni untuk melindungi harkat dan
martabat manusia.-. - - - |

Bila disimak dari bunyi dari beberapa pasal diatas tidak dibedakan
antara jenis tindak pidana antara satu dengan yang lainya, tapi yang
térlihat perbedaannya adalah cara memperoleh bantuan hukum, seperti
yang tercantum dalam pasal 57 KUHAP menyebutkan: “Bagi terdakwa
yang mempunyai penasehat hukum sendiri berhak menghubungi secara
langsung penasehat hukumnya®, kemudian bagi terdakwa yang didakwa
melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana mati,
ancaman pidana 15 tahun atau lebih serta ancaman 5 tahun atau lebih
yang fidak mempunyai penasehat sendiri, diatur dalam pasal 56 KUHAP
yang berbunyi :

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan
tidak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana
lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang
diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai
penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua
tingkat pemeriksaan = dalam proses peradilan wajib menunjuk
penasehat hukum bagi mereka.

2. Setip penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana
dimasud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
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Pada prinsipnya semua perkara pidana dapat diminta penasehat
hukum terutama terdakwa yang mampu memperoleh penasehat hukum
sendiri, dan dimungkinkan memperoleh bantuan hukum terhadap
terdakwa dengan cuma-cuma seperti diatur pada pasal 56 KUHAP,
selanjutnya Ridwan Syahroni menyatakan;

Dengan menyadari asas peradilan secara sederhana, cepat dan
dengan biaya ringan serta dengan mempertimbangkan bahwa mereka
yang diancam dengan pidana kurang dari 15 tahun tidak dikenakan
penahanan, kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat 4 b
KUHAP maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana 5
tahun atau lebih, penunjukan penasehat hukumnya disesuaikan dengan
perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasehat hukum
ditempat itu.%° '

Pendapat diatas menunjukan bahwa perkara pidana yang perlu
didampingi oleh pengacara yakni seperii yang tercantum dalam pasal 56
ayat 1 KUHAP, yang pada intinya terhadap mereka (terdakwa) yang tidak
mampu untuk membayar prestasi kepada pengecara, namun undang-
undang telah mewajibkan terhadapnya untuk didampingi oleh penasehat
hukum tanpa membayar prestasi (secara cuma-cuma), sedang kan bagi
terdakwa yang mampu, dapat mencari sendiri pengacara yang di
inginkannya, selain itu penyeleksian atau penunjukan penasehat

hukumnya seperti yang dimaksud dalam pasal 56 KUHAP sebaiknya
diperketat, sehingga dapat- memilih pengecara yang benar-benar

19. Ridwan Syahroni , Beberapa hal tentang Hukum Acara Pidana, Alumni Bandung, 1985, Hal. 44.
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berkualitas, mempunyai rasa pengabdian tinggi dalam menjunjung etika
profesi, loyalitas tinggi terhadap kliennya dengan tidak mengharapkan
imbalan dalam bentuk apapun. |

Dengan demikian terdakwa akan merasa bahwa selama ia
didampingi oleh pengecara merasa hak-haknya terlindungi dan akan

mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

B. Pentingnya Bantuan Hukum bagi Masyarakat dalam Proses

B.1

Perkara Pidana
. Sekilas sejarah Perkembangan Bantuan Hukum di Indonesia.

Sebelum diuraikan tentang sejarah bantuan hukum di Indbnesia,
.ada baiknya dilihat terlebih dahulu perkembangan bantuan hukum di
Eropa Barat dimana bantuan hukum ini sudah dilaksanakan sejak jaman
Romawi yang pada waktu itu bantuan hukum ini berada dibidang moral
yang dianggap sebagai suatu perkerjaan yang mulia khususnya untuk
menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan
atau honorarium.

Setelah meletusnya Revolu'si Perancis yang monumental ity,
bantuan hukum. kemudian menjadi bagian dari kegiatan hukum untuk
kegiatan yuridik, dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi
warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya
dimuka pengadilan, dan hingga abad ke 20 kiranya bantuan hukum ini
lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum

tanpa suatu imbalan.

20.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op. Cit., Hal. 11
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Bantuan hukum secara formal di Indonesia sudah ada sejak zaman
penjajahan Belanda hal ini terbukti dari tulisan- Clarence ] Dias yang
menyatakan bahwa :

“"Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi

perubahan besar dalam sejarah hukumnya, berdasarkan asas

korkondansi, maka dengan firman raja pada tanggal 18 Mei 1848

No I perundang-undangan baru dinegeri tersebut diperiakukan buat

Indonesia, antara lain peraturan mengenai susunan Kehakiman dan

kebijaksanaan Pengadilan (reglement of-de Rechterlijkeorganitatie

en het beleid der justitie) yang lazim disingkat dengan RO. %

Mengingat baru dalam peraturan itulah diatur untuk pertama
kalinya lembaga Advokad, maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan
hukum dalam arti yang formal baru dimulai di Indonesia pada tahun-tahun
sekitar itu. Hal ini terbatas bagi orang-orang Eropa saja didalam peradilan
Raad Van Justitie. Sementara Advokad bangsa Indonesia adalah Mr. Besar
Mertokoesoemo .yang baru membuka kantomya di Tegal dan Semarang
pada sekitar tahun 1923.

Apa yang -dikemukakan diatas, bila dilihat dari perkembangan
bantuan hukum di negara kita bersamaan dengan diberlakukannya
kodifikasi baru dan ketentuan yang berlaku sekarang, maka perturan yang

mengatur masalah bantuan hukum adalah berkisar-antara tahun-tahun

21. Clarence J. Dias, Reasearch on Legal Service and Poverty; Its Relevance to the Desgn of Legal
Program in Depeloping Countries, Datam Washington University Law Quarterly, 1975. No I, Alib
Bahasa oleh Soetandyo Wignyo Soebroto, Penclitian Mengenai Pelayanan Hukum Kepada Orang-
Orang Miskin, dalam Bunga Rampai Permasalahan Hukum dan Pembanguanan, FH. Unair Surabaya,
1976,
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tersebut. Disamping itu pada tahun-tahun ini sudah ada para ahli hukum

Indonesia yang bergerak dibidang bantuan hukum yakni sebagai Advokad.

Kalau dilihat motivasinya para Advokad pada waktu zaman Belanda juga

berkaitan dengan pergerakan nasional di negara kita, berdasarkan motif
yang demikian maka walau pemberian bantuan hukum ini berkaitan
dengan jasa Advokad yang bersifat komersil, namun ia bertujuan khusus
untuk membantu rakayat Indonesia yang pada waktu itu tidak mampu
memakai pafa advokad-advokad Belanda. Dengan demikian hal ini dapat
dipandang sebagai titik awal program bantuan hukumn di tanah air.

Lebih tegas lagi dalam hukum posistif Indonesia masalah bantuan
hukum diatur dalam pasal 250 ayat (5) dan (6) Het Herziene Indonesische
Regiement (HIR/Hukum Acara Pidana Lama), dengan cakupan yang
terbatas, artinya pasal ini dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan
bangsa Belanda dari pada bangsa Indonesia yang waktu itu lebih populer

disebut Inlanders disamping itu, daya laku pasal ini hanya terbatas apabila

- Advokad tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan

- diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

Pada masa penjajahan Jepang tidak memperlihatkan gambaran
kemajuan, sekalipun tentang bantuan hukum peninggalan zaman
penjajahan Belanda seperti RO masih tatap diperlakukan terus, tatapi
kondisi dan situasi pada saat itu kelihatannya tidak memungkinkan untuk

pengembangan bantuan hukum yang sempurna.
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Begitu pula pada saat awal kemerdekaan, hanya dihabiskan dengan
program pembangunan secara fisik dan kondisi politik di negara kita
belum begitu stabil, sehingga usaha pengembangan bantuan hukum
sangat kurang mendapat perhatian.

Dalam priode selanjutnya yakni antara tahun 1950 sampai dengan
1959 perkembangan bantuan hukum sangat lamban, namun pengertian
bantuan hukum menjadi agak luas karena didirikannya “Tjandra Naya”
pada tahun 1953, kemudia ide mendirikan semacam biro konsuitasi
hukum ini kembali muncul yakni perguruan Tionghoa sin min hui atau
tjandra naya yang didirikan setahun kemudian yaitu pad; tahun 1954 di
bawa pimpinan Prof. Ting Swan Tiong, biro ini agak terbatas ruang
geraknya dan lebih menguatamakan konsultasi hukum bagi etnis.??

" Kemudian atas usulan Prof. Ting Swan Tiong yang disetujui oleh
Prof, Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum Indonesia) pada tanggal 2
Mei 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan
Prof Ting Swan Tiong sebagai ketuanya .Pada tahun 1968 Biro ini berganti

nama menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum {LKBH).

Sungguh ironis sekali karena selama priode diatas masalah

penegakan hukum di tanah air ditandai dengan lumpuhnya sendi-sendi
negara hukum dan lunturnya nilai-nilai demokrasi. Hukum pada saat itu
hanya merupakan lambang yang tidak mengandung nilai, hukum bukan

menempati supremasi akan tetapi berada di bawa panji-panji politik.

o

22. Abdul Hakim G. Nusantara, Mulyana W. Kusuma, Beberapa Pemikiran Bantuan Hukum Kearah
Bantuan Hukum Struktural, Alumni Bandung, 1981, Hal, 10,
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Bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan
buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat kita katakan relati'f
baru di negara- negara berkembang.®

Demikian juga di Indonesia, Bantuan hukum sebagai sebagai suatu
legal institution semula tidak dikenal dalam hukum tradisional, dia masuk
ke Indonesia sejak masuknya atau diberlakukankannya sistem hukum
barat di Indonesia.**

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan oleh Persatuan
Advokad Indonesia (Peradin) tahun 1971, yang kemudian menjadi
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) pada tahun 1980, selama ini
dibiayai oleh dana yang diperoleh dari luar negeri dan sampai tahun 1978
dibiayai oleh pemda dan sumbangan masyarakat.

Biro Bantuan Hukum Universitas disingkat dengan BBH tidak
berkembang karena adanya hambatan kultural. Hal ini disebabkan antara
lain :

1. Konsensus Advocat (Lawyer) yang terpecah, maksudnya lawyer atau
para pengacara di perguruan tinggi adalah dosen-dosen yang
mempunyai tugas pokok sebagai tenaga pengajar yang harus
mempersiapkan diri dengan pengetahuanhukum secara

komprehenship agar dapat melaksanakan kewajibannya untuk

23 Istilah negara berkembang yang dipakai dalam tulisan ini adalah menyebut semua negara dimanapun
yang tengah membangun. Namun demikian penggunaan istilah ini dilakukan tanpa mengandung
maksud sedikitpun untuk mengasumsikan bahwa semua negara berekembang itu memiliki ciri-ciri
yang seluruhnya sama, dan tanpa pulz maksud hendak menarik persepsi bahwa semma negara
berkembang itu haru diperlakukan sebagai suatu kesatuan yang tunggal dan homogen.

24. Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Op. cit., Hal. 23,
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mengajar dengan baik. Hal ini tentu sangat menyita fikiran dan tenaga
mereka sehingga konsentrasi merekapun terpecah, antara menjadi )
pengajar yang berprestasi sehingga dapat berkarier di lingkungan
akademik atau menjadi pengacara idealis yang menolong masyarakat.
. Biro Bantuan Hukum di Perguran tinggi bersifat non-profit oriented
sedangkan tingkat penghasilan dosen tergolong rendah.
Maksudnya dosen-dosen berpraktek sebagai /awyers pada Biro
Bantuan hukum di perguruan tinggi negeri_yang nota bene non-profit
oriented semakin sufit mengejar kemajuan mereka dalam hal
penghasilan, dibandingkan déngan profesi lainnya, khususnya
dibandingkan dengan para lawyers yang profesional yang biasanya
berpenghasilan lebih besar walaupun penguasaan materi dan praktek
hukumnya biasanya sebanding, bahkan lebih rendah dari pada dosen
tersebut.
. Keterbatasan Pendanaan, maksudnya, Biro bantuan hukum di
perguruan tinggi tidak berkembang dengan baik dikarenakan jumlah
dana yang dialokasikan oleh perguruan tinggi kepada Biro Bantuan
hukum tersebut tidak rﬁemadai untuk kebu-tuhan-kebutuhan pokok.
. Profesionalitas tenaga pengacara di biro bantuan hukum negeri,
maksudnya dengan adanya penerapan kurikulum pendidikan hukum di
pendidikan tinggi hukum vyang kurang mendukung dan Kkurang
mengarah para pengacara di biro bantuan hukum semasa mereka

masih kuliah, untuk mengembangkan kemampuan (compenterice) atau
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kemahiran hukum (/ega/ skiff) sebagai praktisi hukum, telah
menimbulkan masalah baru bagi pengacara (/awyers) di biro bantuan

hukum dalam menghadapi permasiahan yang dihadapinya.

5. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat, Disamping beberapa butir

permasalahan diatas hal yahg timbul adalah kurangnya kepercayaan
masyarakat, kondisi ini lahimya LSM di bidang bantuan hukum yang
dicetuskan oleh tokoh-tokoh hukum yang sangat concern terhadap
perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan rakyat kecil yang
selalu tertindas oleh rezim yang berkuasa, misalnya YLBHI yang di
prakasai pendirinya oleh PERADIN atas ususlan Advokad .Adnan
Buyung Nasution, dengan dukungan kuat dari media massa terhadap
kiprah YLBHI dan LBH-LBH yang tersebar didaerah-daerah yang rawan
pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia , kasus-kasus masyarakat
kecil tersebut dengan mudah diekspos kedalam dan kéiuar negeri
sehingga mendapat perhatian oleh berbagai pihak.

Melihat kondisi diatas pada kenyataannya, walaupun ada beberapa
biro bantuan hukum vyang membela kliennya sampai ke tingkat
pengadilan, akan tetapi upaya mereka ini sering tak dapat dilakukan
secara optimal karena terharﬁbat oleh ollermi étatus‘%én‘ag-a lawyer pa'da biro
bantuan hukumltersebut, sebagai pegawai negeri, sehingga h‘lereka
hanya lebih banyak berperan dibalik layar manakala kliennya mengh;dapi
masalah, akibatnya biro bantuan hukum di perguruan tinggi ditinggalkan
oleh masyarakat kecii sehingga perkembangannyaa stamakin lambat

dibandingkaan dengan LBH-LBH lain.
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Pada permulaan dekade 1980 jumiah LBH sudah berjumlah 300
(tigaratus), walaupun sebagian besar tidak be}pratek secara probono
puplico, tetapi berpraktek seperti kéntor advokad. Perkembangan jumiah
LBH ini seiring‘ dengan frend yang dianut generasi muda pada saat ini
yang lebih tertarik pada perjuangan swadaya masyarakat (LSM) dari pada
bergabung dengan partai politk vyang dibelenggu dengan peraturan
perundang-undangan serta sistem politik yang kaku dan represif, adalah
kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa partai politik kurang
- menyuarakan aspirs rakyat dan lebih mementingkan kelompok sendiri,
ha;l ini m_enﬁbuat para aktivis muda lebih tertarik memilih aktivis LSM,
justru itu tidak heran jika jumlah LSM saat ini berjumlah kurang lebih
3000 (tiga ribu) LSM diseluruh Indonesia.

Jika dilihat jumlah LSM yang tersebar diseluruh Indonesié saat ini
bagaikan cendawan tumbuh dimusim hujan, hal ini disebabkan oleh stuasi
dan kondisi politik ditanah air sudah berubah yakni dari masa ordebaru
yang nota bene mempunyai kekuasaan otoriter menuju ke demokratis,
intinya adalah merombak tatanan yang selama ini, semua aturan dipakai
sebagai intrumen'u.ntuk kepentingn politik disamping terdapatnya kolusi
Korupsi dan Nepotisme (KKN), dengan demikian seluruh hak rakyat
dikembalikan sesuai dengan asas negara yakni Pancasila dan Undang-
undang dasar 1945.dengan cara mereformasi disegala bidang.

Para aktivis LSM ini dengan suara lantang menyuarakan hak-hak
masyarakat yang telah di kekang oleh penguasa, namun suatu hal yang

sangat disayangkan adalah jumliah LSM yang begitu besar hanya terdapat

[UPT-PUS] AR-TR b
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di kota-kota saja, sedangkan masyarakat Indonesia sebagian besar
berada di pedesaan, secara logis jangkauan jasa bantuan LSM ini kepada
masyarakat di pedesaan belum terpenuhi.

Kondisi ini sama juga dengan LBH dimana sebagian besar
berkonsentrasi dikota-kota besar (wrban) dan bukan beroperasi sampai di
desa-desa (rwral), terjadinya hal yang demikian karena belum adanya
keseragaman persepsi tentang apa yang dimaksud dengan konsepsi
bantuan hukum, apalagi bantuan hukum struktural yang diperkenalkan
oleh YLBHI pada dekade delapan puluan, baik dikalangan pemerintah,

masyarakat, profesi hukum jaksa, polisi, pengadilan, petugas

pemasyarakatan dan pengecara maupun dikalangan kaum miskin sendiri,

padahal orang atau tersangka yang tergolong miskin inilah yang sering
menjadi korban penyiksaan dar_l diabaikan serta dikurangi haknya,
diperlakukan secara tidak manusiaw;i dan direndahkan martabatnya oleh
penegak hukum yang kurang memahami fungsi dan wewenang dalam
krangka peradilan pidana. Hal ini disebabkan kualitas maupun mental
aparat penegak hukum belum menunjang proses peradilan pidana sesuai
dengan due proses model.

- Didalam mejalankan peranannya (Pengacara) sebagai usaha hak

mengimplementasikan hak bantuan hukum, organisasi bantuan hukum '

harus memepunyai suatu tingkat otonomi terentu.

Otonomi ini dibutuhkan dapat mengelola sumber-sumber daya
yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sumber
daya dimaksud merupakan sumber daya manusia seperti para penasehat

hukum, tenaga administrasi dan sebagainya, sumber daya fisik, seperti;
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gedung, perlengkapan, kenderaan, sumberdaya keuangan seperti belanja
organisasi, kesejahteréan para penasehat hukum dan karyawan, sumber
daya yang selebihnya digunakan untuk mengerakan organisasi, sehingga
dapat menjalankan peranannya.

Pada masa sekarang ini setiap masyarakat yang komplek
diorientasikan dengan perubahan. Tuntutn-tuntutan yang dibuat oleh

lembaga hukum dan tuntutan itu dibuat untuk kemajuan pengembangan,

_ pengalokasian dan peng-efektipan kembali setiap hukum yang aktual atau

yang disusulkan tergantung pada tanggapan masyarakat.

Dewasa ini jasa bantuan hukum banyak dilakukaan oleh organissi-

organisasi bantuan hukum yang tumbuh dipelbagai organisasi -

kemasyarakatan, dengan demikian, bantuan hukum sebagai kegiatan

. pelayanan hukum secara cuma-cuma Kepada masyarakat miskin dan buta

. B.2.

hukum dalam dekade terakhir ini tampak menunjukan perkem'bangan
yang amat pesat di Indonesia, apalagi sejak terjadinya reformasi, yang
mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan

jalan menuju pemerataan keadilan dibidang hukum.

Ketentuan-Ketentuan Tentang Bantuan Hukum

Meskipun gagasan dan konsep bantuan hukum berkembang
dengan pesat sebagaimana diuraikan diatas, akan {fetapi sangat
disayangkan bahwa ketenfuan-ketentuan hukum untuk dipakai sebagai
dasar hukum bagi kegiatan bantuan hukum dan program-prbgram masih

sangat kurang.”

25. Adnan Buyung Nasution , Op. Cit., Hal. 57-58.
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Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa peraturan tentang
bantuan hukum yang beriaku di Indonesia. Peraturan ini sudah adak sejak
zaman penjajahan Belanda, namun dalam uraian ini hanya akan
mengambil beberapa bagian peraturan tentang bantuan hukum setelah
kemerdekaan dan masih berlaku, karena sebagian besar peraturan batuan
hukum ini bukan merupakan peraturan yang berdiri sendiri tetapi
merupakan cuplikan dari peraturan peraturan yang bersifat umum.

1. Herziene Indische Reglement ( HIR).

Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sejak zaman
penjajahan, yang dikenal sebagai Herziene Indische Reglement (HIR),
hanya memuat satu ketentuan (Pasal 250) yang memberi hak akan
bantuan hukum kepada seseorang terdakwa yang tidak mampu
mebayar pengacara.’®

" "Hak untuk bantuan hukum inipun sangat terbatas

penerapannya, sepanjang hal itu mengenai perkara pidana yang dapat
dijatuhi pidana mati . Disamping itu hal ini diterapkan apabila ada
penasehat hukum yang bersedia memberikan jasa-jasanya secara

sukarela atas permintaan hakim, dalam praktek akhir-akhir ini, para

hakim yang memeriksa perkara semacam itu, apabila menghadapi . .

seorang terdakwa yang meminta bantuan hukum akan tetapi tidak
mampu membayar, akan mengirim surat ke Peradin, yang akan
menunjuk anggotanya untuk membela perkara tesebut, atau apabila
tidak ada anggota yang bersedia, maka lembaga bantuan hukum akan

menunjuk pembela umumnya.

’

26. Mr. R. Tresna, Komentar Atas HIR, W., Versluys, NV Amsterdam, Jakarta, 1966,
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. Undang-undang No 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan tentang bantuan hukum sebagaimana diatur dalam
HIR, karena sifatnya sangat terbatas, maka dianggap kurang
memuaskan dalam prakiek penyelenggara bantuan hukum di
Indonesia sebagai negara hukum ini. terutama dalam kaitannya
dengan jaminan dan periindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam
proses peradilan.

Usaha untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan
terhadap perturan perundang-undangan hukum Acara di Indonesia,
antara lain telah diundangkan UU No 19 Tahun 1964 Lembaran Negara
No 107 tanggal 31 Oktober 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok
Kekuasaan Kehakiman, telah dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-
Undang 'Nlo. 6 Tahun 1969. Kemudian dinyatakan tidak berlaku
dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Lembaran Negara 1970
No. 74 tanggal 17 Desember 1970 dan undang-undang ini
disempurnakan dengan perubahan pasal 1, pasal 11, 11A, 22, dan 40
A. Pada Undang-Undang No. 35 tahun 1999. Namun masalah bantuan
hukum tetap diatur didalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

Dalam Undang-undang tersebut diatur suatu ketentuan
mengenai bantuan hukum, dalam ketentuan tersebut diatur secara
tegas adanya suatu jamainan bagi seseorang untuk -meperoleh

bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana.
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Dalam hubungan ini dilihat ada suatu kedudukan dan arti yang penting
undang-undang tersebut dalam hukum acara pidana, hal ini

dikemukakan oleh Oemar Seno Aji. Bahwa :

lIa mengandung prinsip-prinsip vang kelak memeriukan
pelaksanaan dalam perundang-undangan lain. ia memeberikan
pengarahan untuk hukum acara, hukum acara pidana
khususnya sedang dalam pengarahan tersebut kadang-kadang
ia sudah memberikan dasar-dasamya yang harus mendapat
uftwerking tidak dapat diubah lagi atau pun ia memeriukan
sekedar sesuatu pelaksanaan belaka. akan tetapi bagaimanapun
juga pengarahan khususnya dalam hukum acara pidana yang
akan datang telah menunjukan gambaran dikemudian hari, ia
mengandung prinsip-prinsip yang sesuai dengan "rufe of law”
dalam hubungannya dengan_hukum acara pidana.”’

Dengan sifat yang demikian ‘itu maka undang-undang tersebut
menghendaki adanya ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum
berdiri sendiri dalam hukum acara pidana nasional. Adapun ketentuan
yang mengatur tentang bantuan hukum dari Undang-Undang No. 14
tahun 1970 adalah Bab VII menyangkut Pasal 35 sampai 38 walaupun
hanya memuat masalah pokok-pokoknya saja. Akan tetapi didalam
pasal-pasal -térsebut bantuan hukum secara yuridis diakui

eksistensinya, Untuk lebih jelas berikut buiyi dari Ketentuan pasat

tersebut sebagai berikut :

Pasal 35 :
Setiap Orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan

hukumn.

27. Oemar Senoaji. Hukum Acara Pidana Dalam Prospeksi. Erlangga, Surabaya , 1973, Hal. 247
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Pasal 36 :

Didalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat
dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan

meminta bantuan penasehat hukum.

Pasal 37 :
Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 diatas
penasehat hukum membatu melancarkan penyelesaian perkara

dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Pasal 38 :
Ketentuan dalam Pasai 35, 36, 37 tersebut diatas lebih tanjut' diatur
dengan undang-undang.

Terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut, maka dijelaskan
bahwa dalam Pasal 35 merupakan suatu penegasan bahwa bantuan
hukum adalah hak seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara
untuk mendapatkan bantuan hukum dari para ahli hukum atau sarjana
hukum, sesuai dengan sifat dan harkat suatu ‘negara hukum yang
menempatkan supremasi hukum diata-sw segalanya yang berfungsi
sebagai pelindung dan pengayom terhadap semua warga masyarakat
disamping adanya jaminén perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia. Dengan adanya jaminan yang demikian, maka setiap orang
akan benar-benar merasakan bahwa dalam keadaan bagaimanapun

juga hukum itu tetap berfungsi sebagai pelindung baginya.
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Pasal 36 merupakan penegasan kepada seorang tersangka
diberi hak sejak ia di tangkap dan / atau ditahan untuk menghubungi
dan meminta bantuan hukum kepada séorang penasehat hukum untuk
membantunya dalam suatu proses penyelesaian suatu perkara
berkenaan dengan suatu sangkaan yang disangkakan kebadanya.
Dalam pasal ini mestinya yang aktif menghubungi tersangka adalah
keluarga tersebut/penasehat hukum, bukan sebaliknya tersangka
menghubungi penaéehat hukum, sebab bagaimana tersangka bisa aktif
sementara dirinya berada dalam tahanan, tidak mungkin bisa
bergerak.

Sedangkan Pasal 38 adalah pasal yang paling menentukan dari
pasal-pasal sebelumnya vyaitu bahwa bentuk pelaksanaan bantuan
hukum sebagaimana yang digariskan dalam undang-undang tersebut
akan diatur dengan suatu undang-undang lain.

Akan tetapi saat ini undang-undang yang dikehendaki oleh
undang-undang tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
mengenal pelaksanaan bantuan hukum masih belum ada. dalam
-hubungan ini’ akan timbul suatu permasalahan apakah dengan
ketiadaan undang-undang pelaksanaan seperti saat ini tidak dapat
melaksanakan bantuan hukum sebagaimana yang telah digariskan
dalam undang tersebut seperti bantuan hukum dalam hal pemeriksaan
pendahuiuan.Tentunya tidak karena bantuan hukum merupakan
harapan masyarakat, oleh karena itu banyak kebijaksanaan yang

ditempuh untuk melaksnakan bantuan hukum tersebut.
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3. Konferensi Cibogo.

Oleh karena undang tentang pelaksana bantuan hukum belum
juga keluar dan menyadari kebutuhan yang semakin mendesak untuk
melaksanakan hak dan jaminan yang telah dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970, maka beberapa pejabat tinggi hukum
mengadakan konfrensi pada tahun 1971, 1972, dan 1973, langkah ini
adalah untuk mengambil beberapa kebijakan yang diperiukan dalam
rangka penegakan hukum. Dalam konfrensi tersebut pejabat yang
hadir adalah Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa
Agung, Kepala Kepolisisan RI, Kepala Kehakiman ABRI dan Oditur
Jendral ABRI.

Dalam Pertemuan tersebut diambil kesepakatan bahwa seorang
tersangka seyogyanya berhak menghubungi dan didampingi pengacara
dalam pemeriksaan pendahuluan sejak saat penangkapan dan
penahanan. Sementara hak mendapat bantuan hukum ini seharushya

penasehat hukum berhak hadir secara fisik dan membantu

'sitersangké, hal 1n| . terbatas “daiam jarak péndengaran dan

penglihatan”. Untuk lebih lengkapnya bunyi ketentuan tersebut adalah
sebagai berikut :

Dalam pemeriksaan péndahuluan terdakwa dimungkinkan memperoleh
bantuan hukum, tetapi pelaksanaannya harus tetap diawasi dalam

arti :
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a. Hubungan antara tersangka yang ditahan dengan penasehat
hukumnya din‘wngkinkan within sight, tetapi tetap within hearing.

b. Hubungan surat antara penasehat hukum dengan terdakwa yang
ditahan dimungkinkan tetapi tetap diawasi.

c. Selama terdakwa diperiksa tidak dapat didampingi oleh penasehat
hukum secara fisik. Sebelum dan sesudah terdakwa diperiksa boleh
berhubungan dengan penasehat hukum asal tetap within sight dan
within hearing.

d. Kecuali untuk perkara-perkara yang menyangkut keamanan
negara, subversi dan lain-lain, menurut pertimbangan hakim,
diizinkan hubungan within sight but within beanhg, sesudah
perkara diserahkan jaksa ke pengadilan.

Pertemuan antar pimpinan tinggi instansi penegak hukum
tersebut adalah salasatu langkah yang sudah diambil untuk
melaksanakan prinsip dalam tahap pemeriksaan pendahuluan
sekalipun undang-undangnya belum ada. Tindak lanjut lanjut dari
konsensus tersebitt, pada pokoknya adalah digantungkan instansi yang
terlibat dalam perfemuan tersebut untuk memberikan pengaturan
dalam batas wewenangnya masing-masing, akan tetapi realitanya

masih belum mencapai sasaran sebagaimana diharapkan oleh

" masyarakat pencari keadilan.

. Pernyataan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman,

Jaksa Agung, Wapangap, Pangkopkamtib, Kaskopkamtib dan Kapoiri.
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Untuk lebih menekankan kembali arti penting unsur n?"uanusia
dalam penegakan hukum, dinegara kita maka pimpinan tfertinggi
aparat penegak hukum merasa perlu untuk membuat sémacam
pernyataan bersama tentang beberapa kebijaksanaan yang?; periu
diambil dalam masalah pemeriksaan pendahuluan dan pelai%sanaan
pemberian bantuan hukum, sehingga tercetuslah apa yang édikenal
sebagai pernyataan bersama 10 Nopember 1978. :

Dalam pernyataan tersebut dikemukakan persoalan E)antuan
hukum sebagai berikut : S e i
a. Pada tingkat pemeriksaan pendahuluan seorang terfsangka,

terutama sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanain dapat
memperoleh bantuan hukum dan mengadakan hubungan édengan
| keluarga atau penasehat hukum.
b. Sesuai dengan sila Prikemanusiaan seorang yang ditudiuh dan
ditahan diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai mianusia.
¢. ‘Hubungan antara tersangka yang ditahan dengan penasehaté hukum
dipe_rbolehkan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaaéar_\‘o_leh _
petugas kepolisian)kejaksaan. | :

d. Pengaturan cara pengawasan terhadap hubungan tfersebut
digariskan sedemikian rupa sehingga perlu diadakani suatu
keseimbangan antara kepentingan vyang ditahané untuk
mempersiapkan diri guna pembelaan dan kepentingan yangiditahan
untuk mempersiapkan diri guna pembelaan dan kepeintingan

pemeriksaan dalam pembuktian dan penyelesaian perkara.
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e. Ketentuan tersebut dalam huruf a, b, ¢, dan d dapat diperlakukan
terhadap penahanan kopkamtib/opstib yang akan diteruskan ke
Pengadiian sebagai perkara pidana.

Dalam pernyataan bersama pimpinan tertinggi penegak hukum

di Indonesia tanggal 10 Nopermber 1978 tersebut sifatnya tidak jauh

berbeda dengan konferensi Cibogo, bahkan pertemuan cibogo lebih

bersifat operasional. Kalau maksud dari pernyataan bersama tersebut
adalah merupakan kebijaksanaan dari aparat penegak hukum
memenuhi ketentuan Hukum Acara Pidana berkenaan dengan bantuan
hukum, tetapi ada beberapa hal yang dirasakan terlalu membatasi
perkembangan hak tersebut dan malah ada hal-hal yang bersifat
kontradiktif dengan undang-undang Nomor 14 tahun 1970.
balam Undang-undang tersebut dikata bahwa setiap orang
berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, Sedangkan dalam

,pernyataan bersama itu hanya dikatakan seseorang “dapat”

memperoleh bantuan hukum disini tidak lagi di pandang sebagai suatu

hak melainkan suatu kemungkinan saja yang tergantung dari pihak
pemeriksanya.

. Instruksi Pangkopkamtib tanggal 27 Nopember 1978 No. INS. 03/

KOPKAM/X1/1978.

Sebagai tindak lanjut pernyataan bersama 10 Nopember 1978,

maka Kopkamtib mengeluarkan Instruksi tanggal 27 Nopember 1978

No. INS. 03/KOPKAM/X1/1978 tentang pedoman sementara untuk

melaksanakan bersama s;abagai pokok petunjuk berkenaan déngan

batuan hukum di sebutkan :
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. Pada tingkat pemeriksaan pendahuluan maka seorang tersangka,
terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penah‘anan
dapat memperoleh bantuan hukum dan mengadakan hubungan
keluarga atau penasehat hukum.

. Yang bertindak sebagai penasehat hukum/pembela bagi tersangka
adalah pengacara dan orang-orang fertentu yang diperbolehkan
menurut peraturan perundang-undangan dan mendapat surat
kuasa dari tersangka.

. Hubungan atara keluarga dan atau penasehat hukumnya dengan
tersangka dapat dilakukan sejak hari pertama dan kedua segera
setelah mereka mengetahui adanya penangkapan/penahanan
terhadap tersangka.

. Hubungan antara tersangka yang ditahan dengan penasehat
hukum diperbolehkan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan
oleh petugas kepolisian/kejaksaan/ orditur, sedangkan selama
dalam pemeriksaan tidak diperkenankan untuk didampingi secara
fisik oleh penasehat hukum.

. Hal-hal yang dibicarakan selama pemeriksaan belum dimulai, pada
pokoknya adalah mengenai legalitas penangkapan/penahanan,
pengurusan kepentingan tersangka diluar yang sama sekali tidak
ada hubungan dengan perkara tersangka, masalah kekeluargaan
dan lain-lain yang tidak akan mempersulit penyidikan, dalam
hubungan tersebut dapat juga dibicarakan pengalaman tersangka
tentang cara penangkapan/penahanan dan cara-cara pemeriksaan

pendahuluan.
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f. Demi kepentingan pemeriksaan petugas yang bersangkutan

berwenang untuk mendampingi tersangka selama waktu yang telah

di lakukan.

. Hubungan antara keluarga dan/atau penasehat hukum dengan

tersangka dilakukan setidak-tidaknya setiap tiga kali sehari sekali
atas izin pejabat yang berwenang, kecuali apabila oleh pejabat
yang berwenang ditentukan lain karena telah terjadi pelanggaran
karena telah ditentukan lain karena telah terjadi pelanggaran
berupa penyalagunaan hubungan atau karena kepentingan

pemeriksaan yang tidak memungkinkan.

. Dalam setiap hubungan tersebut, dilarang mengadakan

pembicaraan yang ada hubungannya atau yang dapat berakibat.

1. penghapusan atau pengaburan kebenaran materil ;

2. penghapusan atau pengaburan barang-barang bukti yang
seharusnya dapat membuat terang perkara;

3. Hiiaﬁg atau larinya para peserta kejahatan yang belum
tertangkap/ditahan.

Hubungan antara _tersangk‘a -dengan’ penasehat hukum dan/

keluarganya, sepanjang menyangkut materi perkara tersebut, pada

dasarnya adalah untuk menunjukan kebenaran dan keaditan dalam

hal ini ditinjau dari sudut tersangka dapat berupa persiapan diri

guna pembelaan. |

Penyalagunaan hubunﬁan tersebut dapat berakibat pengketatan

pembatasan atau larangan hubungan dalam waktu tertentu.
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k. Yang berhak menetukan bahwa telah terjadinya penyalagunaan

hubungan seperti tersebut pada huruf 3

() Adalah atasan petugas pemeriksa yang setidak-tidaknya
berpangkat golongaﬁ III atau perwira atau k/DAN‘ dari instansi
yang bersangkutan.

Dalam rangka pemeriksaan, seorang tersangka dilarang

diperiakukan dengan sewenang wenang, baik dengan paksaan

secara fisik maupun dengan kekerasan.

m. Apabila tersangka selama pemeriksaan dipandang bersikap tidak

~ wajar hendaklah hal itu diperingatkan. Bila tersangka bersikap tidak

wajar meskipun sudah beberapa kali diperingatkan hal itu harus
dilaporkan kepada atasan pemeriksa yang bersangkutan untuk

dapat petunjuk/ pengarahan.

n. Penasehat hukum/pengacara berhak untuk mengirim dan

menerima surat kepada/dari tersangka/terdakwa setiap Kkali
dikehendaki olehnya, dengan diawasi dalam arti pejabat
pemeriksa/petugas berwenang memeriksa isi surat tersebut

sebelum diterimakan atau dikirimkan.

0. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat diperlakukan terhadap

tahanan KOPKAMTIP/OPSTIP yang akan diteruskan kepengadilan/
mahkamah sebagai perkara pidana.

Bila mana instruksi tersebut diteliti secara seksama sifatnya

bukan bukanlah merupakan suatu peraturan yang bersifat umum dan

mengikat segala pihak terutama bagi aparat penegak hukum hal mana

adalah sesuatu dengan sifat dari instruksi tersebut sebagai pedoman
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sementara. Sebagai suatu pedoman maka apa yang tersebut didalam
instruksi hanya memberikan garis-garis apa yang seharusnya dilakukan
dalam rangka menghadapi pelaksanaan bantuan hukum dengan tidak
terikat secara mutlak pada instansi tersebut, sementara karena
instruksi ini hanya bersifat kontemporer hingga sampai saat ini

ditetapkannya undang-undang tentang bantuan hukum yang mengatur

masalah tersebut.

. Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.UM.0908 tahun 1980.

Sebagai usaha pemerataan kesempatan memperoleh keadilaan
menteri kehakiman memandang perlu untuk melaksanakam
pemerataan bantuan hukum khususnya bagi mereka :yang tidak
mampu peradilan umum, se_bagaimana yang dituangkan dalam
keputusan Mentert Kehakiman tar'lg‘gal 1 Juni 1980 tentang petunjuk
pelaksana bantuan hukum yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1 Pemberian bantuan hukum

(1). Pemberian bantuan hukum dalam pasal ini diselenggara-kan
melalui badan penf?dilar; umum.

(2). Bantuan ht;kum diberikan kepada tersangka yang tidak/ kurang
mampu dalam perkara pidana :

1. Yang diancam dengan pidana lima tahun penjarah atau lebih,

seumur hidup étau pidana mati.

2. Yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun. Tetapi

perkara tersebut menarik perhatian mastyarakat.
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Apabila ketentuan. peraturan ini hanya mengatur tentang
bantuan hukum dalamﬁ perkara pidana. Selain itu juga bantuan hukum
ini hanya diberikan dalam perkara-perkara tertentu saja yaitu perkara
pidana yang diancam dengan pidana lima tahun keatas atau menarik
perhatian masyarakat luas, sehingga timbul kesan seolah-oleh
terhadap tindak pidana lain tidak diberikan bantuan hukum.

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sebagaimana telah disinggung dimuka, bahwa hak memperoleh
bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu perkara
merupakan .salah satu dari hak asasi manusia. Hak memperoleh
banfuan hukum dimaksud sebelumnya telah diatur didalam Undang-
Undang Nomor 14 tahun 1970.

Namun hak memperoleh bantuan hukum yang dijamin oleh
undang-undang pokok kekuasaan Kehakiman teréebut masih
memeriukan peraturan pelaksana. Dalam menghadapi kekosongan
peraturan pelaksana tadi sudah banyak langkah-langkah yang
diiékﬁkan oleh pemerintéh seperii; pernyataan bersama aparat
penegak hukum tertinggi antara lain : Intruksi dan Keputusan Menteri,
tetapi semua itu masih belum dapat memenuhi harapan masyérakat
pencari keadilan, karena undang-undang pelaksana bantuan hukum
masih belum juga dikeluarkan meskipun sudah sangat didambahkan
oleh masyarakat, hingga I;Ihirlah undang-undangHukum Acara Pidana

(KUHAP) pada akhir tahun 1981 yang lalu.
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KUHAP yang berlaku sekarang ini, meskipun bukan sebagai
undang-undang khusus yang mengatur masalah bantuan hukum,
namun didalamnya dimuat beberapa pasal dan ayat mengatur tentang
bantuan hukum, terutama dalam BAB VII Pasal 69 sampai dengan
Pasal 74.

| Mengenai bantuan hukum ini jika di perhatikan dan dipelajari
pasal-pasal tentang bantuan hukum maka isinya merupakan
penjabaran ketiga Pasal (36,37,38) undang-undang pokok kekuasaan
kehakiman No. 14 Tahun 1970, oleh perancang undang-undang
memang dijadikan dasar untuk membuat KUHAP. Hal ini terlihat dalam
penjelasan umum KUHAP pada angka 3 disebutkan :

Azas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat

serta martabat manusia telah diletakkandalam undang-undang

'téﬁta‘ng pokok kekuasaan kehakiman. Yaitu undang-undang No.

14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam undang-undang ini.

Dalam pasal-pasal KUHAP yang mengatur tentang bantuan
hukum, diatur mengenai hak memperoleh bantuan hukum, saat

memberikan batuan hukum, pengawasan pelaksanaan bantuan hukum

.dan wujud bantuan hukum. Selanjutnya akan diuraikan mengenai

ketentuan bantuan hukum didalam KUHAP sebagai berikut :

a. Mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum terdapat dalam
Pasal 54, 55, 56, 57, 59, 60 dan pasal 114 KUHAP. Didalam pasal-
pasal tersebut secara tegas memberikan jaminan tentang hak
bantuan hukum, oleh karena itu ketentuan tersebut harus dapat
diiak;;anakan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan pada
setiap tingkat pemeriksaan.
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b. Waktu pemberian bantuan hukum terdapat dalam Pasal 69 dan

Pasal 70 ayat (1) menurut ketentuan pasal tersebut bahwa bantuan
hukum kepada seorang yang tersangkut pada suatu perkara pidana
sudah dapat diberikan bantuan hukum sejak saat ditangkap atau
ditahan, kemudian penasehat hukum dapat berhubungan dan
berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap waktu dan
setiap tingkat pemeriksaan.

. Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diatur dalam Pasal 70
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71, dalam ketentuan ini

dimaksudkan agar penasehat hukum benar-benar memanfaatkan

hubungan dengan tersangka untuk kepentingan pemeriksaan, -

bukan untuk menyalahgunakan haknya, sehingga dapat

menimbulkan kesuiitan dalam pemeriksaan.

. Wujud dari Bantuan hukum.

Wujud dari bantuan hukum disini dimaksudkan adalah
tindak-tindak atau perbuatan-perbuatan apa saja yang harus
dilakukan deh penasehat hukum terhadap perkara yang d_ihadapi
oleh tersangka yaitu :

1. Pada Pasal 115 mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap
tersangka oleh penyidik dengan melihat dan mendengar kecuali
kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum hanya

dapat melihat, tetapi tidak dapat mendengar.
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2. Pasal 123 penasehat hukum dapat mengajukan keberatan atas
penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan
penahanan.

3. Pasal 79 Jo 124 penasehat hukum dapat mengajukan
permohonan untuk diadakan peraperadiian.

4. Penasehat hukum dapat mengajukan ganti rugi kerugian
dan/atau rehabilitasi buat tersangka, terdakwa, sehubungan
dengan Pasal 95,97, Jo 79. ‘

5. Penasehat hukum-. dapat- mengajukan keberatan bahwa
pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau
“dakwaan tidak dapat diterima Pasal 156.

6. Penasehat hukum dapat mengajukan pembelaan sesuai dengan
Pasal 182.

7. Penasehat hukum dapat mengajukan bading sesuai dengan

- Pasal 233.

8. Penasehat hukum dapat mengajukan Kasasi sesuai dengan
Pasal 24.

Disamping beberapa éturan diatas, pemerintah telah meratifikasi
Convention Against Torture and Orther Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment of Punishment pada tanggal 28 September 1998 yang berupa
Resulusi PBB No 39/40 tanggal 19 Desember 1984.

Kemudian Rancangan - Undang-undang Kepengecaraan, seperti

Frofesi Advokad dan Rancangan Undang-undang Bantuan hukum yang
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telah lama di siapkan untuk menjadi undang-undang, sejak tahun 1983
sampai saat ini rancangan undang-undang dimaksud belum menjadi
Undang-undang. Sedangkan bila dilihat dari pfoses perkara pidana
peranan pengacara sangat dominan untuk penegakan supremasi hukum.
Hal ini bila dibandingkan dengan institutsi yang menangani perkara pidana
mulai dari  Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga
Pemasyarakatan yang semua institusi ini sudah mempunyai Undang-
undang yang mendasari tugas-tugas mereka, sedangkan Penasehat
hukum sampai saat ini belurn memiliki sutau undang-undang yang secara
khusus mengatur masalah Bantuan hukurn, kalaupun ada aturan masalah
ini banyak tersebar di pelbagai undang-undang dan peraturan lainnya.
Namun demikian apa yang dijamin dalam berbagai praturan
perundang-undangan RI  tersebut diatas beserta | .instrumen
internasionalnya tidak semuanya menjamin bahwa hal tersebut
dilaksankan sepenuhnya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Sering
dalam pelaksanaannya tidak sedikit tersangka atau terdakwa dipersulit
dalam mencari penasehat hqkumnya. Sehingga tirc_lak j_arang tersangka/
terdakwa pada saat pemeériksaan di hadab;n penyidik tidak didampingi
oleh penasehat hukum. Bahkan ada tersangka/terdakwa atau kaum miskin
yang di intimidasi oleh pihak penyidik, termasuk adanya praktek-praktek
pemaksaan/penyiksaan dan berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi,
dalam setiap pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh pihak penyidik,

untuk menghilangkan hal tersebut rasanya cukup sulit.
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Semua ini merupakan bentuk-bentuk pelecehan terhadap undang-
undang yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia,
terlebih oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam menangani
perkara pidana seorang pengacara dituntut keberanian dan kegigihannya
dalam melakukan setiap tindakan pembelaan untuk kepentingan kliennya.

Sebab apa yang diatur dalam hukum posistif Indonesia dan
Instrumen Internasional itu belum tentu dapat dijalankan sepenuhnya
dalam praktek penegakan hukum, jadi /aw /n the books berbeda dengan
law in pracice. |

~ Disamping itu dalam rangka memperbaiki keadaan sistem peradilan
pidana di Indonesia sebaiknya memperhatikan konvensi-konvensi PBB
dapat diharapkan untuk mengarah ke perbaikan dari sistem yang ada
menjadi lebih baik antara lain dengan meratifikasi JInternational
Convenant On Civil and Political Rights dan United Nation Convention
AgainstTurtue and Other Cruel, In human or Degrading Treatment or
Punishment yang merupakan payung dari berbagai instrumen
internasional yang mengatur masalah Sistim Peradilan Pidana. Dengan

demikian status hakim, pengacara, dan Bantuan Hukum akan menjadi

febih jelas yang akan meberikan kontribusi pada keterpaduan pada sistem

peradilan pidana.

Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Perlindungan HAM dalam
Perkara Pidana.
Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis

konstitusional, khususnya tentang adanya hukum yang supreme, ada
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hukum yang harus mengatur aturan main dan dihormati oleh rakyat
maupun penguasa didalam negara ini.

Maka kajiannya kembali kepada substansi hukum. Hukum haruslah
dibentuk secara demokratis dan memuat substansi hak asas manusia,
kalau tidak hukum akan kehilangan essensinya, bahkan menjadikan alat
penindasan semata-mata untuk mengabsahkan, membenarkan segala
tindakan sepihak dari penguasa. Hukum selalu mengacu kepada Hak Asasi
manusia (HAM) karena hukum harus mendukung hak-hak rakyat. Hukum
harus menjadi teman bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman, hak-
haknya terlindungi dan dapat mempérjuangkan kepentingah yang sah
secara damai. -

Hukum itu tidak berjalan dengan sendirinya, tidak berlaku dengan
sendirinya, hukum akan seefektif benar-benar mempunyai makna, kalau
kekuatan-kekuatan dimasyarék'at yang berkepentingan terhadap
dilaksanakannya isi hukum benar-benar memperjuangkannya, jika tidak
maka tidak ada artinya hukum itu, karena tidak ada seorang yang
berkuasa yang mau menjalankan hukum begitu saja kalau dia tidak
berkepentingan, maka kepentingan itulah yang harus diperjuangkan. yang
dimaksud dengan yang berkepentingan disini adalah terutama rakyat,
kedua golongan-golongan fakyat yang di untungkan oleh hukum termasuk
pejabat-pejabat yang harus sadar bahwa hukum itu dijalankan dengan
maksud agar terselenggara pemerintahan yang baik.

Kenyataan diatas merupakan suatu manifestasi bahwa hidup dibagi
dalam beberapa kelas, dan mimpi‘ kita tentang “persamaan dan kesamaan

dihadapan hukum” semakin memudar. Seperti seseorang yang mampu
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membayar mahal pengacara kelas satu akan mengharapkan sukses yang
iebih besar bilaqdibandingkan dengan seorang yang hanya mampu
membayar seorang pokrol bambu‘. Pengkotak-kotakan memang telah
menjadi sifat kehidupan kita, rasa hormat atau kepercayaan terhadap
“persamaan” ladalah omong kosong kaum intlektual, hal ini adalah
merupakan contoh dari ketidak jujuran diri kita sendiri,?®

Suatu hal yang sangat memprihatinkan kita adalah kultur “nrimo”
yang mendarah daging pada masyarakat kita mesti di jungkir balikan,
mereka tidak berdaya karena dibuat sedemikian rupa, kesempatan yang
seimbang tidak pemah ada. Sumber daya ekonomi dan politik sepenuh
dikuasi oleh orang-orang tertentu, hal ini memungkinkan orang-orang
tersebut akan menjadi penentu bagi orang-orang vang tidak mampu.
Terjadinya hal seperti ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum
ditanah air serta kurangnya sikap mental para penegak hukum, ditafnbah
lagi para perancang/pembuat undang-undang pada wakiu mem-
formulasikan suatu aturan belum memletakan hukum secara demokratis
dan mejamin hak-hak manusia yang mengacu kepada kebenaran dan
keadilan. |

Lebih-lebih di Indonesia yang ingin mereformasi dibidang hukum,
hukum tersebut harus benar-benar efektif dan ada juga harus ada
kekuatan-kekuatan di masyarakat yang memperjuangkan dilaksanakan
hukum. Jika tidak hukum akan menjadi kerdil dan hambar tidak lebih dari

28. T. Mulya Lubis, Pembanguan dan Hak-hak Asasi Manusia, Dalam PRISMA No. 12, Desember

1989, Hal. 11-20.
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susunan kertas yang berisi rangkaian kata-kata indah namun tanpa

makna.?

Selanjutnya bila dilihat persepektif perkembangan hukum di negara
Kita, tidak seimbang jika dihubungkan dengan masyarakat dan perubahan
sosial, dimana kondisi saat ini bahwa telah muncul sutau masyarakat
global yang dapat dilihat penggunaan seperti, global economy, global
education, global humaan condition, global humanity, global order dan
global vilage. Kita juga melihat dalam bentuk praktek yang tidak lagi —
tradisional, seperti fransnational Corporation, tarantional capitalis class,
tranational information exchane, trans-state normn, dan new inerational
division of labor:> |

Suasana Perubahan menjadi global seperti tersebut diatas pada
gi]irénhy'a memberi dampak dalam berbagai bidang kegiatan hukum
disebabkan oleh perubahan giobal tersebut misainya bidang advokasi
hukum harus melakukan penyesuaian antara lain, terhadap proses-proses
ekonomi yang menjadi global yang muncul diberbagai aktivitas trans-
nasional. Perkembangan tersebut memberikan perkembangan para
Iéwyefs dan hukum untuk mengubah logika dari praktek hukum, sé.r-ta'
mengubah medan yang selama ini mewadahi praktek mereka.

Mereka yang mampu mengembangkan kaitan-kaitan dan keahlian

internasional (international linkages) akan lebih maju, sementara mereka

29_ Adnan Buyung Naution, Op. Cit., Hal. 6. ~
30. Satjipte Rahardjo, Menyunting Pendapat David M. Trubek, Dalam Jumal Hukum, Hukum dan
Perubshan Masyarakat, “Pendayagunaan Sosiologi Hufum Untuk Memahami Proses-proses Sosial
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yang menjalani praktek yang semata-mata terikat pada hukum nasional
makin kehilangan arti.

Dasar dari semua perubahan dan perkembangan tersebut adalah
memudamya negara dalam kehidupan hukum, sekalipun kepudaran itu
tidak dapat kita lihat sebagai proses yang béﬂangsung dengan cepat dan
tajam, tetapi disana sini fenomena itu dapat diamati ﬁntuk beberapa
tahun lamanya negara menjadi pusat berputariya mesin hukum._ Segala
yang berhqbtjngan dengan hukum niscaya dihubun'gkan Tl.derigan. instsusi
yang_namanya negara, seperti hukum negara, pengéd'iléﬁ ‘néga‘:"ra, dilvar
itu seoiah-olah tidak.ada hukum atau pengadilan. -

Dalam konteks negara hukum yang selalu dmhat dan dunia |

peramran semata—mata tanpa melihat pnlaku, _ maka : hukum yang

dldambakan tersebut belum bisa mencmtakan ketentraman dan

kedamalan dalam masyarakat justru itu didalam negara demokrasn yang

konstntu5|onal masyarakat jangan dlanggap sebagal “ob;ek” darl semua_ _

peraturan tetapl |a adaiah subjek dari aturan yang diClptakan negara.

Dengan demlklan bila hukum di- unplmentasﬂ(an |tengah-tengah

masyarakat secara demokraS| konstutusuonal maka ia harus,dztempatkan

dan dlpe:juangkan agar dapat memahaml dengan jernih.

dlkendakl o!eh masyarakat sepertl gerakan bantuan: huku

.;ﬁ-}

Dalam Kontels Pembangman dan Glabahsasz " Fakultas Hukum
Yogyakarta, No. 7 Vol. 4, 1997, Hal. 12. :

(PR
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Organisasi Bantuan hukum bukan semata-mata lembaga yang

hanya memberikan fasilitas bantuan hukum secara cuma-cuma kepada

masyarakat kecil yang yang tidak mampu dan buta hukum seperti -

dinegara-negara lain, melainkan disisi sosial lainnya yang mengacu
tegaknya nilai-nilai negara hukum yéng demokratis dan dihormatinya hak-
hak asasi manusia. Hal ini berarti, perjuangan pergerakan bantuan hukum
dan segala sikap serta tindaknya harus memberikan dampak yang
memberikan kesadaran hukum yang tinggi sec:;ala bentuk penindasan,
perlakuan sewenang-wenang penguasa serta pengingkaran hak-hak
masyarakat. | |

Gerakan Bantuan hukum vyang juga harus berusaha ikut
memperkuat kesadaran hukum dan kemampuan _kekﬁatan-kekuatan sosial
sperti; buruh, petani, mahasiswa, cendikiawan, dan sebagainya data;m
meperjuangkan hak-hak mereka yang sah. Sebab hanya dengan
perjuangan merekalah, hukum sebagai perlindungan kepentingan
masyarakat dapat terlaksana efektif. Akhirnya gerakan bantuan hukum
juga tidak boleh henti-hentinya memperjruan_gkan‘ _ tegaknya dan
‘dil.10rmatinya hak-hak asasi .manusia oleh semua pihak, baik penguasa
negara maupun anggota masyarakat, arl;inya gerakan bani:ua_n hukum ini
mampu menyuarakan hati nurani masyarakat manakala hak—hak dilanggar.

Dalam praktek penghormatan terhadap hak asasi manusia,
terutama penghormatan terhadap tersangka selama ini kurang mendapat

perhatian dari sistem hukum pidana Indonesia. Apalagi pada waktu
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berlaku Herziene Infandsch Reglement (HIR) sampai dengan tahun 1981.
Oleh karena itu, maélyarakat hukum Indonesia telah lama
memperjuangkan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional
yang lebih manusiawi dan memperhatikan hak-hak tersangka. Karena
dalam praktek sering terjadi insiden periakuan tidak manusiawi seperti
penyiksaan dan perlakukan yang tidak manusiawi, terutama terhadap

orang yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan seorang

‘pengacara. Dalam keadaan seperti inilah bantuan hukum diperiukan untuk

mereka yang buta hukum dan miskin agar tidak menjadi penyiksaan,

perlakukan tidak.manusiawi dan merendahkan derajat manusia yang
dilakukan oleh .pe_negak hukum. Lembaga bantuan hukum sebagai
sa'lahsatu sub -si.stem, dari sistem peradilan pidana (criminal justice
systern) -dabat memegang peranan yang penting dalam membela dan
melindungi hak-hak tersangka.

Untuk itu diperlukan sutu proses hukum yang adil (due process of

Jaw) melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi

dan' lebih memper’hatikan.hak—'hak tersangka.

-Kondisi' yang demikian inilah yang menyebabkan munculnya
dorongan para pemikir hukum ditanah air untuk memperjuangkan
penerapan HAM dalam hukum positif, :dengan menekankan betatapa
pentingnya suatu peradilan pidana yang melindungi harkat dan martabat
manusia, maka pada tanggal 31 Desember 1981 lahir Iah
(diundangkannya) hukum pidana nasional yang dikenal KUHAP. Ternyata

yang dinyatakan sebagai karya besar bangsa Indonesia daiam bidang

BN
4
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hukum, memiliki beberapa kelemahan fundamental, seperti tidak adanya
sanksi terhadap penyidik yang memeriksa tersangka dengan mengabaikan
haknya untuk didampingi penasehat hukum dan tidak adanya kekuasaan
pengadilan untuk menolak berita acara pemeriksaan tersangka yang tidak
sesuai dengan prosedur due process of law.

Kelemahan KUHAP dalam prakteknya seperti dikemukakan oleh
Muladi khususnya bekerjanya hukum acara pidana dalam hal perlindungan

tersangka dalam kaiatannya dengan bantuan hukum pada. Proses

perkara pidana. Beliau mengungkapkan bahwa : dalam krangka_hukum .

positif Indonesia akan dikemukakan beberapa contoh bahwa hukum |

positif Indonesia masih ‘periu memperhatikan elemen “Intémétiona/

trends” dalam _bidéng HAM, sepanjang masih relerelativisme dengan

kultur bangsa Iﬁdbnesia, terutama didalam sistem peradilan pidana

diuraikan -_seb,aga'i berikut ;

— Masih sering terjadi pelanggaran hak-hak tersangka oleh oknum
penegak hukum misalnya, asas pemeriksaan bebas, fidak ada

. tekanan/paksaan dan dalam perkara tertentu wajib didampingi
penasehat hukum. Délérn hal ini diperlukan keberanian hakim untuk
memutus bebas atau menetapkan bahwa tuntutan jaksa ditolak karena
berita acara yang dibuat oleh penyidik cacat hukum.

~ Organisasi pengacara agar segera dibenahi dan ditempatkan sebagai
sub-sistem peradilan pidana yang mantap. Hal ini untuk

‘menghilangkan peribagai issue politik yang melekat.
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— Kedudukan hukum penahanan dan interogasi dari lembaga
ekstrajudisial agar diperjelas, agar tersangka memperoleh hak-haknya

secara wajar misalnya saja kemungkinan untuk memperoleh bantuan

hukum.

-~ Kebebasan peradilan (indenpendent of judiciary) harus ditegakan baik
oleh hakim maupun oleh pejabat-pejabat lain diluar peradiian. Hal ini
dalam rangka penegakan spirit yang terkandung dalam kedudukan
hukum sebagai bidang pembangunan tersendiri, lepas dari bidang
politik, spirit tersebut adalah bahwa hukum tidak “subordinated” pada
kekuasaan politik.>!

- ~Memperhatikan gejala diatas,  sering terjadi ketimpangan-
ketimpangan bekerjanya peradilan pidana perlu harus diresponi -oleh
berbagai pihak untuk melihat dan meneliti kembali keberadan KUHAP dari
tahun 1981 hingga éekarang sebagai acuan pokok proses peradilan
pidana, dengan cara mengamand_ernen atau merenovasi beberapa pasal/
ketentuan yang 'kurang- relevan. sehingga dalam méng-aktualisasikannya
dapat terlaksana dengan baik, apalagi di didukung oleh aparat penegak
hukum yang mem_bunyai sikap mental yang baik dan selalu menjunjung
tinggi harkat dan martabat manusia, karena hal ini adalah merupakan

tujuan dan landasan KUHAP.

31. Muladi, Op. Cit., Hal. 20-21.




Kendatipun secara eksplisit tidakiah dapat ditemukan apa yang
menjadi tujuan pengaturan tentang tatacara pelaksanaan peradilan pidana
berdasarkan undang-undang hukum acara pidana ini.

Namun demikian apabila kita meneliti. kembali beberapa
pertimbangan yang menjadi alasan’ disusunnya Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana ini, jelas ia memiliki [ima tujun, sebagai berikut :
Perlindungan atas harkat dan martabat manusia.

Perlindungan atas hukum kepentingan hukum dan pemerintahan.
Kodifikasi dan univikasi hukum acara pidana.
Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.

Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan
‘Undang-Undang Dasar 1945.% ,

R NS

- Selanjutnya penegasan beberapa prinsip. dan hak yang penting
ditegakan dalam proses peradilan pidana Indonesia, yaitu :

Asas Legalitas;

Asas Praduga tidak bersalah;

Hak-hak penangkapan dan pedakwaan;

Hak-hal dalam penahanan sementara; _

Hak-hak minimal tersangka/terdakwa dalam mempersiap pembelaan;
Hak-hak dalam pemeriksaan pendahuiuan dan pemeriksaan disidang;
Perlunya pengadilan yang bebas dan cara menyelenggarakan
peradilan dimuka umum;

Banding dan kasasi terhadap utusan pengadilan.

N Wk N

&

" Prinsip dan hak-hak inilah yang periu di implementasikan datam
proses perdilan pidana yang lebih manusiawi, baik pada masa HIR (1968-

1981), apalagi setelah berlakunya KUHAP (sejak 1982).%

32. Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Bandung,

1983, Hal. 27.

33. Mardjono Reksodiputro, Hak dsasi Manusia Dalaam Sistem Peadilan Pidana, Kumpulan Karangan

Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta, 1997,
Hal. 18.
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Secara umum fungsi undang-undang acara pidana (KUHAP) untuk
membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga
masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ketentuan-
ketentuan dalam hukum acara pidana melindungi para tersangka dan
terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan yang
melanggar hukum tersebut. sebaliknya hukum yang sama juga
memberikan kewenangan tertentu kepada aparat penegak hukum untuk
melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak asasi warganya.
seperti kewenangan polisi, jaksa, hakim dan -pénasehat hukum
(pengacara).

Sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana
(criminal justice system) bantuan hukum dapat memeberikan kontribusi
dalam mencapai “proses hukum yahg adil” atau “due process of law.”
lawan dari “due process of law" adalah “arbitnary brocess” atau proses
hukum yang sewenang. Due process of /aw ini harus diar’tikén sebagai
perlindungan atas kemerdekaan seorang warga negara yang dijadikan
tersangka dan terdakwa, dimana status hukumnya berubah ketika ia
ditangkap atau ditahan, hak-haknya sebagai warga negara tidak hilang.
Walaupun kemerdekaannya dibatasi oleh hukum dan mengalami
dekradasi moral, bukan berarti hak-haknya sebagai tersangka/terdakwa
menjadi hilang. Hék untuk mendengar, didampingi untuk mengumpulkan

-

bukti dan menemui saksi, diadili oleh keadilan yaang adil, jujur, dan tidak
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memihak, dan dibukiikan kesalahannya melalui pengadilan adalah hak-hak
yang harus dihormati dan di jamin.

" Jaminan atas hak-hak seorang tersangka atau terdakwa dapat
dilihat dalam dekumen Magna Charta (1215) dii Inggris dan "Declaration
des droits de I bormme et du citoyen” di Perancis, sedangkan di Amerika
serikat “Bilf of Rights"(1791) dan di amandemen keempat, kelima, dan
keenam konstitusi Amerika serikat. .

Semua dokumen tersebut memperhatikan dan melindungi hak-hak
tersangka dan Hakfhék- terdakwa dalam proses peradilan, terutama hak
hidup (right of life), milik (right to property), dan kemerdekaan (right to
liberty). | |

Hak-hak warga negara tersebut paling terancam kefika ia menjadi
tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana dan ada
kemungkinan penyalagunaan wewenang (abus de pouvoir).

Oleh karena itu, “due process of law" atau “proses hukum yang
adil” harus mendapatkan perhatian dan dipahami, polisi, jaksa, hakim dan
pengacara (pen,asehai: hukum)- dari sistem peradilan pidana (criminal
Justice system) sebagai Iﬁeriindungan terhadap hak kemerdekaan setiap
warga negara dalam negara hukum.

Menurut Montesquieu (1689-1775) dalam buku ke XII mengenai

“De lesprit des lois” yang dikutif dari A.A.G. Peters. Apabila warga negara
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tidak mempunyai perlindungan untuk membeiadiri dalam kesalahannya
maka dia tidak mempunyai perlindungan pula dalam kemerdekaannya.>*
Perjuangan menjelang Revolusi Perancis (1789) telah menghasilkan
sejumiah tuntutan untuk mengubah hukum acara pidana pada waktu itu,
yaitu :
. | Keterbukaan proses.
. Bantuan Advokad atau penasehat hukum,

1
2
3. Penghapusan memaksa tersangka bersumpah;
4

. Persamaan proses dari para pihak {penuntut/pendakwa dan tersangka/
terdakwa)

5. Pembatasaan kekuasaan hakim komisaris

6. Motivasi yang jelas dalam putusan hakim

7. Penghapusan untuk selama-lamanya pemeriksaan dengan penyiksaan

8. Penghapusan peradilan pidana dengan bentuk khusus ,

9. Pengajuan kemungkinan pengadilan 24 jam setelah penangkapan, dan
dalam hal delik yang tidak serius pembebasan tersangka dengan
jaminan,

10.Kemungkinan untuk para saksi dalam hal konfrontasi (dengan
tersangka/terdakwa) menarik kembali keterangan yang sebelumnya
tanpa ancaman pidana karena memberi keterangan palsu.

Negara hukum (Rechtstaaf), baru akan tercapai kalau ada
pehgakukan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, oleh karena itu
diharapkan lembaga bantuan hukum ferus memperjuangkan hak-hak
masyarakat, termasuk hak-hak asasin_ya terutama terhadap mereka yang
kurang mampu. )

Oleh karena itu organisasi bantuan hukum tidak boleh ragu-ragu
untuk membérikan kritik, saran, dan masukan yang diperlukan oleh
bangsa dan negara untuk menjaga hidupnya hati nurani bangsa dalam

pergerakan negara hukum ~.yang menjamin hak-hak asasi manusia.

34, Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., Buku Ketiga, Hal. 29-30L
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Perjuangan besar Gerakan Bantuan Hukum Indonesia yang di pelopori
oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHRI), tentu saja
tidak bisa dilakukan sendiri melinkan memetiukan bantuan dan kerja sama
dari semua pihak dan golongan-golongan didalam masyarakat, terutama
para pengacara, yang sadar bahwa bangsa dan negara ini harus terus
menerus berikhtiar memajukan kehidupan disegala bidang menuju
aspirasi bangsa.*

-Prinsip dasar yang penting untuk dikemukakan dalam ha! ini adalah
bahwa setiap orang berhak meminta bantuan pengacara yang dipilihnya
untuk melindungi, menjaga hak dan membela dirinya dalam setiap tingkat
peradilan. Pemerintah’ menjamin _ada prosedur yang efisien dan
mekanisme yang efektif serta menpercepat akses kepada semua pembela
yang bernilai sama bagi semua orang diwilayahnya tanpa pembedaan atau
diskriminasi .dalam bentuk apapun. Program-program untuk memberikan
informasi kepada masyarakat menge.nai' hak dan kewajiban mereka
didalam hukum dan pentingnya peran pembela dalam melindungi hak-hak
kebebasa_n fundamental harus selalu di diperjuangkan. agar mereka yang

tidak mampu dapat memperoleh hak-haknya.

35. Ibid, Hal. 30.
36. Adnan Buyung Nasution Op. Cit.. Hal. 8.
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C. Peranan pengecara memberi bantuan hukum pada masyarakat

dalam Perkara Pidana

C.1. Hubungan antara tersangka/terdakwa dengan pengacara pada

pemeriksaan pendahuluan

Seperti diketahui tujuan akhir dari peradilan pidana adalah untuk
menentukan kebenaran dan keadilan berdasarkan ké Tuhanan yang Maha
Esa, melalui tiga tahapan proses yakni, proses pendahuluan, proses

penuntutan, proses pengadilan dan pelaksanaan putusan, pada setiap

maka dapat digunakan upaya-upaya paksa yang meliputi penangkapan,

pehahan, ,pema'suka'n rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat, pada
tahap ini sebenarnya peranan bantuan hukum sudah dapat dilaksanakan,
‘namuh pada ken\-'/.a'taannya periu di évaluasi pada .implementasinya,
karena secara yuridis normatif beberapa ketentuan yang mengatur
| -tentang hak-hak tersangka dalam proses perkara pidana seperti yang
tercantum dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.
1 sebagai berikut; Pemeriksaan segera (50), Persiapan pembelaan (51,72),
| | Mémberi keterangan secara bebas (52,53), Bantuan hukum (54,55,56,57),
sedangkan pada Undang-undang No. 14 Tahun 1970, juga mengatur
masalah hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, berikut ini
akan diuraikan.hubungan tersangka/terdakwa dengan pengacara pada

pemeriksaan pendahuluan, yakni pada proses penyidikan dan penuntutan.

tahap proses ini apabila diperlukan dan secara yuridis memenuhi syarat- -




111

1. Hubungan antara tersangka dengan pengacara pada tahap penyidikan
[;roses perkara pidana pada tahap pendahuluan seperti
penyidikan seharusnya sudah didampingi oleh penasehat hukum
sebagaimana diatur dalam pasa 115 KUHAP, yang berbunyi sebagai
berikut : |
ayat 1. Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap
tersangka penasehat hukum dapat mengikuti jalannya
pemeriksaan dengan cara melihat dan  mendengar
pemeriksaan”,
ayat 2. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara pensehat
hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat
mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Jika dilihat bunyi pasal diatas, maka kedudukan penasehat

hukum pada pemeriksaan penyidikan belumlah optimal untuk

mendampingi kliennya, menurut RO. Tambunan “ketentuan Pasal 115
sebagai salah satu cacad, karena belum memberikan dan meletakan
landasan persamaan derajat dan kedudukaan antara penyidik dengan
penasehaf hukum, ia melihat pasal ini belum memberi tempat yan.g
wajar bagi lembaga bantuan hukum.

Para penasehat hukum masih dicurigai sebagai orang-orang
yang mengganggu kelancaran pemeriksaan. dan bagi Adnan Buyung
Nasution ketentuan Pasal 115 KUHAP masih bersifat Fakultatif, belum
dapat dikatakan sebagai Hak penasehat hukum untuk mendampingi

tersangka kedalam pemeriksaan penyidikan, sekurang-kurangnya
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ketentuan Pasal 115 belum memberikan “hak yang utuh” bagi

penasehat hukum, Pasal 115 sebenarnya telah menganulir pasal-pasal

sebelumnya.”’

Memang benar apa yang dikemukakan oleh dua orang
pengacara senior diatas, sebaiknya ketentuan Pasal 115 KUHAP benar-
benar profesional dengan segala landasan baik landasan filosofis dan
konstitusional yang mengakui dan meng-agungkan harkat dan
martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang harus diperlakukan
berdasarkan prikeménusiaan yang adil dan beradab, maupun dari asas
atau prinsip hukum yang di pancangkan dalam( KUHAP seperti; asas
rufe of law atau yang mempersamakan manusia dihadapan hukum

- atau equality before t/ie /aw dan asas pradluga tak bersalah afau

- presumption of innoncent, kemuidan perkataan “dapat” dalam Pasal
115 haruslah ditapsirkan “hak” bagi penasehat hukum dan "kewajiban”
bagi penyidik, dengan suatu batasan bahwa hak tadi hanya boleh
dilakukan - penyidik dalam hal yang sangat terbatas.

Oleh karena itu usaha merealisasikan hak-hak itu dalam praktek
menjadi tugas penting para pengacara secara terus-menerus baik
dalam proses pendahuluan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan
hukuman.

Seperti diketahui bahwa baik polisi maupun pengacara masing-
masing dan secara bersama-sama adalah alat/aparatur penegak

+ hukum, sebagai alat penegak hukum, polisi antara lain berkedudukan

' 37. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan penerpan KUI-MP, Jilid ¥, Pustaka Kartin,
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sebagai penyidik dan pengacara sebagai pembela/pemberi bantuan

hukum.

Keduanya terikat dalam suatu sistem penegakan hukum pidana,
sehingga peran dan fungsinya yang harus dijalankan/ditundukkan pada
tujuan pokok dari sistem penegakkan hukum pidana. vaitu keadilian.

Polisi dalam melakukan kewajibannya, antara lain harus
menghormati hak-hak asasi manusia yang sekaligus pada hakekatnya
merupakan program bantuan hukum yang harus direalisasikan dengan
pengacara secara bersama dengan pengacara.®

Hal ini mengigat bahwa kedudukan semua penegak hukum
pidana tersebut secara- fungsional maupun secara harizontal adalah
sejajar. Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa “secara
sosiologis”, maka polisi sebagai salah satu alat penegak hukum
mempunyai kedudukan atau (status) dan peranan (rofe).

Kedudukan merupakan wadah, yang isinya adalah hak—hak dan
kewajiban- kewajlban tertentu. Hak-hak dan kewsajiban-kewajiban tadi
merupakan wewenang atau rofe. Hak merupakan wewenang untuk
berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau
tugas.*

Mengenai peranan yang ideal (/dea/ rofe) dan peranan yang

seharusnya (espected role) dari polisi sebagai penegak hukum, telah

Cetakan Kedua; Garuda Metropolitan Press 1988, Jakarta, Hal. 132,

38. Yusriyadi, Hubungan Antara Polisi Dengan Pengacara Dalam Penegakan Hukum, Khususnya
Dalam Realisasi Bantuan Hukum, Dalam Majalah Masaiah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Edisi ke-3 Tahun 1988, Hal. 23.

39, Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Op. Cit., Hal. 10-11.
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dirumuskan dalam berbagai perundang-undangan; seperti Undang-
Undang No. 28 tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Kepoiis;an
Negara Repulik Indonesia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
tentang KUHAP, serta Undang-undang No. 14 Tahun 1970.

Semenjak lembaga_ Kepolisan dipisahkan dari ABRI beberapa
pada tanggal 1 April 1999 yang lalu, maka lembaga ini yang memang
semestinya sebagai aparat penegak hukum dan ujung tombak dalam
proses. perkara pidana, semestinya tidak lagi dicampuri oleh pihak
yang dapat meng—ir]terpgr!jsi__ bekerjanya lembaga ini yang jelaé—jelas
sebagai kompenen éistem Peradilan Pidana yaitu sebagai Penyelidik
dan penyidik.

Hal ini secara jelas dikatakan oleh Barda Nawawi Arief jauh
sebelum lembaga ini dipisah dari tubuh ABRI, beliu menyatakan bahwa
“Status POLRI sebagai komponen/unsur/sub sistem dari Sistem
Peradilan Pidana sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang
beriaku saat ini baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang
Kepolisian No. 28/1997, yaitu sebagi “penyelidik” dan “penyidik”.
Dengan demikian tidak perlu lagi dipersoalkan bagimana status ideal
POLRI berdasarkan perspektif Sistem Peradilan Pidana setelah terpisah
dari ABRI ? baik POLRI didalam atau keluar dari ABRI, statusnya dalam
SistemPeradilanPidana tetap, vaitu sebagai penyelidik dan penyidik,

kecuali undang-undangnya berubah.®

40. Barda Nawawi Arief, Kepolisian Dalam Perspeltif Kebijakan Kriminal dan Sistem Peradilan
Pidang, disampaikan pada Seminar Nasional III Tetang POLRI Sipil Yang Mandiri, Berdaya dan
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Sebagai salahsatu kdmponen bekerjanya sistem peradilan
pidana POLRI berkedudukan sebagai “Penegak Hukum” dan berperan
sebagai “Penyelidik dan “Penyidik”, untuk dapat mewujudkan sistem
peradilan pidana terpadu dimana saat ini POLRI sudah terpisah dari
ABRI, maka periu ditinjau beberapa perundang-undangan maupun
peraturan seperti PP No. 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan
KUHAP, Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok
Kepolisian, Undang-Undang No. 20 Thun 1982 tantang Hankam, yang
masih mengatur tentang tugas dan peranan POLRI sebagai penyelidik
dan penyidik sipil dibawah kekuasaan ABRI. |

Jika tidak ditinjau ketentuan tersebut maka kondisi ini akan
menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum dan terjadi dualisme
kepemimpinan didalam lembaga kepolisian yéng saat ini sudah

berstatus sipil.

Menjadi polisi sipil juga dapat dikatakan sebagai polisi yang‘

menjalankan tugasnya tidak dengan menerapkan cara yang pendek
dan gampang, seperti memaksa dan menggunakan kekerasan belaka,
tetapi kemudian untuk mendengar dan mencari tahu hakekat dari
penderitaan manusia.®! |

Selanjutnya sejarah telah memberi kita kesadaran bahwa polisi
'yang terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan diluar kepentingan

hukum (terutama kepentingan politik) selalu tersesat dalam praktek

Profesional Untuk Menjamin Integritas Bailgsa Pusat Studi Kepolisian, Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang, 22-23 Oktober 1998.
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pemolisian yang menggunakan pendekatan kekuasaan sebagaimana
lazimnya di praktekkan selama ini,"akibatnya, sosok polisi lebih dilihat

dan dirasakan;

— Lebih sebagai penguasa dari pada pembela hak dan kepeﬁtingan
Rakyat.
— Lebih sebagai penindak dari pada pengayom dan pelindung.*
Memperhatikan uraian diatas, maka apabila kita menghendaki
perpromans polisi sebagai penyelidik dan penyidik yang
keterlibatannya dalam peroses peradilan pidana sangat berperan
sekali, untuk itu harus dilékukan hal-hal sebagai berikut :

a. Untuk mewujudkan kemandiarian POLRI secara struktural dan
mahajerial, juga sebagai aparat penegak hukum dan terlepas dari
tubuh ABRI, hal yang dilakukan adalah segera merevis/ segala
ketentuan peruﬁdang-undangan yang masih beranggapan POLRI
sebagai bagaian_dari ABRI.

' b. Paradigma selama ini yang meletakkan landasan POLRI bekerja
sebagai penegak hukum lebih banyak menggunakan kekuasaar
~dari pada membela hak-hak rakyatr dan melakukan tindakan daﬁ
pada pengayoman, yang berakibat menimbulkan citra kurang baik
seperti praktek memaksa dan menggunakan kekerasan, untuk itu

paradikma baru polisi adalah agar selalu dekat dengan masyarakat,

41.

42,

Satjipto Rahardjo, Polisi Berwaktak Sipil, Disampaikan Pada Seminar Nasional “Membangun Polisi
Indonesia Yang Berkarakter Sipil”, Diselenggarakan Oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum
Unveristas Diponegoro, Semarang , Tanggal 8 Juli 1999, Hal. 1.

Nurfaizi, Hambatan dan Kesiapan Menuju POLRI Berpostur Sipil, Disampaikan Pada Seminar
Nasional “ Membangun Polisi Indonesia Yang Berkarakter Sipil, Diselenggarakan Oleh Pusat Studi
Kepolisan FH. Undip, Dalam Rangka Dies Natalis FHL. Undip, Semarang 8 Juli 1999, Hal. 2,
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dan meningkatkan kualitas pelayanan serta menghilangkan
praktek-praktek tercela dan dengan pendekatan sikap simpatik dan
manusiawi.

c. Menjauhkan sedini mungkin segala kepentingan diluar kepentingan
hukum, dimana keterlibatan POLRI dalam dunia politik yang selama
ini selalu menggunakan pendekatan kekuasaan dan selalu dibawa
pengaruh para penguasa.

d. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia, dengan merubah
kurikulum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini--
kemudian diselaraskan bahwa POLRI adalah aparat penegak hukum
dan bertugas sebagai penyelidik dan peny-/idik dalam perkara
pidana.

Apabila kondisi. diatas dapat di implementasikan oleh polisi
selaku penegak hukum dan betugas sebagai penyelidik dan penyidik
pada perkara pidana, maka hubungan antara polisi dengan pengacara
dalam penegakan hukum pidana dimasa mendatang akan terjalin
dengan baik, mengingat status polisi adalah penegak hukum yang
berwatak sipil dan setara dengan pengacara, hal ini khususnya dalam
realisasi hak bantuan hukum. |

Bantuan hukum, sebenarnya adalah hubungan erat dengan sifat
“negara hukum” atau dimana prinsip rue of law diakui eksistensinya.

Hal ini mengingat bahwa bantuan hukum hanya mungkin dapat

twumbuh dan berkembang dengan baik apabila suatu negara
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menjadikan hukum sebagai ‘landasan dari segala kegiatan dan

penataan Ierﬁbaganya.

Dalam rangka mewujudkan program bantuan hukum sebagai
program penegakan hukum dan hak asasi manusia, UUD 1945 pada
Pasal 17 ayat 1 yang berbunyi : “segala warga negara bersamaan
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”,

| Pasal ini merupakan pengakuah terhadap asas persamaan hak
dimuka hukum (eguality before the /aw). Sebagai perwujudan lebih
lanjut, ada beberapa perundang-undangan yang mengatur masalah ini
yakni UU No. 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
(KUHAP).

- Undang-Undang No. 14 tahun 1970 diatur pada Pasal 35, 36
dan 37. Kerhudiaan pada KUHAP hal ini diatur dalam Pasal 54 sampai
56 dan pasal 71 sampi dengan 74 KUHAP.

Dalarh hubungannya dengan hak bantuan hukum ini, baik dari
undang-ndang No 14 /1970 maupun KUHAP, dapat dikemukakan hal-
hal penting'sebaagai berikut :

1. Hak béntuan- hukum sudah diberikan “sejak saat dilakukan
penangkapan dan atau penahanan” bukan lagi hanya dimuka
persidangan hakim;

2. Sebelum polisi (penyidik) mulai memeriksa tersangka, ia waiib
memberitahukan adanya “hak tersangka untuk mendapatkan

bantuan hukum;
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3. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib
menunjuk pengacara, dalam hal seseorang disangka atau didakwa
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, lima
belas tahun ataulebih:

4. Pengacara yang ditunjuk wajib memberikan bantuannya secara
cuma-cuma;

5. Adanya _-hubungan “pengawasan” terhadap pengacara yang
dilakukan Qleh polisi (penyidik) jaksa (penuntut umum) -atau
'petugés lembaga pemasyarakatan.

Beljefapa :pointers di atas menunjul;kan_é—d-énya hubungan
koordinasi/kerjasama antara polisi dan pengacara. Kerjasama ini
meliputi kewajiban polisi untuk memberi tahukan adanya hak bantuan
hukum bagi tersangka dan kesediaan pengacara untuk memberikan
-bantuan hukum. ‘Hubungan kerjasama ini merupakan sébagai salah
satu syarat penting agar "hak menghubungi dan meminta bantuan
hukum” dapat terealisir dan berjalan sebagaimana yang dikehéndaki.

. Hubungan antara terdakwa dengan Pengatara dalam proses
penuntutan

Keberadaan Pengacara dalam perkara pidana pada hékékatnYa
bertujuan untuk menerapkan ketentuan hukum yang pada akhirnya,
sama dengan tujuan aparat negara pelaksana dan penegak hukum
yaitu ingin menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan dalam
masyarakat. Dengan demikian tujuan pengacara dalam perkara pidana
adalah untuk membantu terdakwa yang sedang terlibat dalam perkara

pidana pada semua tingkatan pemeriksaan.
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Hubungan antara terdakwa dengan pengacara pada tahap
penuntutan, sebenar nya tidak jauh berbeda dengan tahap penyidikan,
namun apabila perkara telah dilimpahkan kepengadilan oleh penuntut
umum, maka pengurangan kebebasan hubungan tersebut antara
pengacara dengan terdakwa dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal
71 dan 74 KUHAP.

Hubungan terdakwa dengan penasehat hukumnya dalam
rangka penyelesaian perkara adalah merupakan hubungan -timbal
balik, yaitu terdakwa secara yuridis formal telah memberikan kuasa
penuh ;.Ja'da. pengacaranya sampai surat kuasa yang diberikan di cabut
oleh terdakwa dengan demikian, sélama surat kuasa masih berlaku
maka segala sesuatu yang menyangkut penyelesaian perkara dalam
proses pembelaan berada pada pengacara.

Kemudlan masalah kehadiran pengacara pada pemenksaan
pendahuluan (penyidikan dan penuntutan) ini dlkaltkaan dengan asas

peradilan yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan secara

sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang disebutkan

dalam Undang-undang Pokok kekuaéaaan Kehakiman, maka kehadiran
pengacara pada pemeriksaan pendahuluan akan membawa pengaruh
positif terhadap kecepatan pelaksanaan peradilan.

Selanjutnya, apabila pemeriksaan pendahuluan (penyidikan dan
penuntutan) sudah selesai, maka penyidik membuat berita acara
pemeriksaan, yang lengkap dan melimpahkan perkara tersebut kepada

penuntut umum untuk diadakan penuntutan.
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Dalam penuntutan ini menurut ketentuan KUHAP méskipun
bantuan hukum masih diperlukan oleh tersangka/terdakwa, teta'pi-r
pengaruhnya tidak begitu banyak karena pada dasarnya pada tahapan
ini pemeriksan itu hanya dilakukan pada berkas perkara yang telah
dilimpahkaan oleh penyidik, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 138
KUHAP yahg berbunyi :

(1). Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik
segéra mempelajari dan menelitinya, dalam waktu tujuh hari
wajib memberi tahukan kepada penyidik apakah hasil pényidikan
itu sudah Iengkap ;tau belum

(2). Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut

umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai . |

petunjuk tentang ha_l yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan
dalam waktu empat belas hari sejak tanggal pene.rimaan berkas

7 penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas itu kepada
penuntut umum. | | |
Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka penulis
berpendapat bahwa pada tahapan penuntutan ini bantuan hukum tidak
ada pengaruhnya pé'da diri terdakwa, karena sifatnya adalah
melanjutkan pemeriksaan berkas perkara dari penyidik- dan apébila
dalam tahap pemeriksaan pendahuluan berjalan secara objektif dan
benar, maka tahap penuntutn akan benar pula, apbila penuntut umum
selesai meneliti hasil pemeriksaan penyidik dan dipandang sudah

cukup, maka penuntut umum melakukar penuntutan  yaitu
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melimpahkan perkara kepengadilan negeri dengan permintaan supaya

diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan.

C.2. Perahan Pengacara Pada Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.
Pelaksanaan bantuan hukum dalam pemeriksaan disidang
pengadilan| adalah merupakan suatu hal yang paling menentukan bagi
terdakwa dalam usaha memperoleh keadilan, karena pada tahap inilah
pengacara | dapat bertindak secara aktif mempertahankan hak-hak
terdakwa dalam memberikan masukan kepada hakim yang mengadili
perkara tersebut, sehingga keputusannya akan mencerminkan keadilan.
Dalam pemeriksaan disidang pengadilan, pembela bersikap aktif
yaitu pembela dapat mempergunakan hak-hak seperti. yang dimiliki oleh
hakim dan |jaksa, fungsi dari pengacara dalam tahapan ini membantu
dalam usaha _menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari
sudut péndang subyektif yaitu berpihak pada kepentingan terdakwa.
Perbedaan |antara hakim; penuntut umum, dan pengacara ialah pada
posisi dan | penilaiannya, séperti yang dikatakan oleh Taperne yang
dikutip oleh|Andi Hamzah, menyatakn bahwa hakim berpangkal tolak pada
~posisinya yang objektif dan penilaiéﬁ yang objektif pula, sedangkan
penuntut umum yang berpangkal tolak pada posisinya mewakili negara
dan masyarakat berpangkal tolak pada pada posisinya yang subjektif,
tetapi penilaiannya objektif, berbeda dengan pengacara ia berpangkal
- tolak pada| posisinya yang. subjekiif karena mewakili kepentingan

terdakwa, penilaiannya yang subjektif pula. Meskipun demikian pengcara
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itu berdasarkan legitimasi yang berpangkal pada etika, ia harus
mempunyai penilaian yang obejektif terhadap kejadian-kejadian disidang
pengadilan.®

Dalam posisi yang demikian, maka pengacara yang memberi
bantuan hukum untuk kepentingan terdakwa dalam pemeriksan disidang
pengadilan sebagai pengontrol agar keputusan yang dijatunhkan kepada
kliennya, oleh hakim adil dan tidak memihak. Kepentingan

masyarakat/negara harus dijamin, tetapi kepentingan/hak terdakwa tidak

- -boleh dikorbankan oleh hakim sebagai penengah antara dua kepentingan

tersebut harus dapat memberikan keputusan yang adil, memperhatikan
tuntutan -masyarakat/negara lewat penuntut umum dan pembelaan
terdakwa mélalui pembelanya atau pengacara.

Selanjutnya "Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa; ....ternyata
suatu tugas yang sahgat berat diberikan kepada meréka(pengacara), yaitu
sebagai‘ penjaga atau pengawal kekuasaan pengadilan. Dengan demikian
kepada pengacara dipercayakan tugas untuk menjamin, agar pejabat-
pejabat _hukur_n di pengadilan tidak melakukan penyelewengan-
penyelewengan yang merugikan hak-hak warga negara.*

Selain hal diatas demi untuk menegakkan hukum, keadilan dan
kebenaran serta kepentingan pembelaan perkara, pengacara juga berhak
mengajukan keberatan-keberatan terhadap pelanggaran KUHAP sebagai

aturan permainan yang harus di indahkan bersama oleh polisi, jaksa dan

43. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985, Hal. 60.
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hakim, tindakan yang demikian itu tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh
seorang terdakwa yang buta hukum. Untuk itulah adanya bantuan hukum
yang sangat bermanfaat bagi terdakwa dalam menghadapi sidang
peradilan pidana.

Namun demikian jika dikaji dari sudut hukum dan masyarakat
memperlihatkan bahwa masalah peranan yang dijalankan itu tidak hanya
ditentukan secara yuridis normatif. Garis-garis pembentuk peranan itu
akan dan menjadi semakin jelas dalam proses pekerjaan timbal balik yang
berlangsung, selanjutnya antara pemegang peranan yang bersangkutan

dengan dunia diluamya juga saling berinteraksi.

44. Satjipto Rahardjo, Hulum, Masyarakat dan Pembangunan, (Pusat Studi Hukum dan Masyarakat,
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang). Penerbit Alumni, Bandung 1980, Hal. 94.



BAB II1

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Perilaku Pengacara Dalam Proses

Bantuan Hukum Pada Perkara Pidana Dikota Jambi

Seorang pengacara baik selaku pemberi bantuan hukum yang
merupakan salah satu penunjang penegakan hukum maupun sebagai
pengontrol proses peradilan pidana, pengacara j’uga tidak luput dari
penilaian masyarakat, baik atau-buruk-penilaian itu tergantung dari sikap
dan pefilaku pengacara itu sendiri dalam memeberi jasanya melayani
masyarakat. .

Idealnya sikap perilaku pengacara harusiah senantiasé konsisten
dengan segala ketentuan perundang-undangan, maupun berbagai
keputusan, peraturan menteri dan kode etik kepengacaraan, karena
hakekat dari pemberi bantuan hukum pidana yakni melindungi individu dan |
masyarakat. Mengingat bantuan hukum menyangkut hak-hak dan martabat
manusia, maka dituntut dedikasi serta tanggqng j_awab‘dari pemberi
bantuan (pengacara) agar -dapat mengaktualisasikan dan meng-
implementasikan segala ketentuan/peraturan yang mengatur masalah
bantuan hukum.

Seperti diketahui perundang-undangan yang mengatur masalah
bantuan hukum sampai saat ini masih berlaku adalah Undang-Undang No. 8

Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang telah diperbaharui
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dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, Undang-Undang No. 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung, kode etik Kepengacaraan, Rancangan
Undang-undang tentang Profesi Advokad Tahun 2000 dan berbagai
peraturan serta beberapa Intruksi dan keputusan selevel menteri.

Berdasarkan hasil pengamatan dan berbagai sumber dari beberapa
infforman bahwa pengacara dikota jambi dalam mengemban tugas
profesinya selalu dipengaruhi oleh hal-hal diluar norma hukum seperti
tersebut diatas, terutama menyangkut masalah sikap dan perilaku dalam
memberi jasa bantuan hukum, cara mereka memberi pelayanan hukum
kepada masyarakat, terutama keberadaannya dalam memebela hak-hak
masyarakat.

Pengécara sebagai salah satu kompeonen penunjang pada Sisitem
Peradilan Pidana dalam melaksanakan tugas prbf’esinya dikota jambi di
pengaruhi oleh faktor /internal dan faktor eksternal, kedua faktor inilah yang

membentuk sikap dan prilaku pengacara itu sendiri. Jika meminjam

" pendapat Meyers Prilaku itu merupakan suatu yang akan kena banyak

pengaruh lingkungan, demikian juga sikap yang di ekspresikan juga

merupakan keadaan disekitarnya dan didalam diri mansuia itu sendiri.
Dalam konteks perilaku pengacara yang seharusnya sebagai

pengawal hak-hak tersangka, bila dikaitkan denéan faktor internal yakni

menyangkut personal atau diri pribadinya dimana pemahaman dan

Bahwa orang dapat mengukur sikap secdra langsung, maka yang diukur adalah sikap yang nampak
dan sikap yang nampak adalah prilaku; karena itu orang dapat menetralisir pengaruh terhadap prilaku
maka dengan jelas bahwa sikap mempunyai kaitan dengan prilaku. Prilaku dan sikap saling
berinteraksi, saling mempengaruhi satu sama lain. (Libat Buno Wagito, Psikologi Sosial (suatu
pengnatar) Andi Offset, Yogyakarta, 1994, Hal. 107.
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pengetahuan akan ilmu hukum vyang dimiliki oleh pengacara yang
berpraktek di kota Jarﬁbi, berdarasarkan pengamatan masiﬁ dangkal, hal ini
terlihat dari cara kerjanya yang selalu kontradiksi dengan berbagai
peraturan perundang-undangan ditambah lagi dengan sikap dan tindak
maupun langkah-langkah yang dilakukannya dalam menahgani proses
perkara pidana bertentangan dengan due proses of /aw, karena masalah
faktor internal ini meliputi juga hal-hal yang berkaitan dengan moral,

Dalam kaitan dengan rhora] pada kenyataannya pengacara selalu
berusaha _gemak_si_r_nal mungkin bagaimana perkara yang sedang
ditanganinya harus “"menang”, dengan kata lain ia sering mengmabil jalan
pintas untuk memenuhi keinginan kliennya, walaupun dengan berbagai cara
dan siasat, kendati harus melanggar norma-norma hukum dan kode etik
kepengacaraan yang sesungguhnya bertujuan mulia yakni mengungkapkan
kebenaran dan keadilan.

Dengan latar belakang ingin memenangkan perkara pengacara selfalu
bertindak menurut seleranya dengan cara melakukan negoisiasi dengan
petugas penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) baik pada tin-gkat
pemeriksaén pendahuluan‘ (benyidikan dan penuntutan) maupun pada saat
pemeriksaan disidang pengadilan.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan (proses penyidikan) sebejum
perkara dilimpahkan ke instansi kejaksaan, atas permintaan kliennya ia
telah berusaha melakukan tindakan non yuridis maksudnya perkara yang

bersangkutan diupayakan jangan sampai ke proses berikutnya (dipotong)

kemudian jika pada tahap pemeriksaan disidang pengadilan bagaimana
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usaha pengacara untuk melakukan loby-loby dengan jaksa agarr dakwaan
terhadap kliennya pada saat disidang pengadilan didakwa dengan
menggunakan pasal yang seringan ringannya, walaupun menyimpang dari
kasus kejahatan yang dilakukan oleh kliennya. Demikian pula dengan hakim
yang mengadili perkara yang bersangkutan tidak luput dari jangkauannya.

Dalam mejalankan peranannya yang demikian itu “sebagai pemberi
bantuan hukum”, seorang pengacara kelihatannya tidak mengambil posisi
yang berlawanan dengan petugas hukum, dalam artian sebagai pengontrol
proses pemeriksaan perkara, melainkan melakukan kerja sama dan bukan
lagi ia harus mempertahankan hak-hak kliennya, sehingga paradikma untuk
mempertahankan dan melindungi hak-hak tersangka berdasarkan norma-
norma hukum telah berobah menjadi “apapun harus saya lakukan” sehingga
*klien saya memperoleh bantuan yang sebaik-baiknya.

Demi keléngsur_jgan huﬁuhgan yang teratur antara sang pengacara
dengan pejabat hukum, ia tidak dapat selalu mengambil sikap yang
berlawanan dengan mereka. Jika meminjam pendapat Edwin Schur dalam
Law and Society , meyatakan bahwa “Kini sang pengacara berubah menjadi
pegawai pengadilan dikatakannya dalam hubungan ini  bahwa;”....

" Pengacara itu falu mejadi bagian dari team yang merampungkan jalannya
proses pengadilan; ia tidak mempunyai keinginan untuk menguji sistem
pengadilan yang berlaku ....", Kemudian ia meyatakan bahwa : “..... dapat
terjadi bahwa hubungan antara pengacara dan penuntut umum jauh lebih

dekat dari pada hubungan antara pengacara itu dengan kliennya sendiri.?

-
*

2. Satjipto Rahardjo, Hukum Masyarakst den Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980, Hal, 96-97,
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Pelayanan pengacara demikian tidak dilakukannya terhadap semua
lapisan masyarakat yang membutuhkan jasanya, tetapi hanya terbatas pada
kelompok masyarakat yang mampu membayar jasanya lebih tinggi. Karena
pengacéra dalam melakukan aktifitas profesinya selalu berorientasi semata-
mata mengharapkan “uang”, sebagai imbalan jasanya.

Kondisi demikian sangat diskriminatif yang berakibat dapat merusak
sikap mental para penegak hukum serta memusnahkan sendi-sendi keadilan
didalam masyarakat, sehingga tindakan pengacara ini dapat dikatakan
tindakan sosial, yang dimaksud dengan tindakan sosial menurut Weber
adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau
arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.?

Selanjutnya Talcott Parsons mencoba menyusun suatu teori
mengenai krangka masyarakat yang berifat menyeluruh dan bertitik tolak
dari tindakan-tindakan individu dengan segala perkaitannya yang luas, yang
terjadi dalam masyarakat. Menurut teori Talcott Parsons, tindakan tidak
dipandang sebagai tingkah laku biologis akan tetapi sebagai tingkah laku
yang mempunyai makna sosial. Tingkah laku individu itu selalu dapat diberi
tempat dalam suatu hubungan sosial tertentu, sehingga ini berarti bahwa

tingkah laku itu merupakan tindakan yang berstruktur.*

Tindakan sosial dimaksud weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarshkan kepada orang
lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat “membatin™ atau bersifat subjektif yang mungkin
terjadi karena di pengaruhi oleh situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja
sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi
tertentu (Libat Goerge Ritzer, Sosiologi Ilmu Berparadikma Ganda, penyadur; Drs. Ali Mandan,
Radjawali Pers, Jakarta, 1992, Hal. 44-45.

Menurut Parsons sistem sosisl ysng luas meliputi sub sistem tindakan-tindakan individu dalam
bidang budaya, sub sistem tindakan individu dalam bidang sosial, sub sistem tindakan-tindakan
mndividu dalam bidang kepribadian dan sub sistem dalam tindakan-tindakan individu dalam bidang
organisme kelakuan. lihat Ronny Hanitijo Soemitro,Studi Hukum dan Masyarcakat, Alummi, Bandung
1985, Hal. 69,
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Tindakan dan perilaku pengacara yang selalu berorintasi pada profit
orfented sudah barang tentu bertolak belakang dengan sistem hukum
ditanah air dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin adanya
persamaan hukum {(eguality before the /aw), Perlakuan diskriminatif
terhadap masyarakat yang memerlukan jasa bantuan hukum pada perkara
pidana dapat menimbulkan ketimpangan dalam mewujudkan keadilan,
karena dengan hadirnya seorang pengacara pada tahap pemeriksaan
pendahuluan (penyidikan dan penuntutan) maupun didalam ruang sidang
pengadilan berdasarkan pengamatan memang ada perbedaan, apakah
terdakwa didampingi oleh pengacara atau tidak, Jika tidak ada pengacara
bukan mustahil ia akan mendapat perlakukan yang kurang wajar dari
petugas hukum.

Untuk menggambarkan tentang hal ini digunakan hasil penelitian
Ismaﬁ dan kawan-kawan (Pelaksanaan Bantuan Hukum Struktural Dalam
Proses Perkara Pidana di Jambi Tahun 1992). Dalam penelitiannya, ia
menemukan bahwa untuk suatu kasus kejahatan ada suatu hubungan
antara tingginya hukuman dan kelas sosial dari terdakwa. Tetapi hubungan
itu segera hilang jika ada seorang terdakwa bagi pengacara, dengan lain
perkataan; mereka yang berasal dari lingkungan yang lebih rendah akan
mendapat hukuman yang lebih tinggi, tetapi sebagian besar dari padanya
ini dapat diterangkan karena tidak adanya seorang pengacara untuk
mendampinginya.

Berdasarkan pengamatan, bahwa dikota Jambi dalam lima tahun
terakhir, jenis kejahatan yang paling tinggi adalah kejahatan konvensional

seperti; pencurian, pembunuhan dan penganiayaan, dimana pelakunya rata-
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rata adalah kelompok masyarakat yang lebih rendah. Kenyataan
menunjukkan pelaku kajahatan seperti ini hampir tidak tersentuh oleh jasa
bantuan hukum dan sangat berbeda sekali dengan jenis kejahatan seperti,
korupsi, penyeludupan dan psikotropika, dimana pelakunya rata-rata dari
kelompok masyarakat menengah keatas dan sudah menjadi kebiasaan
selalu didampingi oleh penasehat hukum. |

Apabila keluarga tersangka/terdakwa yang melakukan kejahatan
konvensional ini meminta jasa bantuan hukum kepada pengacara, harus
terlebih dahulu melakukan tawar menawar, setelah ada kesepakatan
tentang berapa imbalan jasa yang harus diberikan kepadanya barulah ia
melakukan tugasnya untuk mendampingi tersangka. Kendati keluarga
tersangka harus bekerja keras untuk mengumpulkan biaya yang tidak
sedikit demi memenuhi keinginan sang pengacara. Kelompok masyarakat
yang demikianpun kiranyé menjadi sasaran mereka. |

Kehawatiran keluarga tersangka vang melakukan kejahatan
konvensional sehingga harus didampingi oleh penasehat hukum kendati
sifatnya sementara yakni hanya pada waktu tertentu saja, dikarenakan
merasa khawatir terhadap perlakuan oknum penyidik yang selalu
menggunakan kekerasaan pada waktu pemeriksaan tahap penyidikan

(tahap pertama).”

Pada petengahan Tahun 1999 terjadi penyiksaan oleh oknum Polri selaku penyidik texhdap tersangka
yang berinitial IM dan AD yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengaan kekerasan, yang
berakibat tersangka meninggal dunia didalam sel tahanan Polresta 631 Kota Jambi. Atas peristiwa
tersebut menimbulkan amuk masyarakat dengan membakar satu buzh kontor Resort Kepolisian di
wilayzh kediaman tersangka dan dua buah disektor lainya secara serentak. Dengan kejadian yang
demikian membuat keluarga tersangka lainnya merasa khawatir karena asumsi mereka pihak penyidik
dalarni hal ini POLRI melakukan aksi balas dendam, sehingga walaupun dengan susah payah mereka
pun menghubungi pengacara demi untuk keselamatan keluarganya.
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Sebenarnya pada masyarakat kelompok ini secara yuridis formil
mempunyai hak untuk memperoleh jasa bantuan hukum secara cuma-cuma
walaupun tidak dipinta, namun hanya terbatas terhadap kejahatan yang
diancam dengén pidana lima belas tahun atau lebih, pidana seumur hidup
dan pidana mati serta tindak pidana yang mendapat perhatian um‘um, yakni
atas perintah ketua pengadilan negeri setempat dengan menggunakan dana
proyek prodeo. Kasus prodeo yang ditangani oleh pengacara dikota Jambi
relatif kecl karena disamping keterbatasan dana dan frekwensi ancaman
jenis kejahatan ini rata-rata jumlahnya kecil.

Apabila pengacara ditunjik untuk melakukan pembelaan secara
cuma-cuma oleh ketua pengadilan negeri berdasarkan pengamatan dan
berbagai sumber dari informan pengacara tidak menunjukkan sikap yang
serius, hal ini dapat dilihat dari cara kerjanya membuat pledo/ bila dilihat
dari substansi maupun hal-hal yang seharusnya merupakan meringankan
terdakwa belum dapat dikatakan sempurna atau dengan kata lain “asal
jadi”. Selain itu segala sesuatu yang semestinya menjadi hak-hak terdakwa
terabaikan, seperti penangguhan penahanan, kurangnya frekwensi
pengacara untuk menghadiri pada waktu pemeriksaan pendahuluaﬁ (proses
penyidikan dan penuntutan). S

Tidak hadirnya pengacara pada waktu pemeriksaan pendahuluan
terutama pada tahap proses penyidikan, dikarenakan disamping kurangnya
hubungan koordinasi dengan pihak penyidik juga keengganan pengacara
sendiri untuk memberi pelayanan terbaik kepada kliennya, mengingat kasus

ini adalah bantuan hukum prodeo yang dananya sangat terbatas, disamping

harus menghadapi.proses administrasi yang rumit untuk pencairan dana.
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Semestinya kehadiran seorang pengacara pada tahap pemeriksaan
pendahuluan sangat membantu tersangka/terdakwa dari perlakuan yang
tidak manusiawi oleh penyidik dan menenteramkan batin tersangka
tentunya akan jauh dari tekanan-tekanan yang dapat merugikan tersangka.
Kerena proses pemeriksaan awal sangat menentukan sekali pada proses
selanjutnya. Jika pada tahap pemeriksaan awal terjadi pemerasan
pengakuan terhadap terdakwa, kemungkinan peluang terdakwa untuk
membela haknya pada proses selanjutnya akan kecil sekali.

Sungguh ironis sekali perlakuan pengacara yang demikian, maka
suatu hal yang wajar apabila timbul suatu asumsi mas&arakat terhadap
penegak hukum bahwa orang-orang dari lingkunigan yang lebih rendah itu
refatif menghadapi perilaku yang begitu keras oleh pihak petugas hukum.® |

Kenyataan yang demikian akan menimbulkan persepsi masyarakat
yang kurang baik sehingga membuat citra buruk terhadap pengacara
sebagai salah satu komponen penunjang penegak hukum ditanah air,
karena menyangkut perlakuan sikap dan mental dalam _mfenjalankan tugas
profesinya khﬁsus dalam perkara pidana yang cenderung “tidak konsisten”

dengan norma-norma hukum dan etika profesi hukum.

Ruslan Saleh, Dari Lembaran Kepustakean Hukum Pidona, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 6,
Selanjutnya dijelaskan bahwa apabila melakukan perbuatan kriminal dikotak-kotakkan dalam suatu
sub kultur kriminal pula, dan jika benar secara organis memang termasuk kedalamnya itu, mungkin
terlibatnya mereka dengan perlakuan yang demikian itu, dan kemungkinan untuk menjadi recidive
adalah juga besar, oleh karenanya segeralah bertindak secara preventif.
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Tidak konsistennya sikap dan perilaku pengacara terhadap
masyarakat akan menghambat pemerataan distribusi pemberian jasa
bantuan hukum, dimana setiap orang didalam berbagai peraturan
perundang-undangan selalu dijamin dan dilindungi hak asasinya terutama
perolehan jasa hukum dari pengacara, seperti asas yang terkandung
didalam KUHAP, yang memuat tiga khusus dan tujuh asas umum, antara
lain bantuan hukum dimasukan sebagai perlindungan terhadap hak asasi
seseorang. Setiap warga negara (tersangka dan terdakwa) berhak
memperoleh perlakuan sama dihadapan hukum (equality before the law)
dan para penegak hukum harus memperfakukannya dengan praduga tak
bersalah, dengan konsekwensi apabila terjadi kesewenangan ia akan
memperoleh kompensasi atau rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa
negara melindungi harkat dan martabat manusia melalui badan-badan atau
pranata-pranata hukumnya.

Idealnya jika individu-individu petugas hukum, menyimpang dari
norma-norma hukum, hendaknya tidak luput dari kontrol masyarakat,
namun Kenyataan dalam penerapannya menunjukkan bahwa /aw jin the
books berbeda dengan /aw in actior; memang benar apa yang dikatakan
oleh Satjipto Rahardjo, jika . membicarakan persoalan hukum tidak saja
melihat dunia peraturan semata, tetapi menyangkut masalah perilaku
manusia, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum itu hanya akan
dapat berjalan melalui manusia, manusialah yang meciptakan hukum, tetapi
juga pelaksanaan daripada hukum yang telah dibuat masih perlu campur

tangan manusia puia.”

7.

Satijpto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, Tahun 1980, Hal. 70.
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Campur tangan manusia selaku individu-individu yang melaksanakan
peraturan-peraturan sangat dominan dipengaruhi oleh sikap dan perilaky,
tidak sedikit tingkah laku seseorang selalu mewarnai bekerjanya hukum
dalam masyarakat, sebag_aimana halnya dengan perkara pidana seperti
polisis, jaksa, hakim dan petugas restitusi, sebagai penjaga pintu keadilan
yang ditugaskan oleh negara sebagai upaya perlindungan masyarakat dan
individu.

Komponen penegakan hukum diatas dalam melaksanakan fungsinya
merupakan satu kesatuan, yang satu sama lain saling berhubungan untuk
keterpaduan bekerjanya lembaga ini dalam hubungan harizontal yakni harus
memahami dan mengaktualisasikan konsep fujvan dan' konsep kesatuan,
maksudnya adalah semua lembaga yang terlibat dalam proses
penyelenggaraan dan pemberi keadilan harus bergerak kearah satu tujuan
dari keseluruhan sistem katakaniah proses peyélésaian pidana, tujuannya
adalah untuk “memasyarakatkan terpidana” tujuan ini hendaknya menjadi
tujuan  polisi, jaksa, hakim, pengacara dan petugas lembaga
pemasyarakatan.

Sekalipun masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri, namun
semua harus berusaha fnenundukkan tujuan lembaganya kepada tujuan
yang lebih besar tersebut, yaitu fujuan dari keseluruhan sistem, yaitu untuk
memasyarakatkan tersangka dan kemudian membinanya.

Jika lembaga ini berjalan sendiri-sendiri, maka akan merugikan
pencari keadilan dan kualitas keadilan itu sendiri. Akibat yang timbul adalah
tidak sedikit kasus-kasus tanpa diproses kesidang pengadilan atau kalaupun
diputus oleh hakim tentunya bermuatan politis d;m penuh dengan rekayasa

serta bernuansa kolusi.
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Keadaan ini akan bertentangan sekali dengan harapan masyarakat
yang sepenuhnya memepe}cayai hak-haknya kepada petugas hukum untuk
memperoleh keadilan, kondisi yang demikian akan menimbulkan ketidak
percayaan masyarakat terhadap hukum, peristiwa ini ditandai dengan
berbagai tindakan masyarakat yang main hakim sendiri.

Masyarakat kita adalah masyarakat yang agamais, terkenal ramah

- dan mempunyai kultur serta akhlak yang baik, kendati ia bersifat pluralisme,

akan tetapi akibat akumulasi rasa kecewanya kepada penyelenggara negara
(terutama penegak hukum), sering kali kelompok masyarakat ini akan
menajadi ‘bringas” dan bertindak diluar norma-norma hukum, hal ini
disebabkan oleh demokrasi dan keadilan sosial belum di implementasikan
secara konsisten oleh penguasa. Karena demokrasi dan keadilan sosial
adalah syarat agar persatuan bangsa yang pluralis dapat dipertahankan dan
bahkan dikembangkan kearah kehidupan masyarakat yang terbuka,
seimbang, dinamis dan positif.®

Selain itu sarana hukum dan kelembagaan hukum yang disediakan
untuk memproses seorang yang ditangkap melakukan kejahata.n tidak

digunakan, berarti hukum tidak efektif. Kerena salasatu fungsi esensi

- hukum menurut Bredemeir yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo adalah

sebagai alat untuk mengintegrasikan antara kepentingaan masyarakat yang

Franz Magnis Suseno, Kuasa dan Moral, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 2000, Hat
97.. Selanjutnya ja menyatikan bahwa hanya dalam suasana terbuka dimana harapan, tuntutan,
kritikan dan penolakan masyarakat dapat terungkap dengan bebas, dan apabila pembangunan pada
hakekatnya tidak melanggar perasaan keadilan masyarakat, masyarakat dapat membuka diri dan terus
menerus memperluas jangkauan komunikasi sosialnya,
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berbeda agar tidak berkembang menjadi konflik dan anarki, kemudian ia
harus diterima oleh masyarakat untuk menjatankan fungsinya itu.’

Hal ini berarti, bahwa anggota masyarakat harus mengakui, bahwa
institusi itulah tempat dimana pengintegrasian berbagai kepentingan
(termasuk deviant behavior) dilakukan dan oleh karenanya orangpun harus
bersedia menggunakan dan memanfaatkannya. Jadi, orang tidak membuat
dan menerapkan hukum sendiri dengan melakukan pengadilan massa dan
tindakan eigenrichting.

Oleh karena itu sangat diperlukan perilaku seorang penegak hukum -.
yang memiliki sikap demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
Untuk merealisasikan demokrasi dan keadilan sebagaimana yang telah
dijanjikan didalam 'Undang-Undang, kehadiran pengacara sebagai pengawal
hak-hak tersangka dan beﬂindungan hukum bagi masyarakat vyang
membutuhkannya, kiranya tidak banyak memberi kontribusi kepada pencari
keadilan karena dilatarbelakangi keberpihakannya kepada golongan tertentu
dan luntur sik_ap idialis seorang lawyer yang sejati, sehingga pada akhirnya
jasa pemberian bantuan hukum me_rupakan suatu “komoditi” yang dapat
diperjual i;élikan, selanjuinya hanya mengikuti kehendak orang vyang
mampu membayar jasanya lebih tinggi.

Sikap moral vang demikian itu adalah moralitas yang subyektif

dimana moralitas yang memandang perbuatan ditinjau dari kondisi

’

Moh Jamin, Fenomena Pengadilan Massa Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Dalam Wajah Hukum
di Era Reformasi (Kumpulan Tulisan Hmiah Menyambut 70 Tzhun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH),
PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, Tahun 2000, Hal. 110.
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pengetahuan dan pusat perhatian pelakunya, latarbelakangnya, stabilitas
embsionalnya, serta perilaku personal lainnya.!®

Bila diamati latar belakang, penguasaan ilmu hukum dan stabilitas
emosional pengacara yang berpraktek di kota Jambi terutama Lembaga
Bantuan Hukum yang tergabung dalam IPHI (lkatan Penasehat Hukum
Indonesia) DPD Cabang Kota Jambi, rata-rata tingkat intelektualitasnya
relatif masih dibawah standar seperti yang dikehendaki oleh prinsip kode
etik kepengacaraan, maksudnya adalah belum ditemukan sosok seorang
pengacara yang ideal dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh
etika profesi hukum.

Terjadinya hal semacam ini dikarenakan para pengacara, belum
memiliki pengalaman beracara dan pada umumnya mereka yang baru
meyelesaikan kuliah pada Fakultas Hukum (S1) memilih menjadi pengacara
sebagai kerja alternatif, karena peluang/pasar untuk memperoleh pekerjaan
disektor lain susah di dapat.

Disamping itu untuk memperoleh izin praktek beracara dari

pengadilan tinggi Jambi hanya dilakukan penyeleksiannya melalui tes

tertulis, apabila yang bersangkutan lulus maka dengan sendirinya mudah

untuk mendapatkaan izin prakitek beracara, dengan perkataan lain
penyeleksian untuk calon pengacara tidaklah seketat seperti penegak

hukum lain {polisi, jaksa dan hakim).

10.

Disamping moralitas ini bersifat intrinsik yang menetapkan sebuah perbuatan baik atau jahat/buruk
secara terpisah tanpa terlepas dari ketentuan hukum positif yang ada. Moralitas ini menilai pemuatan
sebagai benar atau salah didasarkan atas esesnsi perbuatan esensi itu sendiri, bukan karena
diperintahkan oleh hukum (Lihat. E. Sumaryono, Efika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak
Hujum, Kanisius, Yogyakaerta, Tahun 1995, Hal. 51-52).
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Dengan demikian dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah pengacara
yang berpraktek di kota Jambi meningkat drastis bagaikan jamur di musim
hujan, semula berjumlah dua puluh lima, namun hingga saat ini secara
keseluruhan berjumlah 85 (delapan puluh lima) lembaga bantuan hukum.
Sebagai konsekwensi dengan situasi dan kondisi diatas, maka tidak
jarang menimbulkan berbagai peristiwa yang pernah terjadi di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Jambi dan berakibat sangat memalukan profesi

pengacara itu sendiri. Seperti pada kasus Nazirin Lazie dan Kasus

Novianto Kedua kasus ini akan penulis uraiakan secara singkat, sebagai.

berikut;

Kasus dengan nomor perkara : Reg. PERK .PDM. 076/1B1/2001. atas
' ~ nama Nazirin Lazie, pekerjaan pengacara, bahwa yang bersangkutan pada
-tal.'lun 1998 membela kasus perdata, menerima kuasa hukum dari seorang
kliennya benarma M. szak selaku tergugat sebidang atas tanah warisan
yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sebelum sidang

pertama dimulai hakim menyarankan agar kasus ini diselesaikan secara

kekeluargaan mengingat para pihak masih ada hubungan fam_ili, ternyata

saran dari hakim tersebut disetujui oleh penggugat atas nama H. Ismail
vang tidak diwakili oleh kuasa hukum, akhirnya kasus tersebut tidak
dilanjutkan dan diselesaikan diluar sidang pengadilan.

Mengingat kasus ini tidak dilanjutkan, pihak tergugat memberikan
uang jasa lbantuan hukum kepada kuasa hukumnya hanya sekedar saja,

sang pengacara tidak mau menerima uang pemberian kliennya yang
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dianggapnya terlalu kecil dan merasa dilecehkan, kejadian ini membuat
pengacara marah dan merasa tidak puas lalu menahan semua surat-surat
berharga milik kiienya sendiri.

Kemudian terjadi perang mulut dilanjutkan dengan perkefahian
sehingga peristiwa ini akhirnya menimbulkan luka pada korban (kliennya
sendiri) dan kasus inipun yang membawa pengacara (Nazirin Lazie) kemeja
hijau selaku terdakwa.

Pada waktu perkara tersebut diatas diperiksa pada tahap penyidikan,
semua pengacara vang tergabung dalam IPHI DPD Provinsi Jambi,
mengadakan unjuk rasa dan membuat pemyataan sikap yang intinya
penolakan atas penahanan fersangka dan mohon untuk di tangguhkan
penahanannya, karena menurut organisasi profesi yang ada di Jambi ini
perbuatan tersangka adalah perbuatan biasa dan tidak periu dftéhan.
Pernyataan sikap ini ditanda tangani oleh lima puluh enam pengacara yang
sekaligus sebagai pembela fersangka.

Sebenamya pada saat bersamaan sedang berlangsung pemeriksaan
{penyidikan) kasus penganiayaan yang korbannya a'dalah_‘ isterﬁ dari salahr
satu pengacara yang tergabung dalam anggotal IPHI cabang | Jambi,
tersangka pada kasus ini semestinya didampingi oleh pengacai'a praktek
yang tergabung dalam IPHI cabang Jambi hal ini berdasarkan surat ketua
Pengadilaan Negeri Jambi, tanggal 29 Spetember 1998 No. 12/PN/PRO/3BI/
1998 yang telah menunjuk salalj! satu pengacara organisasi profesi ini untuk
memberikan bantuan hukum cuma-cuma (prodeo) kepada tersangka

mengingat ancaman pidananya lebih dari limabelas tahun. Hal ini atau surat
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penujukan dari ketua Pengadilan Negeri tersebut ternyata tidak digubrisnya
malah membuat pernyataan di media massa lokal bahwa IPi;iI Cabang
Jambi menolak dengan keras untuk mendampingi tersangka. Akhirmya
pembelaan tersangka pada kasus ini dialihkan oleh ketua Pengadilan Negeri
ke Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Selanjutnya kasus Novianto dengan perkara nomor 26/Pid/2001/PT.
JBI (sampai saat ini telah diputus pada tingkat banding). Novianto adalah
pelaku tabrak lari pada tanggal 3 Sepetember 1999 yang mengendarai
kenderaan roda empat_, _I_<§_|_rena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang
lain. Pada saat kejradian banyak saksi mata yang melihat plat nomor polisi
kenderaan yang dipakainya, namun wajah pelakunya (sopir) tidak diketahui,
setelah dilacak oleh pihak POLRI ternyata kenderaan tersebut milik seorang
pejabat dan kenderaan itupun keesokan harinya diamankan oleh pihak yang
berwajib, sedangkan pelakunya belum diketahui. Atas peristiwa tersebut
keluarga pelaku menghubungi seorang pengacara untuk meneyelesaikan
kasus ini, atas inisiatif pengacara, Noviato (pelaku) disarankan untuk pergi
meningga!kah kota Jambi untuk beberapa waktu dan sebagai ganti pelaku
dicari seorang yang mau dibayar. yaitu bernama Agong untuk mengakui
perbuatan si pelaku. Setelah di introgasi oleh pihak Polisi akhirnya Agong
mengakui bahwa ia dibayar oleh keluarga Pelaku (anak pejabat di kota
Jambi) sebesar sepuluh juta rupiah. Perilaku/perbuatan pengacara ini
akhimya merepotkan dan menyusahkan dirinya sendiri yang oleh Polisi dia
dikenakan pasal pidana, yakni bekerjasama untuk menghilangkan barang

bukti.
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Dua kasus diatas banyak sekali mendapat tanggapan atau respons
dari masyarakat, terutama dikalangan akademik maupun tokoh masyarakat,
terhadap kinerja maupun sikap/perilaku pengcara yang demikian. Yang
pada intinya beranggapan bahwa SDM pengacara dikota Jambi dari segi
penguasaan iimu hukum masih relatif rendah dan selalu berorientasi pada
uang, hal ini dikarenakan pengacara tersebut masih muda belum banyak
péngalaman untuk membela perkara, atau dengan kata lain sebenarnya
mereka ini masih dalam tahap proses pe;"natangan yaitu masih magang dan
belum mampu langsung menjadi pengacara. Selain itu kemampuan dibidang
ekonomi réta-rata relatif masih bélum begitu baik/mapan.

Peristiwa atau kejadian tersebut diatas sangat erat berhubungan
dengan kontinggensi penghasilan. Karena pada kasus ini terlihat para klien
menyetujui untuk membayar sejumiah uang dengan harapan perkaranya
terselesaikan dan yang bersangkutan tidak mau bertele-tele berhubungan
dengan petugas hukum. Dengan kondisi seperti ini hubungan antara
pengacara dengan Kiiennya bisa menjelma menjadi hubungan “partner-
shfjd’-‘ dalam huﬁuﬁéan bighis, .hal ini kiran;(a mendorong para pengacara
untuk memenangkan perkara supaya dapat memperoleh imbalan finansial
yang tinggi, walaupun harus melakukan dengan berbagai cara.

Sementaré proses komersialisasi itu dengan menunjuk suatu proses
'yang disebut sebagai penggantian tujuan, maksudnya apa yang semula

hanya merupakan suatu sarana pembantu untuk sampai pada tujuan kini
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berobah menjadi tujuan. Tegasnya, bila pekerjaan pengacara itu menunfut
suatu ketidak ketergantungan aéar dapat menjalankan fungsi pengawasan
dengan baik, masalah kevangan tidak boleh menjadi tujuan.

Penghasilan pengacéra vang bersifat provid oriented terhadap
penyelesaian perkara tidak selalu dikecam oleh masyarakat terutama pada
masyarakat lapisan bawah, karena disamping rendahnya tingkat
pengetahuan masyarakat terhadap hukum kemudian selama ada orang
miskin yang dibelanya secara prodeo tentunya tidak perlu dipungut biaya,
selama itu pula ia berlindung dibalik kasus tersebut, seakan-akan ia
(pengacara) adalah seorang profesi hukum yang mementingkan hak-hak
masyarakat apalagi terhadap kasus yang menjadi perhatian publik.

Masalah yang berkaitan dengan rendahnya pengetahuan maupun
pengalaman pengacara dibidang hukum, hal ini tidsk sejalan dengan
prinsip-prinsip pengacara sebagaimana pernah diungkapkan oleh Harjono
Tiitrosobono pada seminar nasional K 2-SM FHUI April 1992, dengan
makalahnya yang berjudul “Peranan Pengacara Dalam Penegakan Keadilan
Berdasarkan KUHAP” menyatakan bahwa; prinsip-prinsip  seorang
pengacara yang ideal adalah :

a. Harus didasarkan ilmu pegetahuan tinggi yang dimiliki oleh seorang
sarjana hukum.
b. Harus mempunyai kecakapan yang tinggi untuk menerapkan iimu

pengetahuannya.

11. Satjipto Rahardjo, Op. Cit. Hal. 97.
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¢. Harus mempunyai dedikasi yang tinggi untuk menjalankan profesinya.
d. Harus mempunyai rasa- tanggungjawab dan berbakti kepada
masyarakat. |
e. Harus memiliki moral atau etika yang luhur dan cita-cita yang tinggi,
sesuai dengan aspirasi mésyarakat.
f. Harus mempunyai watak yang jujur.
g. Harus menjunjung tinggi lembaga peradilan.
h. Harus menjunjung tinggi keadilan.
i. Harus ada organisasi yang mempertahankan, - memelihara dan
meningkatkaAn mutu profesi sesuai dengan ciri-ciri dan syarat profesi.
j. Memberi jasa-jasa kepada masyarakat dengan atau tanpa bayaran.
lSeIain itu Soemarno P. Wirjanto juga mengharapakan seorang
pengacéré yang cakap dan terampil serta terjamin kecakapan ilmu
hukumnya, kecakapan tehnik pembelaannya dan yang terpenting; terjamin
kejujurannya atau Ethik profesinya.™
Prof. Satjipto Rahardjo dalam salah satu majalah pernah mengajukan
kritik terhadap_ profesi Advokad di Indonesia. Atas kritik ini salah seorang
pimpinan Persatuan Advokad Indonesia melakukan pembelaan yang
diéebarkan melalui internet antara lain sebagai berikut :
- Peru dipertanyakan apa parameter dan metode risetnya sehingga
sampai pada kesimpulan yang demikian itu apalagi jika profesi Advokad

dikaitkan dengan profesi lain seperti dokter.

12. Mr.Soemarno P. Wijanto, Profesi Advokad, Alumni, Bandung, 1979, Hal. 107.
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Kritik terhadap profesi Advokad hendaknya disampaikan tidak dalam
bentuk sindiran dan dengan cara melakﬁkan Judgement tanpa dasar
yang jelas melainkan dengan cara dan norma yang santun dan
mendidik.

Setiap organisasi profesi memiliki perangkat pembinaan disamping
dewan kehormatan yang masing-masing akan menjaga agar nama baik
dan reputasi organisasinya tidak tercemar.

Menerima upah bagi seorang Advokad bukanlah bisnis dalam pengertian
bisnis pada umumnya yang mengandung risiko rugi, bahkan berbisnis
untuk menjadi kaya. |

Upah bagi Advokad selain sebagai sumber nafkah bagi diri dan
keluarganya juga untuk mendukung biaya operasional kantor dan
transportasi.

Yang banyak muncul sekarang adalah Advokad selebritis yang banyak
dianggap hanya membela kepentingan kliennya dengan mengabaikan
faktor idealisme yang ada dalam kode etik profesi.

Penyand.ang provesi Advokad, seharusnya terpanggil oleh hati nuraninya
dalam mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah.

Kode etik Advokad antara lain juga menggariskan agar sekarang
advokad tidak membela seseorang bila diketahuinya bahwa untuk
perkara itu tidak ada dasar hukumnya.

Dengan konsep profesi pengacara seperti yang diuraikan diatas,

maka mereka yang memberi jaéa—jasa hukum yang tidak memenuhi syarat-

syarat dan ciri tersebut tidak termasuk golongan yang menjatankan profesi
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pengacara oleh karena ciri-ciri dan syarat-syarat tersebut merupakan
kreteria dan dasar untuk “aturan permainan” atau “rule of games” aari
aturan-aturan kode etik yang mengikat dan menguasai semua mereka yang
termasuk profesi pengacara.

-~ Kenyataan menunjukkan bahwa, kendati hal-hal yang diuraikan
diatas sebagian besar telah dirumuskan didaiam kode etik kepengacaraan
vang saat ini masih berlaku maupun yang ’éerdapat didalam Rancangan
Undang-Undang Advokad Tahun 2000 seperti yang tercantum pada Pasal 4
ayat 1 dan 2 (sumpah_Profesj),‘ Pasal 6 huruf b, ¢, d, e. Yang kesemua
itemnya itu menyangkut masalah tingkah laku pengacara dan tindakan yang
seharusnya dilakukan oleh kelompok organisasi profesi ini.

Dalam prakteknya semua aturan ini belum dapat di
implementasikannya secara konsisten, apalagi menyangkut masalah
pengawasan terhadap para pengacara.

Di Indonesia, pengawasan terhadap pengacara dilakukan oleh ketua
pengadilan negeri, sesuai'dengan surat kesepakatan bersama No. KMA/
005/V11/1987 No M.03-PR.008.95 Tahun 1987 Tanggal 6 Juli 1987 tentang
tata cara pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri penasehat hukum
dilakukan oleh ketua pengadilan negeri. Surat ini ditandatangani oleh
Menteri Kehakiman dan Mahkamah Agung.

Berdasarkan pengamatan, pengawasan dan penindakan terhadap
pengécara yang berpraktek di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi,
terutama terhadap mereka telah melakukan penyimpangan sesuai dengan

keputusan bersama diatas, ternyata sanksi yang diberikan oleh ketua
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pengadilan negeri setempat hanya sebatas teguran/peringatan atau diskors
untuk dalam waktu beberapa lama (bersifat sementara saja) seperti pada
kasus dua orang pengacara diatas (Nazirin Lazie dan Evi Yani pengacara
Novianto). Senada dengan kenyataan ini sebagaimana dikemukakan oleh
Soerjono Soekanto, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan
dimana para pengacara itu melakukan penyimpangan terhadap perkerjaan
mereka, adalah teguran, denda atau pemberhentian sementara dari jabatan
mereka sampai selama-lamanya tiga bulan.

Disamping itu dikarenakan pihak pengadilan sebelum menetapkan
suatu sanksi, selalu meminta pendapat maupun pertimbangan dari
oraganisasi profesi ini, sudah barang tentu sudah bisa diduga sebelumnya
bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan bersifat ringan. Kendati kesalahan
yang dilakukan oleh pengacara sudah dapat dikategori sangat berat yakni
melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku, seperti perlakuannya dalam menangani kasus-kasus sebagaimana
vang teiah di ungkapkan diatas.

Harus diakui bahwa masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran
terhadap konsep idiil dan kode etik profesi yang dilakukan oleh pengacara
itu sendiri, sehingga masih memeriukan upaya-upaya konsolidasi dan
kristalisasi nilai-nilai idiil dan etis dalam sikap dan tingkah laku para

pengacara, vang tidak dapat terwujud dengan seketika, akan tetapi

13.

Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Tinjavan Sosio Yuridis, Ghalia Indonesia, 1983, Hal. 75.
Selanjutnya dalam pengetrepannya sekarang, hukuman yang terakhir tersebut, apabila dijatubkan oleh
ketua pengadilan negeri, téntunya hanya berlaku sekedar mengenai kewenangan pengacara itu ber
praktek di pengadilan negeri itu saja dan tidak mengurangi kewenangannya untuk menghadap di
pengadilan-pengadilan neger lainya.
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memerlukan proses kesadaran yang preventif dan proses pemberian sanksi
yang refresif, kemudian harus diléksanakan secara kolektif dan saling
menunjang.

Disamping itu kesulitan dalam bidang pengawasan ini akan menjadi
rumit dikarenakan organisasi profesi ini terpecah menjadi beberapa bagian

seperti', Ikatan Advokad Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokad Indonesia

(AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), dan Asosiasi Konsultan -

Hukum Indonesia (AKHI), sehingga pengawasan prakiek pengacara dan

kode etik sangat lemah, sebab seorang pengacara dipecat/diskors karena

melanggar kode etik kepengacaraan dapat pindah ke organisasi lainnya

untuk menghindar dari sanksi organisasi profesi. Setiap hukuman dari
organisasi selama ini jadi mandul dan tentunya hal ini akan membawa
akibat buruk untuk menegakkan kode etik kepengacaraan untuk menjaga
mutu profesional pengacara. Pada akhirnya kepentingan masyarakatiah
yang dirugikan karena mutu pemberian jasa hukum menjadi rendah.
Kemudian bila dilihat dari segi sanksi terhadap pelanggaran atas
norma-norma profesi pengacara, tidak mempunyai efek akibat hukum dan
sosial. Dalam realita sekarang sanksi itu dilakukan oleh Menteri Kehakiman
dan Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum, Pasal 54 Jo Undang-undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 36, yang menurut hemat penulis
masih perlu dijabarkan lebih lanjut dalam undang~undang Kepengacaraan

tersendiri. Sehingga profesi pengacaraa ini setara dengan institusi penegak
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hukum lainnya, akan tetapi Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman telah
mengatur hal ini dalam peraturan pelaksana yang dikenal dengan Surat
Keputusan Bersama;

Disamping faktor internal sebagaimana telah diuraikan diatas, faktor
ekstemal juga mempengaruhi sikap dan perilaku pengacara dalam
menjalankan tugas profesinya, berdasarkan pengamatan dan berbagai
sumber dari informan bahwa masih ada petugas hukum yang bersikap
konfrontatif terhadap pengacara dan menganggap pengacara sebagai
konkuren, sebagai openen dan lawan, yang menghambat dan mempersulit
jalannya proses pemerikéaan pada perkara pidana, pada prinsipnya sangat
merugikan kepentingan pelaksanaan penegakan hukum, yang tepat, adil
dan benar serta merugikan para pihak pencari keadilan.

Keadaan ini akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis
antara para penegak hukum dengan pengacara dalam menangani perkara
pidana, hubungaan kerja sama yaitu pada waktu pengacara hadir pada
semua tingkatan pemeriksaan akan berubah menjadi hubungan yang saling
mencurigai, seperti pada waktu pemeriksaan pada tingkat penyidikan
" kemungkinan ~hubungan kerja sama itu berubah menjadi hubungan
bersitegang. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus-kasus praperadilan
| yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang sefiap
‘tahunnya cenderung meningkat.

Disamping itu telah terjadi bentuk-bentuk hubungan sebagaimana
" disebutkan diatas, _pexjundéng:undangan kita telah mengatur/mengenal

bentuk hubungan lain, yaitu hubungan pengawasan . Maksudnya kehadiran
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pengacara dalam memeriksa diawasi, yaitu oleh polisi selaku penyidik
dalam mpemeriksaan pendahuluan. Disini polisi mengawasi hubungan
tersangka dengan penéacara. Adanya hubungan pengawasan terseb.ut, hal
ini berarti bahwa pengakuan hak bantuan hukum dalam perundang-
undangan kita masih didasarkan pandangan bahwa kehadiran pengacara
dalam pemeriksaan/proses penyelesaian perkara lebih banyak akan
menghambat/mempersulit ialannya pemeriksaan dari pada membantu
melancarkan pemeriksaan untuk mencari kebenaran materiil. Karena hal-hal
itulah mungkin pembentuk undang-undang merasa perlu bahwa hubungan
antara pengacara dengan tersangka periu diawasi secara ketat. (sesuai
dengan Pasal 71 KUHAP). | | |

Terdapatnya hubungan pengawasan oleh polisi‘ selaku l'pe.n_yidik
terhadap pengacara, akan mengakibatkan kuranghnya kebébasan
pengacara dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka. Selain itu
juga, telah terjadi pergeseran hubungan yang semula séderéjat/sejajar
" dalam merealisasi hak banbua_n hukum menjadi hubungan yané tidak
sejajar, posisi pengacara seolah-olah berada dibawa kobrdinasi POLRIgdlan
hal ini tentunya sungguh bertentangan dengan sistem'pehyeleng-garaan
hukum pidana. | ..

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, §ebagaiméha yang
dikehendaki oleh pandangan yang fungsional bahwa masmg—masmg alat

penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan yang se]a]ar/sederajat 4

14. Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1986, Hal. 125.
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Kedudukan yang sama sebagaimana telah dimuat didalam ‘undang-
undang hukum acara pidana merupakan perwujudan hubungan antara
lembaga yang sa'[ing mengontrol jalannya proses perkara dengan satu
tujuan dan satu visi yakni peﬁegakan hukum pidana sesuai dengan
kewenangan masing-masing, masalah ini yang sering disebut dengan
pengawasan harizontal.

Lain halnya dengan pandangan dan sikap hakim maupun jaksa selaku
penuntut umum yang masih punya asumsi bahwa pengacara bukan sebagai
komponen penegakan hukum pada proses perkara -pidana melainkan
sebagai "froubles makers” didalam persidangan saja. Sikap dan pandangan
demikian akan melahirkaan rasa curiga dan antipati hakim maupun
_penuntut umum terhadap pengacara, sehingga keluarlah keputusan hakim
y‘an-g bersifat memihak.

Hal ini pada kenyataannya hakim sering melakukaan keputusan
berdasarkan tuntutan jaksa (requistoir maupun replik) ketimbang medeﬁgaf
pledoi maupun duplik yang dilontarkan oleh pengacara.

DI__Iain kasus seandainya pengacara mengajak hakim atau._ple.nuntut
umum untuk berkompromi dengan hakim maupun jaksa dan
menyetujuinya, sikap setuju dari hakim dan jaksa bertanda bahwa kualitas
moralnya yang rendah juga pada diri penegak hukum ini muncul rasa
cemburu terhadap besarnya hasil pengacara dalam menangani suatu kasus,
kendati tunjangan pejabat penegak hukum ini rata-rata lebih tinggi dari

pada pegawai negeri lainnya. Keadaan ini pada akhirnya akan merugikan




masyarakat yang mengharapkan nasibnya kepada penegak hukum,
tentunya apabila hal yaﬁg demikianwsering terjadi maka sudah barang tentu
akan membawa citra buruk para penegak hukum dimata masyarakat.

Kemudian yang berpengaruh sikap dan perilaku pengacara pada
faktor eksternal lainya adalah; pengacara acap kali memperpanjang proses
perkara yakni melakukan upaya hukum baik tingkat banding maupun
tingkat kasasi. Spekulasi yang dilakukannya ini tidak melihat kelemahan
kasus yang ditanganinya, maksudnya tanpa melakukan upaya hukum
sebenarnya ia sudah menduga isi keputusan hakim pada tingkat banding.
Hal ini dilakukan oleh pengacara tersebut karena memenuhi kehendak
kiiennya, sehingga ada peluang untuk melakukan “bergaining’ dengan
hakim yang menangani perkara pada tingkat banding maupun tingkat
kasasi.

Tindakan pengacara yang demikian tentunya akan mengésankan
kliennya dan tidak segah—segan mengeluarkan biaya tinggi demi untuk
memenangkan perkara, atau setidak-tidaknya dapat mengurangi hukum
terdakwa. Kondisi ini tanpa disadari oleh klien itu sendiri bahwa proses
perkara yang panjang ini akan merugikan dia sendiri, karena disamping
memakan waktu lama dan biaya tinggi. Lebih penting lagi denga"r_\ sikap
pengacara yang demikian adalah penilaian terhadap profesi hukum semakin
menurunkan kredibilitas maupun reputasinya dimata masyarakat.

Berhadapan dengan penilaian masyarakat yang demikian itu,
segoiongan orang berpendap_at; bahwa masyarakat tetap harus mengakui

adanya moralitas dan imoralitas pribadi yang sudah barang tentu berkaitan
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erat dengan hukum untuk mengaturnya. Seperti pendapat Philip Selznick
dalam bukunya Law society, and Industrial Justice menyatakan bahwa
dewasa ini dapat dikenali adanya konflik dua pandangan dalam hukum,
yang pertama melihat hukum sebagai suatu yang harus diterima begitu
saja; sedangkah yang kedua, yang berpandangan idealitis berpendapat
bahwa hukum itu mencita-citakan tercapainya tujuan moral.®®

Dengan demikian pandangan ini menuntut agar hukum lebih dari
sekedar menjalankan kontrol dan memelihara ketertiban saja, melainkan

menginginkan agar hukum mempunyai nilai yang lebih kaya lagi. Oleh

karena hukum itu dalam dirinya mengandung nilai-nilai tersendiri; maka ia

tidak dapat dibeli dengan harga yang bagaimanapun juga. Dalam keadaan
yang demikian, maka hukum akan melakukan pembatasan-pembatasan
terhadap dijalankannya kontrol sosial. Semakin masyarakat mengaitkan
hukum dengan niiai-niiai yang harus diwujudkan, semakin besar peranan
hukum itu didalam melindungi hak-hak manusia, maka akan semakin jelas
pula tegangan yang terjadi antara hukum dan ketertiban.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sikap dan pandangan-pandangan
yang tidak profesional terhadap seorang pengacara bukan hanya datang
dari "peneg“ék hukum itu sendii'i, namun dari kalangan masyarakat turut juga
mewarnai penilaian ini. Masyarakat dimaksud selain pihak korban yang
semata-mata memandang penasehat hukum sebagai pembela crang yang
telah berbuat salah, justru keluarga terdakwa sendiri menganggap

pengacara sebagai froubles maker.

~
’

15.

Satjipto Rahardjo, Op. Cit Hal. 79-80 . Pandangan yang pertama juga disebut sebagai fimgsional dan
melibat hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan problem-problem praktis. Berlaianan dengan itu
pandangan idealis mengantungi bukum dengan harapan dan janji.
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Karena keluarga tersangka sangat curiga kepada pengacara, dimana asumsi
mereka bahwa pengacara akan menghabiskan biaya untuk membayar jasa
hukumnya apalagi ia adalah orang yang tidak mampu padahal sang
pengcara telah/akan memperoleh dana melalui perkara prodeo.

Dengan prasangka vyang demikian untuk memngurangi beban
terdakwa dari pada memakai pengacara lebih baik melakukan perundingan
dengan penuntut umum, sebab menurut pandangan mereka penuntut
umum lebih mempunyai kewenangan dan hak ketimbang pengacara apalagi
dalam melakukan pengaturan penuntutan.

Sehingga kesempatan ini tidak disia-siakan oieh penuntut umum
untuk menarik simpati keluarga terdakwa dengan meyakinkan keluarga
terdakwa bahwa posisinya didalam sidang pengadilan sangat strategis, baik
untuk mengatur tuntutan maupun putusan, sedangkan penasehat hukum
hanya pelengkap. untuk selanjutnya penuntut umum meminta kepada
keluarga terdakwa sejumiah uang dengan menjanjikan dalam persidangan
nanti diputuskan terdakwa akan dibebaskan.

Sementara penasehat hukum dalam 'aiinasisnya ‘yang didasarkan
pada fakta-fakta didalam persidangan, menilai bahwa dalam kasus tersebut
bukaniah merupakan tindak pidana dan oleh karenanya terdakwa harus
dibebaskan dari segala tuntutan (outslag van alle rechts’vervo@mg).

Sebenarnya tanpa memberikan uang kepada penutut umum
terdakwa tidak dijatuhi pidana. Kondisi yang demikian tidak d_imengerti oleh

keluarga terdakwa di karenakan tidek memiliki pengetahuan hukum dan
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tetap mempunyai penilaian buruk terhadap pengacara. Masaiah
keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap hukum ini akan
menimbulkan praktek-praktek kolusi atau pemerasan oleh aparat penegak
hukum, sehingga hal ini akan menghambat penegakan supremasi hukum
maupun tatanan sistem hukum pada sistem peradilan pidana.

Memang suatu kenyataan bahwa sistem hukum yang formal itu
berbeda dengan hukum dalam kenyataan, sehubungan dengan hal ini
dikemukakan oleh Dias, bahwa sistem hukum yang formil harus dibedakan
tegas-tegas dari sistem hukum vyang dalam kenyataannya tengah
beroperasi, justru didalam EemBe;j:;an yang begini inilah sejauh
menyangkut hukum yang diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa
harus diakui betapa banyaknya subjektifitas yang mungkin akan masuk.'®

Sehingga dalam beberapa hal penerapan hukum adakalanya masih
membedakan status sosial dan membingungkan masyarakat, oleh karena
hukum yang ada berpariasi menurut masyarakat dimana hukum tersebut
berlaku. Senada dengan hal diatas Daniel S. Lev menyatakan “adapun yang
merupakan hukum adalah praktek sehari-hari dari pejabat hukum”, seperti
hakim, jaksa, polisi dan pengacara. Oleh karena itu apabila kelakuan itu
berubah, maka tidak jarang hukumpun ikut bertjb‘ah.17 | |

Selanjutnya penilaian masyarakat terhadap pengacara disamping
selain dipengaruhi oleh kedua faktor diatas, temyata cara pelayanannya

juga merupakan hal yang tidak luput menjadi sorotan masyarakat.

16. Clarence J. Dias, Op. Cit., Hal. 8. . _
17. Sosjono Seckanto, Perspektif Teoritis Study Hukum Dalam Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta

1983, Hal. 13,
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Berdasarkan pengamatan dan berbagai sumber dari beberapa
informan bahwa pelayanan hukum yang diberikan oleh pengacara kepada
masyarakat selalu didahului dengan proses tawar menawar atas imbalan
jasa/bayaran dari kliennya. Umumnya sebelum jasa diberikan mereka
menetapkan besar ongkos yang harus dibayar oleh klien tersebut. Bila telah
terjadi kesepakatan tentang ongkos barulah pengacara melakukan tugas
profesinya untuk mengadakan pembelaan.

Dalam memastikan bayarannya sering pengacara harus mengadakan
negoisisasi dengan terdakwa. Apabila persoalan sampai kepengadilan maka
biaya untuk pengacara semakin tinggi/sémakin besar tergantung
panjangnnya pemeriksaan. Semakin ongkos yang banyak diminta
pengacara, penampilanhya akan lebih mengesankar_l. Karena itu personil
pengadilan akan membantu pengacara dalam menciﬁtékan dan menjaga
kesan dirinya. Sehingga diantara pengacara dan organisasi pengadilan
terdapat guid pro guo, kondisi ini akan membuat pengacara meningkatkan
kesetiaannya terhadap organisasi.

Sebagai konsekwensi logis dari kenyatén diatas maka kjnerja hukum
dan institusi penegak hukum samﬁéi saat ini dianggap masih r‘kurang
memenuhi harapan dan perasaan dan keadilan masyarakat. Lembaga
peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir untuk medapatkan
keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan,
akbibatnya rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak

ada lagi.
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Dalam konteks yang demikian ini, Mardjono Reksodiputro;
meyatakan bahwa; “Rasa hormat masyarakat terhadap sistem peradilan
sangat tergantung pada sistem pelayanan peradilan”. Saat ini masyarakat
sangat tidak puas terhadap pelayanan peradilan.®

Sudah barang tentu fenomena diatas terlepas dari norma-norma
hukum atau kaedah-kaedah yang wajib ditaati oleh penegak hukum atau
pemelihara hukum. Norma-norma tersebut perlu ditaati terutama dalam
“menggembalakan hukum” menyusun dan memelihara hukum yang

menurut 0. Notohamidjojo, ada empat norma vyang penting dalam

‘penegakan hukum yaitu :

a. Kemanusiaan
b. Keadilan
¢. Kepatutan
d. Kejujuran.'®

Pada norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan
hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia
memiliki keluhuran budi, sedangkan keadilan adalah kehendak yang ajeg
dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi
haknya. Menurut Ulpianus keadilan adalah foneste vivere, afterum non

leadere, sumu cuigaue tribuere :

18.

19,

Mardjono Reksdipuro, Suatu Sasaran Tentang Kroangka Aktifitas Reformasi Hukum, Makalah
Seminar Nasional Ke -VIL. BPHN : Jakarta Tahun 1999. Lebih lanjut beliau meyatakan, Pengadilaan
dianggap sagal memenuhi harapan sebagai benteng terakhir melawan ketidakadilan. Hal ini
melahirkan rasa kurang hormat terhadap sistem peradilan, dan keluarnya tuduhan bahwa peradilan
telah dipolitisi dengan korup, dalam hal korupnya pengadilan, praktisi hukum (pengacara dan jaksa)
juga dipersalahkan karena turut memfasilitasi terjadinya penyuapan. Khususnya pengacara dan
konsultan hukum dituduh sebagai perantara dalam transaksi yang mnejadikan “hukum sebaagai
komoditas dagang”. Mutu hakim juga mendapatkan sorotan tajam. banyak hakim yang tidak memiliki
pengetahuan yang memadai atas hukum substansif maupun hukum acara... harus digat bahwa
peradilan yang tidak efisien menimbulkan berbagai akibat terhadap kehidupan masyrakat.

E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum (Norma-norma bagi penegak hukum) Op. Cit, Hal. 115.
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Sikap bathin dan perilaku yang sesuai dengan kesusilaan (foneste

vivere); tidak merugikan orang lain secara sewenang-wenang (a/termu non

faedere); memberikan kepada semua orang bagian/haknya masing-masing

(sumu cuigue tribuere).

Aristoteles membedakan antara : (1) keadilan umum yang disebut

Justitia legalis dan (2) keadilan khusus. Justitia /egalis ialah keadilan umum

dalam arti kebajikan, mencakup semua kebajikan yang lain. Keadilan dalam

arti ini menurut Aristoteles mewujudkan kebajikan yang utuh, bulat dan

sempurna. Keadilan khusus menurut Aristoteles adalah :

4.

Justitia communitativa yaitu keadilan yang memberikan ke;mjada semua
orang bagaimana masing-masing dengan mengingat azas bahwa jasa
harus diimbangi dengan balas jasa.

Justitia distributiva yaitu keadilan yang memberikan kepada semua
orang bagiannya masing-masing dengan memperhatikan mutu, kualitas,
dan fungsi mereka masing-masing.

Justitia vindicativa yaitu keadilan yang memberikan sanksi hukuman
sesuai dengan berat ringannya kejahatan atau pelanggaran vyang
bersangkutan masing-masing.

Kedalam pengertian keadilan khusus dapat dimasukkan pula :
Justitia protectiva, vaitu keadilan yang bersifat melindungi. Dunia
Hukum Indonesia mengenal konsep “Pengayoman” yang mencakup
pengertian justicia protectiva ini. Pengertian justitia protectiva
dikemukakan olen Coing. dalam bukunya : Grundziege der

Rechtsphifosophie.
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b. Justicia creatriva, yaitu keadilan yang memberikan kepada semua orang
kebebasan yang menjadi haknya untuk mengembangkan daya ciptanya
masing-masing.

Dari Billykheids Ordonantie S 1929 No. 187 dapat diketahui adanya
dua pengertian keadilan yaitu :

1. Keadilan berdasarkan hukum perundang-undangan dan

2. Keadilan berdasarkan rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya perlu dipahami mengenai adanya perbedaan pengertian
antara keadilan (Jerman: gerechtigheif, Belanda: rechtvaardigheid: Inggris:
lawfuf) dengan pengertian kepatutan (Jerman: biffigheit, Belanda: bilijkheid:
Inggris: equity).

Dalam bukunya Common Sense In Law Sir lPauI Vinogradoff
mengemukakan adanya tiga fungsi eguity dalam hukum yaitu : |
1. Ius adjuvandi yaitu fungsi untuk menyesuaikan hukum
2. lus supplendr yaitu fungsi untuk menambah hukum dan

3. 1us corrigend)iyaitu fungsi untuk mengoreksi hukum,

Selanjutnya masalah kepatutan atau equify adalah hal yang wajip

dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud_‘ untuk
menghilangkan ketajamannya.

Kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup
manusia dalam masyarakat. Selanjutnya kejujuran merupakan pémeliharaan
hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau

menangani hukum, serta dalam melayani justitiabe/ yang berupaya mencari
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hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain, setiap yurist diharapkan
sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menJ?auhkan
dirinya dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Jadi norma tersebut perlu ditekankan dan dituntut pada setiap
pemelihara atau penegak hukum, terutama pada era reformasi ini dimana
norma-norma etika hukum itu melemah dalam masyarakat. Para penegak
hukum diharapkan dapat menjaga moralitasnya yang setinggi-tingginya
dalam mejalankan fungsinya demi terwujudnya kepastian hukur.

Untuk mewujudkan kepastian hukum yang berintikan keadilan, maka
ide dasar dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana keberadaan
pengacara sangat dibutuhkan karena umumnya terdakwa tidak mengetahui
prosedur yang benar dan tidak merugikan dirinya. Hadirnya pengcara disirﬁ
agar terdakwa tidak diperlakukan sewenang-wenang serta agar petugas
hukum (polisi, jaksa dan hakim) tidak melakukan penyimpangan dari apa
yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengamatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi
keberadaan bengacara pada proses perkara pidana, rata-rata hanya
terbatas pada pemeriksaan disidang pengadilan, sedangkan pada tahap
pemeriksaan pendahuluan atau pada tingkat penyidikan jarang sekali
dihadiri oleh pengacara.

Hal ini dikarenakan inisiatif datangnya pengacara untuk menghadiri
pemeriksaan proses penyidikan'"sering dibatasi oleh pihak penyidik dengan

alasan undang-undang memang mengatur hal yang demikian, disamping itu
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penyidik masih beranggapan seandainya kehadiran pengacara pada waktu
pemeriksaan dapat mengganggu jalannya pemeriksaan, ditambah lagi
jadwal pemeriksaan tersangka tidak diberitahu oleh penyidik kepada
pengacara, maksudnya kapanpun waktu pemeriksaan tersangka terserah
penyidik.

Sebenamya jika tersangka mengindikasikan kemauannya untuk tidak
menjawab, introgasi harus diakhiri, atau kalau tersangka menginginkan
berkonsultasi dengan penasehat hukumnya maka introgasi harus
diundurkan sampai dia (tersangka) dapat menghubungi penasehat
hukumnya, dan kalau introgasi dilanjutkan ‘tanpa kehadiran seorang
penasehat hukum maka tanggung jawab yang berat diletakkan dipundak
pemerintah untuk membuktikan bahwa si tersangka secara sadar dan atas
kemauannya sendiri tidak menggunakan haknya yang dijamin oleh hukum.

Idealnya memang semestinya yang harus dilakukan ﬁléh tersangka,
namun mengingat rendahnya pengetahaun terdakwa terhadap proses
hukum pidana dan peristiwé ini terus terjadi berulang-uiang akhirnya
merupakan suatu kejadian yang dianggap lumrah oleh tersangka, sehingga
sudah barang tentu akan menghilangkan peranan lembaga bantuan hukum
khususnya wewenang pengacara sebagai 'p‘"ehgonffol péda sistem péraclilan
pidana.

Secara yuridis normatif tidak bisa dipungkiri bahwa bantuan hukum
adalah salah satu lembaga pendukung bekerjanya sistem peradilan pidana.
Merupakan lembaga yang tidak kalah pentingnya artinya dengan lembaga
bendukung lainnya. Terlebih bila dikaitkan dengan kedudukan terdakwa

dalam suatu tindak kejahatan.
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Dalam hal demikian peranan pengacara sangat diperlukan,
sebagaimana Biumberg menyatakar; bahwa pengacaralah yang mempunyai
status khusus sebagi tugas pengadilan untuk membela seorang terdakwa
dengan mengingat tujuan hukum pidana yaitu melindungi kepentingan
masyarakat serta untuk melindungi individu.?°

Peran pengacara ini semakin terlihat penting jika dikaitkan dengan
sistem beracara berdasarkén aue process model. Secara prinsip sistem ini
menekankan pada prosedur/proses menurut undang-undang yaitu melalui
téhap demi tahap dimulai sejak penangkapan oleh polisi sampai dengan
pemenjaraan. |

Pada tahap pemeriksaan di semua tingkatan menurut undang-
undang hukum acara pidana, bahwa peran pengacara mérupakan saiah satu
fungsi profesi yang penting pada pemeriksaan perkara pidana dihadapan
polisi, jaksa/penuntut umum dan hakim, dengan tujuan untuk mencapai dev
process of law dan keadilan berdasarkan kebenaran materiil dalam suatu
peradilan yang adil dan jujur.

. Akan tetapi harapan bahwa KUHAP akan memberi pegangan dan
patokan yang dapat menjamin sebaik-baiknya dan tercapainya due process -
of /aw dalam sejarah praktek pelaksanan KUHAP tidak menjadi kenyataan,
melahan sebaliknya masih dialami dan dirasakan bahwa hak asasi tersangka
tetap terus menerus dilanggar dan putusan-putusan pengadilan dirasakan

tidak atau kurang adil. Hal ini disebabkan karena corak dan sifat mendasar

20. Harini Dwivatmi Suyanto, Log. Cit., Hal. 68,
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dari KUHAP sendiri, yang ma_sih berpangkal tolak pada sistem perﬁeriksan
yang bersifat inguisatoir, yang memberikanlkekuasaan yang berpusat
kepada pejabat penegak hljkum, sehingga dengan sendirinya tidak atau
kurang memberi tempat  kepada hak-hak tersangka/terdakwa dan
pengacara selaku pembela.

Oleh karena itu perlu dipikirkan merenovasi Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang notabene karya agung bangsa sendiri, setelah di

implementasikan lebih kurang dua puluh tahun ternyata masih banyak

mempunyai kelemahan dan harus di sesuaikan dengan kondisi dan-situasi -

yang akan datang untuk menjadi hukum yang responsif. Menurut Philippe
Nonet dan Philip Selznick tela_h merumuskan sebuah konsep hukum yang
dapat memenuhi tuntutan agar hukum dibuat lebih responsif terhadap
kebututhan-kebutuhan sosial yang sangat mendesak dan masalah-masalah
keadilan sosial, sambil tetap mempertahankan hasil—hasil‘ institusional yang
telah dicapai oleh kekuasaan berdasarkan hukum.?!

Untuk dapat menciptakan hukum yang bersifat responsif, menurut

" Roni Hanitijo adalah sistem hukum itu harus bersikap terbuka untuk

ditantang, harus mampu untuk membangkitkan partisipasi dan harus dapat

memahami dan menerima kebutuhan-kebutuhan sosial yang baru.

21

AAG. Peters dan Foesriani Siswosoébroto, Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku Teks
Sosiologi Hukum) Buku ITf, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Kedua, Tahun 1990, Hal 158.

. Ronny Hanitijo Soemitro, Perkembangan Hukum dan Birokrasi Menurut Nonet dan Selzick, pada

Lembaran Hukum dan Masyarakat dalam Majalah Masalsh-masalah Hukum Fakultas Hukum
‘Universitas Diponegoro, Semarang, No. 3, Tahun 1990, Hal 36.
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Mengubah sistem hukum Indonesia menjadi responsif akan sangat

dipengaruhi oleh masyarakat yang sedang mengalami perubahan karena

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah disesuaikan dengan .

tujuan yaitu demi “kepentingan masyarakat”, bukan malah sebaliknya
bahwa kebijakan yang diambil tanpa tujuan atau hanya untuk memenuhi
keinginan pemerintah saja. Seperti apa yang dikatakan oleh Thomas R.
Dye, bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus
ada tujuannya (objektifnya) dan kebijaksanaan negara itu harus meliputi

setiap “tindakan” pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan

- pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.*

Yang terjadi selama ini adalah kebijakan yang diambil penguasa
selalu bertentangan dengan hati nurani masyarakat dan selalu
menguntungkan pihak pengambil keputusan, dalam hal ini termasuk para
penegak hukum vang selalu beranggapan bahwa masyarakat bukan subjek
melainkan objek dari hukum. Oleh karena dalam kurun waktu yang panjang
pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif, sehingga memberi peluang
bagi penguasa untuk melakukan campur tangan ke dalam proses peradilan
serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses
peradiian.

Dengan demikian penegakan hukum belum memberi rasa keadilan
dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah
atau pihak yang kuat dengan masyarakat, akhirnya rakyatlah yang berada

pada posisi yang lemah.

23.

M. Irfan Islamy, Prinsi-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan
Kesembilan, Tahun 2000.
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Sehingga kondisi ini menimbutkan akibat keruntuhan wibawa hukum
dan wibawa peradilan terutama éejak awal kemerdekaan sampai sekarang
yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap “citra buruk”
pengacara yang dituduh sebagai “calo perkara”’ dan selalu komersial.

Tuduhan ini ada benarnya kalau dilihat bagaimana pembangunan
ekonomi dijadikan titik sentral dari pembangunan negara, bahwa ukuran
sukses adalah dari segi material dan finansial saja dengan melupakan aspek
moral, budaya dan hukum.

Melihat kenyataan seperti ini maka fungsi dan peranan pengacara di
mata masyarakatpun kurang atau tidak mendapat respon yang positif,
sehingga untuk menutupi kelemahannya tersebut berusaha melakukan
pendekatan dengan para penegak hukum (seperti polisi, jaksa, dan hakim),
dengan kata lain merasa haknya tersingkirkan oleh penegak hukum lainnya
mereka melakukan kerjasama.

Disamping itu juga menurut hemat penulis pengaturan yang bersifat
khusus terhadap lembaga bantuan hu_kum ini sepertinya dibiarkan saja oleh
pihak penguasa. Kendati Rancangan Undang-Undang tentang
kepengacaraan ini sudah lama disiapkan, yakni mulai tahun 1973 sampai
tahun 2000, namun sampai saat ini RUU tersebut tidak kunjung di sahkan
oleh pihak penguasa. Sementara kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
selama ini adalah mencantumkan sebagian aturan bantuan hukum yang
tersebar diberbagai perundang-undangan dan serta peraturan lainnya.
Sedangkan tuntutan masyarakat yang menginginkan penegakan supremasi

hukum yang berintikan keadilan sesuai dengan tujuan agenda reformasi,
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semestinya RUU tentang Kepengacaraan tersebut sudah disahkan oleh

pemerintah, sehingga periakuan penegakan hukum dapat terkontrol dan

jauh dari sikap diskriminasi.

Jika memang demikian halnya bila dikaitkan dengan konteks upaya
pencegahan kejahatan dan kebijakan politik hukum pidana sebagai upaya
perlindungan hukum terhadap masyarakat, tidak akan pernah terwujud,
karena usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai
dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.?*

Kemudian kebijakan dari negara-negara melalui badan-badan yang
berwenang untuk menetapkan peraturaan-peraturan yang dikehendaki dan
diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung
didalam masyarakat sehingga akan tercapai apa yang dicita-citakan.?

Dengan demikian, dilihat dari politik hukum pidana mengandung arti,
bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu
perundang-undangan vang baik. |

Untuk men'entukan suatu garis kebijakan yang baik menurut
A_ Mulder, adalah :

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah
atau diperbaharui;

b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

¢. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan

pidana harus dilaksanakan.®

24.

25.
26.

Sudarto, Hukum dan Hukwm Pidana. Alunmi, Bandung, 1981 Hal. 159, Lebih laniut dikatakan
bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarii mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil
perundang-undangan pidana vang paling batk dalam arii memenuhi syarat keadifan dan daya guna.
Sudarto, Hukwn Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hal. 20.

Barda Nawawi Aref, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
1996, Hal. 28.
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Bertolak dari garis kebijakan yang dikemukakan Sudarto dan Mulder
diatas, bahwa merenovasi KUHAP untuk masa sekarang dan dipersiapkan
untuk masa mendatang sangat memungkinkan dilakukan secepatnya,
karena aturan yang ada saat ini kurang memberikan kepastian hukum dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, baik disebabkan oleh
lemahnya pengaturan hukumnya, maupun kurang adanya peraturan
pendukung yang mempertegas penjabaran peraturan yang bersifat global,
serta kurangnya dukungan dari para penegak hukum.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pengaturan pada
KUHAP masih bersifat berat sebelah selalu berorientasi pada tersangka atau
terdakwa tanpa mempérhatikan pihak korban, yang lebih dominan ditujukan
untuk terdakwa atau tersangka dan tidak adanya sanksi secara khusus yang
ditujukan pada para penegak hukum, apabila menyalahi ketentuan didalam
KUHAP.

Keadaan seperti ini mana mungkin akan terwujud suatu peradilan
yang terpadu dan tidak ada dikhotomi kewenangan antara penegak hukum,
sehingga hak-hak pencari keadilan terabaikan. Selain itu Rancangan
Undang-Undang tentang Kepengacaraan secepatnya disyahkan oleh
lembaga legislatif, Jika berlarut-larut RUU tersebut di syahkan maka bukan
hal yang mustahil akan terjadi penyimpangan vyang dilakukan oleh
pengacara méupun para penegak hukum lainnya, sebagai konsekwensinya
adaiah akan merusak tatanan sistem peradilan pidana. Sudah barang tentu
upaya penanggulangan kejahatan melalui politik kriminal tidak akan
terealisasi. |

Karena usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada
hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum

(khususnya hukum pidana).
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Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan
hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum
(faw enforcement policy).”’ |

Akhirnya secara umum dapat disimpuikan bahwa sebenarnya
penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan
perlindungan hukum pada saat ini hanya dapat terlaksana, apabila pelbagai
dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangaan dan
keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas
sipil yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam rﬁésyérakat yang
beradab.?®

Oleh karena itu dalam praktik penegakan hukum agar tidak terjadi
penyalagunaan/penyelewengan kiranya periu untuk dipikirkan seperangkat
aturan tentang peradilan pidana yang komperhensip seperti, merenovasi
pasal-pasal KUHAP yang tidak relefan dengan proses peradilan pidana dan
segeralah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang
Kepengacaraan, paling tidak pertu ditegaskan kembali kode-kode etik
profesi hukum yang sudah ada.

Hal ini dimaksudkan untuk mendisiplinkan diri seorang pengacara
dalam mengaktualisasikan kegiatan profesinya sesuai dengan sumpah
jabatan dan harus menjunjung tinggi hukum berdasarkan UUD 1945,
kemudian harus bersedia membéri bantuan hukum tanpa mengadakan

diskriminasi yang didasarkan pada meteri, agama, suku, dan keturunan.

27,
23.

Ibid, Hal. 29. .
Muladi, Hak Asasi Manusia,Politik dan Sistem Peradiloan Pidana Universitas Diponegoro,
Semarang, Tahun 1997, Hal. 67.
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Demikian juga dengan penegak hukum lainnya seperti, polisi, jaksa
dan hakim, Yang semestinya melindungi masyarakat, terhadap kehidupan,
harta benda dan kehormatannya dengan benar dan jujur jauh dari segala
bentuk penindasan maupun intimidasi. Karena ia (r.n‘asyarakat) mempunyai
juga hak-hak konstitusional dan kebebasan serta persamaan derajat dan
keadilan. |

Oleh karenanya, jika setiap peéon penegak hukum melaksanakan
tugas pokok dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan
terjadi penyimpangan dan penyelewengan kode etk jabatan atau
profesinya. Dari sini tampak bahwa ukuran moralitas profesi akhirnya
terletak pada kodrat manusia itu sendiri, yaitu dilihat dari segi prilaku
maupun tindakannya, motivasi tindakan dan ruang lingkup atau lingkungan

dimana tindakan itu dilakukan.

. Persepsi Masyarakat Tidak Menggunakan Jasa Bantuan Hukum

Hak untuk memperoleh jasa bantuan hukum bagi masyarakat yang
terlibat perkara pidana sudah diatur di berbagai peraturan perundang-
undangan yang sampai saat ini masih berlaku di tanah air, walaupun
demikian ternyata dalam pratik penegakan hukum hak tersebut sebagian
besar tidak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkannya.

Keadaan yang demikian ini menggambarkan terjadi ketimpangan
dan merosotnya dalam penegakan supremasi hukum khususnya dalam
penegakan hukum pidana secara integral ditanah air saat ini, sebégaimana

telah penulis uraikan pada uraian terdahulu.
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Terkait dengan persoalan perolehan jasa tbantuan hukum bagi
masyarakat yang m'.embutuhkannya, khususnya di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Jan";bi berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber,
bahwa sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam perkara pidana tidak
memperoleh jasa bantuan hukum, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor
penyebabnya antara lain; faktor ekonomi, faktor birokrasi/prosedur, faktor
ketidak tahuan haknya, faktor budaya, tidak diberitahu ofeh penyidik, tidak
diperlukan karena tidak satu visi. Untuk lebih jelasnya beberapa faktor
penyebab dimaksud, akan diuraikan berikut ini;

a. Faktor Ekonomi.

Sebagian besar tersangka/terdakwa yang melakukan kejahatan
konvensional yang merupakan jenis kejahatan tertinggi diantara
kejahatan lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi adalah mereka
yang tergolong dalam kelompok masyarakat yang tidak mampu, dengan
kata lain mereka melakukan kejahatan tersebut dikarenakan didorong
oleh kesulitan ekonomi. Sedangkan pengacara dalam memberi jasa
bantuan hukum selalu berorientasi pada “Uang”, jadi kelompok
masyarakat yang demikian tidak akan tersentuh dan menikmati 'jasa
bantuan hukum oleh pengacara.

Kenyataan semacam ini sudah merupakan hal yang biasa dalam proses
perkara pidana diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dimana
terdakwa vyang melakulgan kejahatan konvensional jarang sekali

didampingi oleh pengacara karena yang bersangkutan dihadapkan oleh
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kesulitan ekonomt untuk membayar jasa sang pengatara. Lain halnya
dengan mereka yang melakukan kejahatan seperti; korupsi,
phsikotropika, penyelundupan, yang selalu didampingi oleh péngacara
mulai pada tingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan disidang
pengadilan.

Ada kecenderungan bahwa bantuan hukum terutama tertuju pada
masyarakat tertentu dan kekurangan perolehan pemberian bantuan
hukum tersebut terjadi pula di dalam masyarakat tertentu, pada
dasarnya hal ini menurut K. Schuyt et. al. menyatakan bahwa;

1. Kekurangan akan adanya bantuan hukum berasal dari ketidak
seimbangan struktural masyarakat.

2. Korelasi antara kedudukan sosia/-ekonomis pencari keadilan dengan
taraf kesulitan untuk mendapatkan bantuan.?

Selanjutnya dalam konteks pemberian bantuan hukum dikaitkan
dengan faktor ekonomi, bila meminjam teori Carlin dan Howard yang
merumuskan teori harta kekayaan, “bahwa kurang lebih 2/3 bagian dari
golongan pendapatan tinggi pernah menggunakan jasa bantuan hukum,
sedangkaan hanya 1/3 bagian dari golongan berpenghasilan rendah
yang mendapatkan fasilitas tersebut. Dengar} demikian, maka terdapat
korelasi antara taraf pendapatan secara ekonomis dengan kesempatan

untuk memperoleh bantuan hukum.*

29. Soerjone Soekanto, Banfuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983,
Hal. 145,
30. Tbid, Hal. 145.
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3

Kalau faktor tersebut diberikan tekanan, maka dapat dirumuskan
teori harta kekayaan (ekonomis). Titik tolak penting teori tersebut diatas
adalah, bahwa golongan berpendapatan rendah tidak mempunyai uang
untuk membiayai bantuan hukum yang diperlukan. Kalaupun mereka
mempunyai uang, maka biasanya uang itu dibelanjakan untuk hal-hal
lain yang dianggap lebih penting karena berkaitan dengan kebutuhan
hidup.

Selanjutnya masuknya perkara-perkara pidana ini kepengadilan
bergantung pada kegiatan lembaga-lembaga hukum yang bertugas
untuk menangani masalahnya, sehubungan dengan masuknya perkara-
perkara pidana ini dengan mengutip pendapét Chambliss dan Seidman,
bahwa pengaruh fekanan ekonomi terhadap perkara-perkara yang
diajukan kepengadilan paling menonjol terdapat dibidang hukum
pidana.* |

Dengan demikian bahwa orang-orang yang mempunyai
kedudukan sosial ekonomi yang baik akan lebih diuntungkan dari pada
yang miskin. Demikian juga fasilitas yang ditawarkan, seperti bantuan
hukum pada dasarnya lebih dapat dinikmati oleh golongan-golongan
tersebut. Hukum yang bersifat universal lebih menguntungkan yang kuat
dari pada yang lemah, dan lebih membantu mereka yang mampu dari
pada yang tidsk mampu, kondisi ini menggambarkan bagaimana
pengetahuan mereka tentang bantuan hukum, jika bantuan hukum

hanya dapat berkembang dan dinikmati oleh golongan tertentu saja.

© 31, Selanjutnya mengenai norma-norma yang mengatur tindakan polisi didalam melakukan penahanan
serta interogasi terhadap seorang terdakwa. Secara proposional, lebih banyak orang-orang yang
berasal dari lapisan miskin yang ditahan dan di introgasi oieh polisi dibandingkan dengan orang-orang
dari lapisaan menegah {Lihat Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Op. Cit Hal. 56).
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Sementara untuk orang miskin, bantuan hukum tetap merupakan
barang mewah (luks) dan pajangan pasal-pasal yang sulit dijangkau.
Jika masyarakat yang tidak mampu ini r.neng?dakan pilihan antara
kebutuhan pokok yang m@ndesak dengan bantuan hukum, maka ia akan
memilih keb.utuham:lya yang memang sangat mendesak tersebut {(untuk
makan), Sudah barang tentu terjadi hubuhgan yang erat éntara
pendapat ekonomi dengan kesempatan untuk memperoleh bantuan
hukum.

Sungguh suatu fenomena yang sangat memprihatinkan dalam
proses penegakan hukum ditanah air dan suatu kenyataan harus di
terima oleh sekelompok masyarakat yang membutuhkan keadilan dan
kebenaran dimana hak-hak mereka terabaikan hanya dikarenakan tidak
mampu membayar jasa seorang pengacara, kendati didalam berbagai
peraturan tercantum perlindungan dan pérsamaan serta perlakuan
hukum terhadapnya, namdn dalam mengimplementasikan aturan
tersebut para penegak hukum tidak konsisten melaksanakannya.
Sehingga mengakibatkan hukum bukan lagi dijadikan sarana untuk
membela atau menegakkan kebenaran dan keadilan, melainkan hukum
sudah dijadikan komoditi untuk diperjual-belikan justru untuk
menentang kebenaran dan keadilan.

Jika memang demikian halnya sudah semestinya kita

memperhatikan himbauan PBB dan merupakan instrumen Internasional
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hendaknya diselaraskan dengan berbagai ketentuan pada sistem
peradilan kita, khususnya kebijakan dalam penegakan hukum pidana,
karena bagaimanapun juga bangsa Indonesia adalah anggota dari PBB
seperti yang terdapat dalam Konggres PBB ke-7 Tahun 1985 di Milan,
Italia yang terdapat didalam “Guiding Principles” menegaskan bahwa :
“Kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan
pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk
sebab-sebab ketidak-adilan yang bersifat sosio ekonomi dimana
kejahatan sering hanya merupakan gejala/ symptont.

Selanjutnya pada kongres PBB ke 8 Tahun 1990 di Havana Cuba
antara lain ditegaskan didalam dokumen A/CONF. 144/L.. 17 (mengenai
“Social spects of crime prevention and crirminal justice in the context of
development”) menyatakan bahwa “aspek-aspek sosial dari
pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran
strategis pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks
pembangunanldan harus diberikan prioritas paling utama”.

Dengan mengadopsi kedua instrumen internasional diatas
kedalam hukum positif kita khususnya pada ketentuan yang mengatur
masalah sistem peradilan pidana, maka kebijakan penegakan hukum
pidana secara integral dapat terlindungi, terutarma terhadap hak-hak
masyarakat yang berada pada posisi yang .lemah (tidak mampu) baik

dilinat secara kemaanuan pengetahuan hukum maupun secara finansial.
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b. Faktor Birokrasi/Prosedur.

Pemberian bantuan hukum pada proses perkara pidana tidak saja
dilakukan dalam satu institusi penegak hukum saja, melainkan harus
melibatkan beberapa institusi penegak hukum sesuai dengan due proces
mode/ yakni muléi dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat
pemeriksaan sidang pengadilan bahkan sampai kepengawasan lembaga
pemasyarakatan. Demikian proses dalam pemeriksaan perkara pidana
sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang, namun suatu hal
yang sangat disayangkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang bantuan
hukum vyang terdapat di dalam undang-undang hukum acara pidana
'(KUHAP), tidak méngatur secara rinci tentang prosedur dan tata cara
pelaksanaan bantuan hukum, kalaupun ada pengaturan masalah ini
hanya diatur tentang petunjuk pelaksana saja sedangkan prosedur dan
tata cara untuk memperoleh jasa bantuan hukum belum diatur secara
detail di. dalam maupun di fuar KUHAP. Pen'gaturan di maksud adalah
Instruksi Menteri Kehakiman Nomor M.24-UM.06.02 Tahun 1985 tanggal
9 Nopember 1985 tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan
hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan pengamatan keberadaan Instruksi Menteri
sebagaimana di atas kiranya belum banyak membantu masyarakat yang
terlibat perkara pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi,
karena intruksi menteri tersebut di samping sulitnya prosedur untuk
memperoleh jasa bantuan hukum disebabkan persyaratan untuk

mempercleh bantuan hukum cuma-cuma ini sangat banyak dan melalui
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birokrasi yang berbelit-belit kemudian program bantuan hukum inipun
hanya diketahui oleh pengaditan selaku pengemban tugas dan pelaksana
dari Instruksi Menteri dimaksud, sedangkan instansi penegak hukum lain
masih bersifat pasif.

Sehingga dengan demikian menimbulkan berbagai penafsiran dari
masyarakat pencari keadilan dan aparat penegak hukum itu sendiri
dalam pelaksanaan pasal-pasal tentang bantuan hukum tersebut. Untuk
ftulah dalam beroperasinya bantuan hukum menimbulkan berbagai
persepsi di kalangan masyarakat, karena belum adanya kesamaan fikir
tentang cara memperoleh jasa bantuan hukum. Seperti pihak polisi
selaku penyidik dan kejakéaan selaku penuntut umum berasumsi bahwa
pada tahap pemeriksaan di lembaganya kehadiran seorang pengacara
beflum diperlukan, karena pada tahap pemeriksaan ini yang diperiukan
hanya konsultasi hukum saja, kehadiran pengacara diperlukan pada saat
pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan kondisi yang demikian
sering sekali tersangka/terdakwa tidak didampingi oleh pengacara,
melihat kenyataan seperti ini berdasarkan pengamatan dan sumber dari
informan bahwa masyarakat yang terlibat perkara pidana di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Jambi enggan njenggunakan jasa bantuan
hukum karena mereka dibayangi oleh perasaan bahwa apabila harus
berurusan dengan [;engacara atau penegak hukum lainnya sama artinya

akan mempersulit diri sendiri.




Asumsi mereka mekanisme serupa ini sudah mewarnai wajah
birokrasi penegakan hukum di tanah air, dengan sendirinya akan
mewarnai pula sistem di masing-masing instiutsi, sehingga kenyatan ini
berimbas kepada masyarakat yang membufuhkan jasa bantuan hukum
bila ia berhadapan dengan birokrasi atau prosedur hukum hal ini
dirasakannya sebagai suatu proses yang sangat sulit dan menegangkan.

Proses pemeriksaan yang panjang ini tentunya berkaitaan erat
dengan birokrasi/prosedur sebagaimana telah diatur di dalam
perundang-undangan sistem peradilan pidana, karena tujuan birokrasi
adalah melayani masyarakat akan pemenuhan kebutuhan yang
menyangkut masalah tindakan administratif, sehingga birokrasi dalam
konteks ini menyangkut semua aspek baik kehidupan individu maupun
kepentingan bersama, hal ini bisa dilihat bagaimana birokrasi
mencampuri urusan yang berkaitan dengan ekonomi, politik, keamanan,
demokrasi, keadilan dan hukum.

Pelaksanaan Birokrasi dalam konteks 'penegakan hukum pidana
dalam perakteknya agakl berbeda dengan beberapa aturan yang
tercantum di berbagai pasal perundang-undangan, oleh karena anggota-
anggota yang melaksanakan organisasi dari suatu institusi penegak
hukum adalah manusia, yang memang banyak mempunyai kelemahan.
Oleh karena itu bila kita melihat wajah birokrasi penegakan hukum di
tanah air saat ini masih perlu waktu yang panjang untuk meningkatkan

kinerja maupun sikap mental para aparat penegak hukum agar dapat
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melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada kesan
lagt dari masyarakat bahwa birokrasi seolah-olah ia melayani tetapi pada
kenyataannya ia “minta dilayani”.

Keadaan seperti ini menimbulkan berbagai persepsi di kalangan
masyarakat terhadap pelaksanaan birokrasi dalam penegakan hukum
pidana yang serba dilematis, sebab bagaimanapun juga tujuan atau
sasaran dari proses birockrasi ini adalah tertib administrasi dalam
penyelenggaraan hukum pidana itu sendiri dan sangat membantu
masyarakat pencari keadilan yang terlibat perkara pidana, bukan malah
sebaliknya bahwa birokrasi akan menyuiitkan masyarakat. Sebagaimana
dikatakan oleh Blau dan Meyer bahwa wajah birokrasi kita bermuka dua
di satu pihak birokrasi membawa manfaat dan kepentingan bagi
individu dan masyarakat, sementara di pihak lain birokrasi merupakan
ancaman terhadap demokrasi, yakni ancaman terhadap kebebasan,
spontanitas, dan kemajuan sosial.?

Realita apa yang telah dikemukakan oleh Balu dan Meyer di atas
bahwa birokrasi dapat melayani kepentingan masyarakat luas, tetapi
vang terjadi dalam kenyataannya bahwa birokrasi lebih banya_k melayani
kepentingan masyarakat tertentu dan yang lebih menarik bahwa
birokrasi tidak datang begitu saja tetapi ia direkayasa oleh para
penguasa vyang lebih cenderung untuk memenuhi kepentingan

kelompoknya sendiri. Disamping itu bila dilihat dari penegakan hukum

32. Peter M. Blau dan Marshali W. Meyer, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Universitas Indonesia
{UI Press), Diterjemahkan oleh Gary R, Yusuf, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987, Pada Halaman ix-x
{Halaman Pendahuluan).
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]

pidana bahwa birokrasi yang terdapat di be:rbagai lembaga penegakan
hukum saling berbeda "dalam mengimplementasikannya, karena di
masing-masi"ng lembaga penegak hukum ini mempunyai aturan
tersendiri, sehingga pelaksanaan birokrasi di masing-masing insﬁtusi
turut mewarnai dan membentuk suatu pola tersendiri dari masing-
masing individu para birokrat sebagai pengambil kebijakan dalam
penegakan hukum pidana di lembaga penerapan hukum itu sendiri,
Dengan demikian semua menyangkut masalah urusan peradilan
pidana ini diatur oleh birokrasi yang telah dipengaruhi oleh bekerjanya
struktur organisasi penegakan hukum, yang masing-masing institusi
memiliki aturan-aturan tersendiri, seperti kepolisian diberi tugas untuk
menangani pelanggaran hukum; kejaksaan untuk mempersiapkan
penuntutan di sidang pengadilan demikian juga pengadilan mempunyai
tugas untuk menjatuhkan hukuman serta lembaga pemasyarakatan akan
membina para pelaku pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang telah
digariskan oleh undang-undang. Sedangkan lembaga Kkepengacaraan
bertugas hanya mengontrol dari semua proses pemeriksaan dan tidak
memiliki suatu institusi yang resmi maupun undang-undang tersendiri,
dengan kata lain lembaga bantuan hukum ini masih belum dapat
dikatakan sejajar dengan lembaga penegak hukum pidana lainnya.
Berhadapan dengan kondisi birokrasi/prosedur hukum vyang
demikian sudah barang tentu masyarakat yang terlibat perkara pidana
dan memerlukan jasa bantuan hukum akan lebih baik tidak
memanfaatkan jasa bantuan hukum, ketimbang mempersulit dirinya

sendiri.
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¢. Faktor Ketidaktahuan Haknya

Hak untuk memperoleh jasa bantuan hukum di semua tingkat
pemeriksaan telah diatur di dalam hukum acara pidana sebagaimana
yang tercantum di dalam Pasal 54 KUHAP, namun pada kenyataanya
tidak semua masyarakat yang terlibat perkara pidana memahami hak-
:haknya untuk memperoleh serangkaian pembelaan dari pengacara, hal
ini berdasarkan pengamatan merupakan faktor yang paling dominan dari
beberapa faktor yar;g sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri
Jambi jika dibandingkan dengan beberapa faktor yang telah penulis
kemukakan diatas. |

Berdasarkan pengamatan terjadinya hal demikian di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Jambi disebabkan oleh dua hal, yakni:
pertama ketidak-tahuan masyarakat akan hak-haknya dalam proses
perkara pidana yang menyangkut bantuan hukum, edua hak-hak
tersebut tidak diberitahu (tidak disampaikan oleh pihak penyidik) pada
saat pemeriksaan pendahuluan.

Masalah  ketidak-tahuan  tersangka/terdakwa akan  hak
memperoleh jasa bantuan hukum dikarenakan sebagian besar tingkat
pengetahuan/pendidikan formal mereka sangat rendah rata-rata hanya
tamat sekolah dasar dan tidak tamat sekolah dasar, sehingga kualitas
tindak pidana yang dilakukannya termasuk jenis kejahatan kenvensional,

Dari segi pejabat pemeriksa (penyidik), disamping anggapan
mereka bahwa kehadiran penasehat hukum tidak diperfukan karena
akan menghambat proses pemeriksaan (proses pemeriksaan menjadi
lama) dan tindak pidana yang dilakukan bersifat sederhana yang

ancaman pidananya rendah serta pembuktiannyapun mudah.
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Pernyataan di atas adalah gambaran perolehan bantuan hukum
datam pefkara 'pidana, dimana masyarakat ;/ang terlibat pada perkara
pidana hanya dikarenakan ketidak-tahuan akan hak-haknya untuk
memperoleh jasa bantuan hukum, sehingga' akan menyulitkan dirinya
berhadapan dengan petugas hukum dan tidak menutup kemungkinan
akan terjadi pemerkosaan hak-hak tersangka selama dalam
pemeriksaan, dengan kondisi seperti ini maka akan menghilangkan citra
dan wibawa penegakan hukum di tanah air, yang intinya memiliki prinsip
dan tujuan agar sikap pelaksana penegak hukum menuju tegaknya
hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat
manusia. “

Tujuan dari due process of law sebag:aimana diatas idealnya oleh
masyarakat dapat 'mengg;unakan haknya, ternyata selama ini ketidak
berdayaan ﬁasyarakat terhadap proses hukum pidana salah satu
penyebabnya adalah ketidak-tahuan masyarakat terhadap situasi dimana
bantuan hukum diperlukan. Karena sebagaimana dikatakan oleh
Soerjono Soekanto, di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari
dipengaruhi oleh empat macam situasi, yaitu; situasi dimana dilakukan
perbuatan hukum yang tidak merupakan masalah; situasi dimana ada
masalah hukum potensial, misalnya karena kurangnya pengetahuan

hukum seorang warga masyarakat; situasi dengan masalah hukum yang

nyata; dan situasi dimana terjadi konflik,>

33. Soerjono Soekanto, dan Heri Tjandrasari, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakar, Alumni,
Bandung 1983, Hal. 301,
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Cara untuk mengatasi masalah yang demikian, pada umumnya
mencakup
a. Penerangan, vaitu memberikan informasi kepada warga masyarakat
yang tidak tahu hukum (yang kadang-kadang ditafsirkan sebagai
“tidak tahu peraturan perundang-undangan®).
b. Pemberian nasehat, yang tujuannya agar warga masyarakat tersebut
dapat mengambil suatu' keputusan.
C. Pemberian jasa bantuan hukum disemua tingkatan pemeriksaan.
d. Bimbingan yang merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang
bersifat permanen.
e. Memberi peraturan antara pencari keadilan dengan lembaga pemberi
keadilan.
f. - Mewakili/menjadi kuasa di dalam maupun di luar profesi peradilan.*
Cara-cara tersebut di atas pada dasarnya merupakan metoda
atau cara penyelenggaraan bantuan hukum ynang dikenal. Metoda
tersebut dapat diterapkan sebagai alternafif atéu secara akumulatif.
yang periu gntuk dinilai l::ukan frekwensinya semata-mata, akan tetapi
kualitas dari cara-cara tersebut khususnya bantuan hukum pada perkara
pidana akan benar-benar mencapai tujuannya.
Berdasarkan pengamatan di kota Jambi telah banyak lembaga-
lembaga yang didirikan untuk melakukan bantuan hukum. Lembaga-

lembaga tersebut ada yang berada di sektor swasta dan ada pula berada

34. Ibid, Soerjono Soekanto, Hal. 301,
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di bawah naungan perguruan tinggi negeri atau swasta, secara
kuantitatif dapat dikatakan cukup memadai apabila dilihat dari ratio
jumlah perkara pidana yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Jambi
dengan jumlah pengacara yang berpraktek.

Namun sangat disayangkan frekwensi sosialisasi dan informasi
tentang keberadaan lembaga ini di tengah masyarakat sangat kecil
sekali hanya terbatas pada penyuluhan hukum yang dilakukan oleh para
dosen fakultas hukum di perguruan tingg negeri dan swasta. Padahal
sarana untuk meyampaikan informasi hak-hak masyarakat tentang
bantuan hukum ini sudah sangat memadai seperti; Televisi Stasiun
Daerah Jambi, radio pemda dan radio swasta serta media cetak lokal
(koran daerah). \

Disamping hal diatas walaupun dalam proses perkara pidana
seringkali pihak penegak hukum terutan‘]a penyidik pada tahap
pemeriksaan pendahuluan tidak menginformasikan hak-hak untuk
memperoleh jasa bantuan hukum kepada terdakwa, semestinya pada
saat seperti inilah kebutuhan akan bantuan hukum masyarakat pencari
keadilaan diperlukan. Ternyata masyarakat berpandangan bahwa apabila
mereka memerlukan jasa bantuan hukum akan mepersiapkan dana
untuk pengacara yang mendampinginya selama dalam pemeriksaan, hal
ini dikarenakan pihak penyidik sering manakut-nakuti tersangka bahwa
seandainya menyewa pengacara proses perheriknsaan akan lebih fama

dan dana untuk pengaca}a harus disiapkan, tanpa memberi tahukan
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hak-hak tersangka bahwa masyarakat yang terlibat perkara pidana
mempunyai hak untuk didampingi oleh pengacara tanpa memberikan
imbalan jasa.

Sementara itu pihak pengacara masih berasumsi bahwa
kebutuhan akan bantuan hukum diukur semata-mata atas dasar
frekwensi datangnya warga masyarakat untuk menerima bantuan
hukum. Sudah dapat diduga bahwa para pemberi bantuan hukum
(dalam hal ini para pengacara) akan mempertimbangkan dengan
seksama antara bantuan hukum kofnersia! dengan sosial, sehingga
kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari kebutuhan
masyarakat akan bantuan hukum.

Hal ini disebabkan timbulnya suatu pendapat, bahwa apabila
warga masyarakat tidak datang untuk meminta bantuan hukum, maka
dengan sendirinya tidak ada kebutuhan akan bantuan hukum. Jelas
suatu asumsi yang keliru dalam menilai kebutuhan bantuan hukum,
karena sebagian besar masyarakat teriibat:perkara pidana terutama
pelaku kejahatan konvehsiona! rata-rata tingkat pengetahuannya
terhadap hukum relatif rendah, sehingga sangat kecil kemungkinan
mereka datang meminta jasa bantuan hukum kepada pengacara.

Kalaupun tersangka/terdakwa memperoleh jasa bantuan hukum
pengacara hal ini atas inisiatif keluarga maupun teman dekatnya yang
memahami tentang aturan proses perkara pidana secara yuridis

normatif, namun kadangkala menghadapi berbagai hambatan dan
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rintangan dari perlakuan penegak hukum karena masing-masing institusi
memiliki aturan maupun kebijakan tersendiri, dengan kata lain perlakuan
maupun pelayanan sangat berbeda dengan segala ketentuan yang

mengatur tentang pemeriksaan perkara pidana.

Keadaan yang demikian ini dikarenakan ketidak-tepatan dan
ketidak-pekaan dalam memprediksi bekerjanya hukum yang senantiasa
kontradiksi dengan isi berbagai peraturan berundang—undangan yang
berlaku. Disamping itu kelemahan dari ilmu pengetahuan atau sifatnya
samar-samar mungkin seperti disinyalir oleh Schutz dikarenakaan ia
tidak memiliki suatu bentuk hubungan yang jelas dengan intrest dan
tujuan-tujuan hidup dari individu.3®

Walaupun hal ini mungkin juga disebabkn semata-mata hanya
oleh ketidak-mampuan dalam menilai dan memahami informasi atau
mungkin juga oleh karena adanya sikap umum misalnya rasa takut yang
membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya
bahkan untuk bertemu dengan kebenaran.

Kebodohan masyarakat dalam lapangan-lapangan tertentu, atau
kesadaran individu akan ketidak—mampuanny;'a untuk memprediksi di
dalam interaksi dengan 6rang fain atau instithsi—institusi tertentu akan
menimbulkan penegakan hukum yang diskrimihatif, oleh karena dengan
terjadinya  pelapisan sosial maka hukumpun susah  untuk

‘ mempertahankan netralitas atau kedudukannya ya'ng tidak memihak.

35. Adam Podgorecki dan Cristopher J. Whwlan, Pendekatan Sosiolagis Terhadap Hujfeum, Penterjemah
Rne, Widyaningsih dan G. Karta Poetra, PT. Bina Aksara, Jakarta 1987,
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Pelapisan sosial ini merupakan kunci bagni penjelasan mengapa
hukum bersifat diskriminatif, baik dilihat,dari peraturannya sendiri
maupun penegakannhukur%, Chambliss dan Seidman berpendapat bahwa
peraturan-pératuran hukumnya sendiri tidaklah memihak. Ia merupakan
hasil dari suatu bantuan atau perjuangan kekuasaan dalam
masyarakat, ¢

Dalam keadaan yang demikian ini pendapat yang berkuasapun
akan menentukan bagaimana isi peraturan hukum di situ. Dengan
demikian, bagaimanapun diusahakan agar penegakan hukum itu tidak
memihak, namun karena sejak kelahirannya perturan-peraturan itu
mengalami berbagai hambatan, maka hukumpun bersifat memihak.
Keadaan yang demikian itu juga dijumpai pada masalah penegakan
hukum di tanah air, terjadinya hal semacam ini salah satu sebabnya
adalah rendahnya tingkat pendidikan masya}akat baik formal maupun
informal sehingga kualitas sumber daya manusia (pengetahuan umum
masyarakat) baik di bidang hukum maupun di berbagai bidang yang
fainnya hingga sampai saat ini masih jauh dari sasaran pembangunan
nasional.

Oleh karena itu pendidikan baik yang formal maupun vyang
informal mempunyai peranan yang sangat penting di dalam masyarakat.
Tak terkecuali pendidikan hukum; sehingga dapat dikatakan bahwa
lembaga-lembaga pendidikan mempunyai fungsi yang sangat penting
untuk mempertahankan stabilitas masyarakat atau bahkan untuk

mengubah masyarakat.

36. Satjipto Rahardjo, flmu Hulnum Pt, Citra Aditya Bakii, Bandung, 1986,
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Hal ini terutama disebabkan oleh karena lembaga pendidikan
merupakan tempat terjadinya proses sosialisasi, akulturasi dan tempat
diperkenalkannya ide-ide baru. Disamping ity, lembaga-lembaga
pendidikan merupakan suatu alat untuk mengadakan gerak soéial, serta
merupakan tempat untuk mendidik para kader-kader elit di masa-masa
mendatang. Dengan demikian terhadap proses penegakan hukum di
masa yang akan datang masyarakat sudah sangat meméha__mi akan hak-
haknya, sehingga slogan-siogan dalam peﬁegaléan hukum khususnya
hukum pidana seperti presumtion of inocent, equality before the law
dan lain sebagainya dapat diselaraskan dengan perlindungan hak-hak
asasl manusia.

. Faktor Budaya Hukum dalam masyarakat

Masyarakat yang terlibat dalam proses perkara pidana di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Jambi sebagian besar tidak memanfaatkan
jasa bantuan hukum seorang pengacara, berdasarkan pengamatan
penulis hal ini disebabkan oleh masih mengkristainya nilai-nilai budaya
hukum masyarakat terhadap proses penegakan hukum, sehingga sering
terjadi berbenturan antara nilai-nflai budaya hukum masyarakat
setempat dengan sistem hukum yang berlaku khususnya dalam proses
penegakan hukum pidana, oleh karena perkembangan nilai-nilai budaya
hukum masyarakat harus menghadapi dan mengalami perubahan yang

begitu pesat dengan kondisi atau situasi yang demikian akan

membentuk sikap dan perilaku para penegak hukum.
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Dalam kaiatan dengan sistem hukum ini, Lawrence M. Friedman,
berpendapat bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga

komponen, yaitu komponen struktural, kompoenen substansial, dan

komponen kultural.””

Komponen struktural dari suatu sistem hukum adalah mencakup
berbagai institusi yang diciptakan oleh sistelm hukum tersebut. Salah
satu di antara lembaga tersebut adalah pengadilan. Dalam kaiatan ini
termasuk pula tentang bagaimana struktur organisasinya, landasan
hukum bekerjanya, pembagian kompetensi dan lain-lain.

Komponen substansial mencakup segala apa saja yang
merupakan keluaran dari dari suatu sistem hukum. Di dalam pengertian
ini termasuk norma-norma . hukum baik yang berupa peraturan,
keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh serﬁnuanya ini digunakan
dalam proses yang. bersangkutan. Komponen kultur ini, oleh Friedman
disebut “ega/ culture”atau budaya hukum.

Dalam konteks budaya hukum masyarakat ini adalah sikap-sikap
dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum, berikut
sikap dan nilai yang memberikan pengaruh baik posistif maupun negatif
kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian
apa yang dimaksud dengan budaya hukum tidak lain dari keseluruhan
faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh

tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

37. Saljipto Rahardjo, Ibid, Hal. 154.
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Dari gambaran mengenai sistem hukum, tampak bahwa hukum
dipisahkan dari sistem sosial yang umum dan disesuaikan dengan
tingkat perkembangan sosial. Sistem hukum memiliki kebiasaan dan
memasukkan nilai-nitai. Hukum di sini merupakan sub sistem sosial yang
kuat, tetap dan berdiri sendiri, hukum dapat berakomodasi dengan
perubahan sosial, tetapi struktur dasarnya tetap. Pada masa sekarang ini
setiap masyarakat yang komplek diorientasikan dengan perubahan.
tuntutan-tuntutan yang dibuat untuk kemajuan, pengembangan,
pengalokasian dan pembentukan kembali. Keefektifan setiap hukum
yang aktual atau yang dius‘ulkan tergantung pada tanggapan masyarakat
yang ditentukan oleh faktor-faktor budaya.

Apabila dikaitkan dengan pendapat Friedman ini dengan
keberadaan profesi pengacara serta lembaga lain yang terkait dengan
sistem peradilan pidana tampak telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang
berkembang di antara kehidupan lembaga-lembaga tersebut di atas.
Sehingga dengan keadaan demnikian penegakan hukum/keadilan menyjadi
nomor dua atau dengan kata lain keadilan yang akan ditegakkan itu

dipengaruhi oleh negosiasi-negosiasi di bidang keuangan.

Dengan demikian budaya yang sedang :berkembang tersebut .

sebagai suatu sistem nilai dan sikap akibat adanya cara pandang yang
tidak benar ,‘terhadz‘ip profesi, masing-masing hal tersebut dikarenakan
bahwa klien seolah menjadi alat bagi tujuan dari pihak-pihak yang
berwajib dalam organisasi itu. Pengadilan sebagai komunitas yang besar
dalam berbagai tingkatan, semua praktek hukum melibatkan manipulasi

klien melalui hubungan dengan pengacara.
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Budaya yang diartikan sebagai komponen yang mencakup nilai-
nilai dan sikap yang mempersatukan sistem hukum dalam budaya
masyarakat secara keseluruhan, telah berkembang secara menyimpang
dari yang seharusnya yaitu semangat/motivasi penegakan keadilan yang
semula bertujuan dari niat-niat mulia bukan berawal dari pamrih-pamrih
yang sifatnya ekonomis dan berlebihan serta malah pamrih-pamrih itu
menjadi tujuan utama.

Oleh karena telah berkembang sikap-sikap yang menyimpang
maka akan menjadi budaya dari suatu masyarakat tertentu. Karena pada
dasarnya budaya vang ada merupakan kristalisasi sikab-:‘masyrakat.
Apabila telah berkembang budaya yang menyimpang tentu .hal ini akan
mempengaruhi sistem yang ada secara keseluruhan.

Mengingat budaya adalah merupakan sub sistem yang berkait
dengan sub sistem yang lain (strukiur dan substantif). Sebagai sub
sistem keberadaannya senantiasa dijaga agar tercipta keselarasan gerak
dengan sub sistem yang’ fain. Seolah struktur dan substantif hanya
formalitas, karena para pelaksananya tenggelam dalam nilai-nilai dan
sikap yang kurang atau bahkan tidak benar. Disini nampak bahwa peran
manusia yang tercermin dalam sikap yang pada akhimya membentuk
nilai-nilai dan terkristal pada budaya memegang peranan penting di
dalam menciptakan sistem hukum yang di kehendaki.

Terjadinya perkembangan nilai dan sikap-sikap seperti ini seolah
menjadi tidak jelas di mana ujung dan di mana pangkalnya. Karena

pengadilan sendiri merupakan sub sitem sosial dari sistem sosial yang
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lebih besar, maka apa yang telah diuraikan diatas merupakan pengaruh
dari sub sistem-sub sistem sosial yang lain yang berupa tuntutan
tertentu yang menyebabkan para aparat penegak hukum berpikiran
demikian.

Tindakan dan layanan aparat penegak hukum yang menyimpang
dari budaya masyarakat tentunya akan berpengaruh sekali dalam proses
penegakan hukum pidana, sehingga pendistribusian keadilan bagi
masyarakat tidak akan terwujud apabila _nilai-nilai budaya hukum
masyarakat lokal tertekan dan telah bergeser menjadi sesuatu yang
bersifat ekonomis.

Sebenarnya kondisi demikian tidak akan terjadi jika saja penegak
hukum tersebut menyadari bahwa keterlibatan budaya hukum
masyarakat dalam pembentukan hukum sangat dominan, karena dalam
pembentukan hukum sangat diperlukan partisipasi masyarakat, karena
partisipasi masyarakat merupakan kebutuhan nasional guna
menyelesaikan dan memecahkan permasahan-permasalahan yang
sedang dihadapi,' hal ini disebabkan karena adanya kesehjangan antara
budaya hukum penguasa atau penegak hukum deﬁgan budaya
masyarakat. , !

Untuk mencapai tﬁjuan tersebut oleh Esmi Warasih perlu

diperhatikan beberapa faktor’® yaitu pertama, menyangkut persepsi

38. Esmi Warasih Pudji Rahayu, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuon Hulomm
(Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan) Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan
Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Semarang, 14 April 2001, Hal. 30. Bandingkan Dengan Yusriyadi, Alternatlf Pemikiran Tentang
Paradigma Ilmu Sosial Hmu Hukum Indonesia. Dalam Buku Wajah Hukum di Era Reformasi.Citra
Aditya Bandung, Tahun 2000, Hal. 45-46.
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penegak hukum terhadap masyarakat yang bukan lagi sebgai sasaran
(adressat hukum) tetapi lebih sebagai pemegang peran; kedua, penegak
hukum birokrat seharusnya rnelakukan perubahan terhadap makna,
kedudukan dan _fungsi kekuasaan. Mereka tidak hanya menerapkan
peraturan saja tetapi harus pula membangun pula budaya hukum dan
membantu masyarakat miskin agar mengetahui hak-hak mereka; ketiga,
penegak hukum birokrat hendaknya menyadari bahwa mereka
menghadapi masyarakat yang pluralistik, sedangkan hukum di rumuskan
dan berlaku universal sehingga diharapkan penegak hukum birokrat
periu memahami budaya-budaya lokal sebagai asset dalam menciptakan
tujuan-tujuan hukum; keempat, penegak hukum birokrat hendaknya
merubah anggapan bahwa masyarakat lokal merupakan masyarakat
yang apatis, miskin sehingga tidak mampu berbuat; kelima, penegak
hukumn birokrat dapat memahami secara kritis terhadap realitas sosial
ekonomi masyarakat yang dihadapinya.

Apabila diperhatikan kelima rumusan diatas sangat memungkin-
kan utuk diimplementasikan pada proses pembentukan hukum dimasa
yang akan datang, sehingga bekerja hukum di tengah masyarakat akan
mempunyai fungsi sesuai dengan due process of /aw, namun sangat
disayangkan bahwa hukum formal yang diciptakan oleh penguasa
selama ini dipakai sebagai alat legitimasi penguasa untuk bertindak
sewenang-wenang, kiranya hukum yang nota bene untuk mengatur
masyarakat ternyata kehilangan wibawa dalam proses penegakannya
yang cenderung terjadinya konflik antara budaya hukum masyarakat
dengan budaya hukum penegak\hukum, sehingga hukum hampir saja

tidak memiliki fungsi yang sebenarnya.
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Bila berhadapan dengan kondisi semacam ini proses penegakan
hukum pidana mengalami hambatan yaitu menyangkut sistem nilai yang
dihayati oleh masyarakat, berdasarkan penéamanltan, masyarakat yang
terlibat perkara pidana di ‘;vilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi masih
memiliki bu&aya nrimo dan malu untuk meminta bantuan orang lain,
apalagi menyangkut kasus kesusilaan yang dikenal oleh masyarakat
Jambi budaya Aaief (tanpa mengadakan suatu reaksi dan koreksi) dari
perlakuan penegak hukum seolah-olah ia menyerahkan sepenuhnya
nasib mereka pada Tuhan saja dan peristiwa ini dianggapnya sebagai
suatu musibah. Hal ini ditandai dengan masyarakat belum begitu banyak
menyerahkan persoalan-persoalan hukum melalui pengacara. Persoalan
hukum tersebut diterimanya sebagai sesuatu yang sudah nasibnya dan
cenderung untuk mengatasinya sendiri tanpa meminta jasa bantuan
hukum. Menurut anggapannya, meminta’ bantuan hukum pada
pengacara akan meruncing konflik dengan para penegak hukum

sehingga akan memperberat ancaman pidananya.

Asumsi mereka yang demikian menurut hemat penulis adalah
lumrah, karena dalam sistem hukum pada masyarakat kita belum
dikenal lembaga bantuan hukum dan lembaga ini baru masuk ke
Indonesia sejak masuknya hukum barat yang terkenal dengan
formalisme dan prosedural yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai
budaya lokal masyarakat, belum lagi mereka harus berhadapan dengan
sikap dan perilaku para penegak hukum yang membingungkan serta

kadang-kadang mengecewakan. Walaupun telah dilakukan beberapa kali
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proses sosialisasi namun keberadaannya tetap dianggap dan dinilai oleh
masyarakat sebagal sesuatu lembaga yang tldak memberi perlindungan
hukum kepadanya.

Senada dengan hal diatas pernah dikemukakan oleh Donaid Black
tentang Sindrom Kitty Genovese®, adalah contoh nyata, betapa
kebergantungan pada formalisme dan prosedural hukum serata, justru
menghasilkan keadaan yang lebih buruk. Ketika orang semakin menjadi
bergantung pada para /awyer dan aparat penegak hukum seperti
petugas polisi dan hakim, maka kemampuan mereka untuk menangani
persoalan-persoalan mereka sendiri menjadi mandeg dan bahkan sering
menjadi lenyap sama sekali.

Untuk- meyaléinkan masyarakat tentang keberadaan lembaga ini
tidaklah mudah, karena menyangkut nilai-nilai yang masih berlaku
ditengah masyarakat, oleh karena itu masyarakat masih harus terus
dididik untuk mau secara terbuka dan ‘fa/’r menyerahkan dan
menyelesaikan persoalan-persoalan hukumnya melalui lembaga-lembaga
seperti  peradilan polisi, jaksa, hakim  maupun pengacara.
Kencenderungan-kecenderungan untuk mencari memecahkan sendiri
dengan cara tradisional (adat setempat), yakni melalui proses
penyerahan yang mempercayai penyelesaian kepada pemuka-pemuka
masyarakat diluar institusi dan peradilan para profesional tersebut, pada
dasarnya adalah baik dan hanya mungkin berjalan dengan baik dalam
suatu masyarakat tertutup, kiranya perlu dirobah menjadi pemecahan

yang terbuka melalui institusi-institusi tersebut.

39. Ahmad Ali, Dari Formal Legistik ke Delegalisasi, Dalam Wajah Hukum di Era Reformasi,
Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof, Dr. Satjipto Rahardjo, SH, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung , Tzhun 2000, Hal. 34.
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Kecenderungan ini masth berjalan sekalipun dalam bentuk yang
baru dan dirasionalkan kepada pejabat-pejabat penguasa (eksekutif),
sehingga akan membuka peluang korupsi, kolusi dan penyalahgunaan
kekuasaan. Penyerahan  kepercayaan itu berarti harus pula ada
kemauan untuk menerima resiko  apapun dari suatu keputusan
berdasarkan atas hukum oieh lembaga-lembaga tersebut didalam suatu
mekanisme hukum, sekalipun barangkali tidak: memuaskan.

Dalam keadaan demikian harus diberi tempat bagi semacam legal
fight melaui proses pengadilan sebagai benteng terakhir untuk
menentukan salah atau benar sesuatu kasus tertentu. Masyarakat harus
di didik untuk mendapatkan pegangan mengenai kepastian hukum
tentang hak-hak dan kepentingannya melalui proses hukum, tidak lagi
harus menerima tekanan untuk selalu bersikap “nrimo”, vaitu suatu
sikap mental yang pasrah atau menyerahkan- seg?la sesuatunya kepada
atasan atau harus bersika;? rela berkorban, hérus bersikap timbang rasa,
bersikap saling memberi dan menerima dan lain sebagainya, yang
kesemuanya itu hanya merupakan ciri paksaan atau sekedar manipulasi
untuk sekedar mendapatkan kompromi atau sekedar menjaga hubungan
harmonis.

Dengan lain perkataan, masyarakat harus di didik kepada nitai-
nilai yang terkandung dalam pengertian negara hukum (rufe of /aw) dan
due process of faw. Hal ini berarti bukan saja merobah struktur

masyarakat, dari masyarakat yang tertutup dan semi feodal menjadi
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masyarakat yang demokratis, yang terbuka dan mengenal institusi-
institusi hukum sebagai pemecahan setiap konflik yang terjadi ditengah
masyarakat. Melalui proses pendidikan hukum kepada masyarakat
diharapkan akan terwujud suatu pendistribusian keadilan bagi
masyarakat yang terlibat perkara pidana dalam peroses penegakan
hukum.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
keengganan masyarakat untuk menggunakan jasa bantuan hukum
terhadap mereka yang terlibat pada perkara pidana baik berbentuk
bantuan /ega/ assistance mapun Jega/ c;/d yang access justice,
disebabkan oleh keadaan ekonomi masyarakat, birokrasi pada proses
penegakan hukum yang rumit, ketidak tahu'an masyarakat akan hak-
haknya dan bertentangan dengan sistem budaya hukum masyarakat.,

Agar kendala semacam ini dapat diatasi kiranya semua piha‘k
hendaknya tetap terus mendorong, membangun dan membina
kesadaran hukum vyang aktif akan hak dan kewajibannya, dengan
demikian dapat merangsang masyarakat untuk menjadi terbuka, maju
dan rasional dan cukup berani untuk membela kepentingan-kepentingan
hukumnya. Namun perlu disadari untuk menanggulangi masalah ini tidak
saja bertumpuh pada masalah hukum saja, akan tetapi harus pula
diupayakan secara integral yakni melalui perjuangan politik (kebijakan
dalam penegakan hukum pidana), ekonomi dan sosial, bahkan mungkin

dengan perubahan nilai-nilai budaya secara bertahap.
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Dengan demikian masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang
tinggi dan akan terlaksanakannya suatu negara berdasarkan atas
hukum, sehingga dengan kondisi seperti ini masyarakat termasuk pada
lapisan yang paling rendah, dapat diharapkan akan mempunyai
pengetahuan, kemampuan dan keberanian untuk menuntut segala
prinsip-prinsip dan niali-nilai negara hukum sperti, supremasi hukur_n,
persamaan hukum, pengadilan yang adil, praduga tak bersalah,
peradilan bebas yang tidak memihak dan sebagainya. Hanya didalam
masyarakat demikian kita dapat mengharapkan arti yang sebenarnya

dari suatu lembaga hukum, termasuk untuk perolehan bantuan hukum.

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Bantuan Hukum dan Nilai-NiIéi
Keadilan
Seperti diketahui bahwa didalam kaedah hukum secara tegas
menyebutkan bahwa “semua manusia mempunyai kedudukan sama didepan
hukum (equality before the law)". |
Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan antara subyek hukum
yang satu dengan subyek hukum yang lain didepan hukum. Prinsip
persamaan kedudukan manusia didepan hukum apabila dilihat dari
perolehan jasa bantuan hukum bukan hanya saja merupakan prinsip yang
paling mendasar, namun juga merupakan prinsip keadilan. Oleh sebab itu
hak untuk memperoleh keadilan merupakan salah satu hak dasar manusia,

karena hak itu berhubungan langsung dengan harkat dan martabat

manusia. Keadilan hanya dapat ditegakkan apabila ada perlakuan yang
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sama ofeh penegak hukum (termasuk pengacara) kepada setiap orang atau
masyarakat pencari keadilan, tanpa melakukan hal-hal yang bersifat
diskriminasi.

Perlakuan diskriminasi sebagaimana diatas berdasarkan pengamatan
dan informasi dari beberapa informan, bahwa keberadaan bantuan hukum
untuk melindungi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan-
nya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi ternyata belum memenuhi
harapan pencari keadilan terutama pada masyarakat pada lapisan bawah.
Kondisi ini bila dilihat dari praktek penegakan hukum pidana, masalah
kesempatan untuk mendapatkan keadilan (access fo Justice) meskipun
sudah dibatasi pada konsep bantuan hukum (/ega/ assistance) bagi mereka
yang tidak mampu termnyata tidak mudah untuk mengimplementasikannya,

hal ini dikarenakan terbatasnya dana bantuan hukum yang disediakan oleh

: "pihak pemerintah dan harus berhadapan dengan sikap perilaku pengacara

yang diskriminatif dalam melaksanakan tugas profesinya selalu berorientasi
pada “uang”, udah barang tentu keberpihakannya pada masyarakat lapisan
atas.

Disamping itu pejabat pemeriksa (pihak periyidik dan penuntut
umum) beranggapan bahwa kehadiran pengacara tidak diperlakukan karena
tindak pidananya sederhana dan ancaman pidananya rendah serta-
pembuktiannya mudah, dengan asumsi demi|l<ian maka hak ini tidak

diberikan sebagaimana mestinya.
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Selanjutnya dari, pihak tersangka/terdakwa sendiri yang rata-rata
pengetahuannyé/pendidikannya relatif rendah, sehingga kualitas tindak
pidana yang dilakukannya termasuk kejahatan konvensional, maka pada
umumnya mereka tidak tahu haknya dan tidak mau didampingi oleh
penasehat hukum.

Dari persoalan-persoalan diatas bila dikaitkan dengan keberadaan
dan pelaksanaan program bantuan hukum kiranya tidak dapat dilepaskan
dari sistem sosial yang ada, yang dalam prakteknya turut mewarnai dan
menentukan pemberian bantuan hukum pada masyarakat.

Sementara itu apabila dikaji masyarakat kita yang terdiri dari
pelapisan-pelapisan sosial yang berbeda antara satu sama lain, sehingga
‘da!am keadaan demikian pembagian kesempatan untuk memperoleh
keadilan didalam hukum bagi seluruh anggota masyarakat tidaklah terlalu
mudah diperoleh. Selalu saja akan kita jumpai adanya kelompok-kolompok
yang berada pada kedudukan yang lebih diuntungkan, sedangkan
sebaliknya terdapat pula anggota-anggota masyarakat yang mengalami
kekurangan-kekurangan.

Kenyataan ini pernah disinyalir oleh Satjiptoc Rahardjo, bahwa hukum
yang diharapkan dapat melakukan pengaturan secara adil kini ternyata

'harus menghadapi tugas-tugas yang tidak ternilai beratnya, karena
bagaimana pun juga kondisi sosial ekonomi anggota masyarakat sangat
nﬁenentukan apakah fasilitas yang harus disediakan oleh hukum dapat

dimanfaatkan atau tidak.°

40. Sajipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung 1983, Hal. 88.
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Kondisi dan struktur sosial dimana hukum tersebut ditegakkan akan
terlihat ketidaksamaan sosial antara manusia yang satu berbeda dengan
yang lain, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, karena,
kondisi ekonomi, latar belakang keturunan, . kektnlatan politik, tingkat
pendidikan dan sebagainya. D:engan perbedaan ukuran, perbedaan pangkat
atau kedudukan dan pérbedaan sumber daya, beberapa orang tertentu saja
didalam masyarakat yang mempunyai kesempatan untuk menggunakan jasa
bantuan hukum, sementara yang lain tidak bisa memanfaatkannya, hanya
dikarenakan faktor-faktor tadi,

Keadaan seperti ini maka tentunya kelompok tingkat atas (status
soial masyarakat lapisan atas) selalu diuntungkan, karena disamping
sanggup membayar pengacara‘ ternama juga mempunyai kesempatan
membina hubungan dengan pejabat penegak hukum kemudian mempunyai
tanggungjawab yang tinggi untuk mempertahankan reputasi dan
kredibilitasnya, berpengalaman dalam berkonflik dan perkara. Singkatnya
kelompok masyarakat yang demikian ini dapat membeli pelayanan hukum
lebih baik.

Akibat ketimpangan dari struktur ekonomi masyarakat yang tajam
tersebut maka masyarakat kelompok atas lebih mempunyai akses untuk
memperoleh keadilan. Dengan kata lain orang kaya lebih berpeluang
mendapatkan perlakuan yang baik dari para penegak hukum dalam proses

peradilan pidana ketimbang orang-orang miskin.

[UpT-PUSTAY- THDIP!
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Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan cita-cita hukum tentang
persamaan kedudukan bagi setiap warga negara untuk mempercleh
keadilan berhadapan langsung dengan kondisi masyarakat yang berbeda-
beda tersebut.

Walaupun ‘hukum secara tegas telah menunjukkan komitmennya
"terhadap prinsip persamaan didepan hukum bagi semua manusia, namun
didalam kenyataannya, hukum lebih berpihak kepada mereka yang memiliki
status sosial tinggi, mereka yang kaya, mereka yang memiliki kekuasaan
dan mereka yang berpendidikan.

Didalam masyarakat selalu ada ungkapan “hukum tidak pandang
bulu” yang berarti bahwa didalam masyarakat hukum selalu menempati
. posisi yang penting untuk mewujudkan rasa keadilan, namun apabila dilihat
dari proses penegakan hukum ungkapan tersebu'lc hanya merupakan slogan
belaka, karena dalam kenyataannya aparat penegak hukum (termasuk
pengacara) selalu mempertimbangkan status slosia] masyarakat pencari
keadilan yang dilayaninya. Semakin baik status sosial yang melekat dalam
nama seseorang maka akan semakin baik pelayanan hukum yang
diperolehnya, demikian pula sebaliknya.

Maksudnya adalah kelompok masyarakat yang mempunyai status
sosial yang terpandang didalam masyarakat, baik karena pengaruh
jabatannya dan pengaruh sosial ekonomi dan pengaruh pendidikannya
merasa berhak untuk mendapat pelayanan hukum secara khusus dari para

aparat penegak hukum, jika. tidak diperlakukan demikian maka mereka
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seolah-olah merasakan haknya terabaikan. Sebaliknya masyarakat yang
mempunyai status sosial rendah, baik karena tidak punya pengaruh
kekuasaan, lemah secara ekonomi, atau kurang berpendidikan, merasa
sebagai warga negara yang belum memiliki kesadaran akan persamaan hak
diantara warga masyarakat.

Perlakuan diskriminatif demikian berdasarkan pengamatan penulis
sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jamby, terhadap pelaku
kejahatan kelas bawah pernah mengalami perlakuan yang tragis yakni mati
di tahanan pada tahap proses penyidikan maupun didalam menjalani masa
pidana, tindakan-tindakan yang bersifat intimidasi dilakukan oleh oknum
- polisi. Hal ini hampir tidak dijumpai, jika tersangka atau terdakwa adalah
orang-orang kaya atau punya kedudukan, atau tersangka/terdakwa adalah
anak orang tertentu yang punya status sosial yang terhormat didalam
masyarakat.

Kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat berbahaya bagi suatu
negara hukum, karena pengalaman memperoleh ketidak adilan dalam
penyelesaian perkara akan meiahirkan _ketidak percayaan kepada hukum,
aparat penegak hukum dan kepada institusi penegak hukum itu sendiri.
Karena kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok
manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik yang kaya
maupun yang miskin. Akan tetapi kadangkala dapat terjadi dimana si kaya
dengan kekayaannya dapat lebih mudah memperoleh keadilan itu sehingga

ia dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum, bahkan celakanya
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dengan cara yang demikian itu akan menindas si miskin, yang pada
gilirannya akan menimbulkan kesan bahwa hukum itu hanya untuk si kaya
dan tidak untuk si miskin.

Fenomena diatas terjadinya dikarenakan kondisi penegakan hukum
dalam masyarakat selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang memberi
kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut. Namun faktor
mana yang paiing dominan yang mempunyai pengaruh tergantung pada
konteks sosial dan tantang-tantangan yaﬁg dihadapi masyarakat
bersangkutan.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
dapat dibedakan dalam dua hal yaitu, faktor yang terdapat dalam sistem
hukum dan faktor diluar sistem hukum. Adapun faktor diluar sistem hukum
meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor

sarana dan prasarana. Sedangkan faktor dilvar sistem hukum vang

memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat,

perkembangan masyarakat, kebudayaan lokal, tingkat pendidikan dan faktor
penguasa negara.

Kenyataan menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam

' masyarakat sedang mengalami proses modernisasi juga dipengaruhi faktor

kemajemukan tersebut, dengan demikiaan kondisi penegakan hukum yang
masih buruk dalam masyarakat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor

diatas.
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Adapun faktor yang membuat latar belakang kelembekan suatu
negara atau ketidak disiplinan yang meluas, yaitu perundang-undangan
yang terburuh-bunuh (sweeping legisiation). ’Peru%dang-undangan yang
demikian itu dimaksudkan untuk memod'ernisasi masyarakat dengan segera,
berhadapan dengan masyarakat yang umumnya diwarisi oleh otorianisme,
paternalisme dan patrikularisme dan banyak lagi ketidak teraturan lainnya.*!

Pendapat diatas ada_ benarnya jika dilihat dari pembentukan undang-
undang di tanah air, apalagi pasca reformasi semua undang-undang secara
spesifik baru dibuat dan dirancang setelah tahun 1997 atau setelah

tumbangnya rezim orde baru, berbagai produk undang-undang maupun

- peraturan dibuat dalam waktu singkat salah satunya adalah seperti undang-

undang masalah pemberantasan praktek-praktek KKN, setelah beriaku dan
di implementasikan dalam praktek penegakan hukum ternyata gagal untuk
diterapkan karena baik pembentuk undang-undang maupun para penegak
hukum selama ini berpandangan bahwa KKN semata-mata sebagai
persoalan legal yuridis saja tanpa memperhatikan faktor sosial budaya
masyarakat. Disamping itu sikap mental dan perilaku para penegak hukum
sendiri belum selaras dengjan cita-cita reformasi hukum.

Padahal pembenahan dunia peradilan termasuk didalam agenda
reformasi hukum, oleh karena itu penulis sependapat dengan Mardjono,
yang menyatakan bahwa pembaharuan hukum nasional sebaiknya dimulai

dengan pembenahan pada sistem peradilan, bukan dari penyusunan

peraturan perundang-undangan yang modern.*

41,
42.

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum , Bandung , Sinar Baru, Tanpa Tahun, Hal. 26.
Abdul Bari Azed, Percikan Pemikiran Tentang Hukum dan Demokrasi, Pusat Kajian Hukum
Tatanegara, Fakultas Hukum Ul, Tahun 2001, Hal. 131,
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1

Adalah benar bahwa semodern apapun perundang-undangan, kalau
tidak bisa diterapkan dalam praktek tidak akan membawa manfaatnya
memiliki undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang modern apabila
tidak dapat ditegakkan oleh pengadilan yang berwibawa dan di percayai
oleh pencari keadilan. Kita sependapat bahwa awal dari pembaharuan
hukum sebaiknya bukan dimulai dari penyusunan peraturan yang modern,
tetapi harus dimulai dengan pembenahan pengadilan.

Akan tetapi harus diingat bahwa hukum dan peradilan yang dibentuk
dengan motivasi kekuasaan untuk persatuan dan kes:atuan bangsa dengan
mengabaikan keagamaan dan kemajemukan bangsa, hanya akan

mengundang hiléngnya kepercayaan masyarakat pada hukum. Sekarang ini

datam masyarakat terjadi bentuk praktek memberlakukan hukumnya sendiri

- dan menghakimi sendiri, hal ini merupakan konsekwensi dan reaksi

masyarakat terhadap praktek penegakan hukum selama ini yang dirasakan
oleh mereka jauh dari kebenaran maupun keadilan. Kondisi demikian
dikarenakan oleh akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap penguasa.
Karena selama ini, terutama pada masa rezim orde baru
pembangunan selalu berorientasi pada sektor ekonomi dan menge-
sampingkan hukum, hal ini ditandai dengan masih banyak produk hukum
peninggalan kolonial yang sampai saat ini masih berlaku dan dipakai dalam
proses penegakan hukum khususnya hukum pidéna, seperti hukum pidana
materiel (KUHP), Undang-undang tentang Kepengacaraan dan lain
sebagainya, kendati Indonesia sudah lima puluh enam tahun merdeka
sebagai konsekwensi dari lambannya proses pembentukan hukurn oleh
lembaga legislatif pada masa itu cenderung akan terjadi ketimpangan-

ketimpangan proses penegakan hukum selama ini.




206

Jadi dengan demikian, faktor undang-undang tetap mempunyai
pengaruh terhadap kondisi buruk penegakan hukum di negara kita. Hal itu
bisa terjadi dikarenakan masih tetap dipertahankannya beberapa undang-

undang atau ketentuan undang-undang yang kurang sejalan dengan rasa

' 'keadiran masyarakat.

Disamping itu, tujuan hukum yang kemudian harus diwujudkan oleh
organ-organ pelaksanaannya itu adalah sangat umum dan kabur sifatnya. Ia
menunjukkan pada nilai-nilai: keadilan, keserasian, dan kepastian hukum.
sebagai tujuan yang harus diwujudkan oleh hukum dalam kehidupan sehari-
hari. Oleh karena kekaburan dalam tujuan yang hendak dilaksanakan oleh
hukum inilah, maka sekalipun organisasi-organisasi yang dibentuk itu
bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum, organ-organ
ini dipakai untuk mengembangkan dapatnya/penafsirannya sendiri
mengenai tujuan hukum itu.

Dengan demikian, maka organisasi-organisasi ini, seperti, kepolisian,
Kejaksaan, pengadilan, lembaga pengacara, legislatif menjalani kehidupan-
nya sendiri, serta mengejar tujuannya sendiri pula. Melalui proses ini
terbentuklah suatu kultur yang selanjutnya akan memberikan pengarahan
pada tingkah laku organisasi-organisasi serta pejabat-pejabatnya sehari-

hari.*?

A

43.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung, Angkasa, 1988, Hal. 71, Dikutip dari
Edswin M. Schuur, Law and Order, Hal. 39.
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Jadi kultur yang tumbuh dalam organisasi-organisasi penegakan
hukum adalah kuitur yang menyimpang dari harapan pembentuk undang-
undang, atau kultur yang bertolak belakang dengan spirit undang-undang.
Organisasi penegakan hukum termasuk pengacara bukan hanya membawa
misi hukum (keadilan), tetapi juga misi-misi lainnya seperti kesejahteraan
Para anggota maupun aparatnya, kesempurnaap fasilitas, dan kredibilitas
lembaga ini di mata masyarakat.

Apabila misi hukum yang diemban organisasi penegak hukum
bertentangan dengan misi organisasi lainnya. Maka proses penegakkan
hukum mengalami hambatan-hambatan.

Jika kepentingan organisasi itu bersifat mendesak, maka bisa terjadi
misi hukum dikesampingkan, Dalam keadaan demikianlah penyimpangan-
penyimpangan banyak terjadi. Dengan kata lain konflik yang terjadi antara
- sistem hukum disatu pihak dan dorongan-dorongan kebutuhan serta situasi
soslal yang mendesak dilain pihak telah menyebabkan terjadinya
penyimpangan.

Kultur organisasi penegak hukum yang menyimpang dari semangat
undang-undang tidak hanya disebabkan oleh kaburnya peraturan
perundang-undangan, namun karena adanya perbedaan kepentingan antara
undang-undang dengan lembaga penegak hukum dan juga para aparat

penegak hukum.
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Disamping itu dalam kelancaran proses penyelesaian oleh lembaga-
lembaga hukum, disebabkan oleh tidak keseimbangan ratio antara fasilitas
pengadministrasian dgngan ‘jumlah orang yang harus dilayani, dapat
diperkirakan akan menimbulkan peluang terjadinya cacat dalam administrasi
tersebut. Dalam pengertian ini termasuk baik kemunduran mutu
pelaksanaan maupun praktek-praktek yang sudah mengarah pada
perbuatan yang tercela.

Fasilitas yang dimiliki organisasi-organisasi penegak hukum ternyata
masih sangat Kkurang, terutama yang berupa fisik yakni peralatan
operasional maupun finansial, sementara perkembangan kejahatan semakin
maju, namun peralatan yang dimiliki oleh penegak hukum sangat terbatas
dengan alasan kurang biaya operasional. Kondisi yang demikiaan ini sering
memaksa para penegak hukum termasuk pengacara melakukan hal-ha!
yang menyimpang ketika melaksanakan tugas.

Sementara itu semakin buruknya proses penegakan hukum pidana,
ditemui lagi rendahnya sumberdaya manusia aparat penegak hukum seperti
kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan kepengacaraan, hal ini terlihat dari
cara‘ kerja mereka Szang kurang profesional dan lemahnya wawasan

pemikiran serta minimnya ketera?mpilan yang dimiliki, rendahnya motivasi

. kerja, serta rusaknya moral personal aparat penegak hukum. Salah satu
" penyebabnya adalah sangat sedikitnya frekwensi pengembangan

sumberdaya dikalangan organisasi ini, kalaupun ada peningkatan sumber

daya hanya dilakukan oleh masing-masing unit organisasi.




209

Padahal dalam proses pemeriksaan perkara pidana semua unit
organisast ini terlibat, jadi sebaiknya peningkatan sumber daya manusia
para penegak hukum dilakukan secara simultan. Seperti yang dilakukan
oleh bangsa Jepang, disini para calon advokad, jaksa, hakim pertama-tama
harus lulus dari satu macam ujian, yang diselenggarakan oleh 7he National
Bar Association. Kemuidian setelah lulus dari situ mereka lalu menjalani
latihan selama dua tahun bersama-sama. Dengan demikian apabila mereka
nanti tamat dan menjadi advokad, jaksa serta hakim, mereka telah
menghayati fikiran, kesédaran serta nilai-nilai yang sama.™

Dengan demikian, mereka pada akhirnya_ juga dapat menjalin
kerjasama dengan baik, oleh karena sudah ada pengertian yang mendalam.
Selanjutnya faktor diluar sistem hukum yang berpengaruh dalam proses
penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, perubahan sosial
dan politik hukum penguasa.

Kesadaran hukum maupun sumberdaya manuisa masyarakat kita
masih rendah. Indikator rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat
dilihat dari bans;aknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
masyarakat terutama dikalangan masyarakat yang tingkat pendidikannya

rendah.

Selain itu pengaruh perubahan sosial terhadap proses penegakan hukum

-tergambar dari perubahan tata nilai dalam masyarakat.

44,

Satjipto Rahardjo, Bantuan Hukum Sebagai Sarana Untwk Pemerataan Keadilan, Dalam Masalah
Bantuan Hukum Bagi Pegawai Negeri, Disunting Oleh Muladi dan Sulaiman Mubarak, Fakullas
Hukum Undip, Semarang, Tahun 1984,
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Perubahan tata nilai merupakan perubahan perilaku dalam interaksi
sosial di antara sesama warga masyarakat. Nilai-nilai lama sudah
ditirjggalkan sementara nilai-nilai  baru  belum melembaga, vyang
mengakibatkan pembenturan nilai atau terjadinya rdualisme nilai dalam

masyarakat.

Nilai-nilai, dualisiéik tersebut misalnya nilai-nilai kemanfaatan sosial
dan keadilan, nilai-nilai tradisional dan modern, kekeluargaan dan
individualisme. Ketidakserasian nifai-nila tersebut menimbulkan kehancuran
nilai dan ketidakpastian sehingga merangsang aparat penegak hukum
melakukan tindakan yang menyimpang.

Sedangkan pengaruh politik hukum penguasa terhadap proses
penegakan hukum menyangkut campur tangan pihak eksekutif dalam
proses peradilan. Campur tangan dalam proses tersebut membatasi hakim
dalam memeriksa dan mengadili perkara, sehingga proses peradilan yang
juj ur dan tidak memihak tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan  hukum
sebagaimana telah diuraikan diatas dikarenakan berbagai faktor yang
menghambat dalam bekerjanya hukum, baik pada sistem perundang-
undangnya sendiri, maupun diluar perundang-undangan termasuk sikap
dan perilaku para penegak hukum, sehingga dengan keadaa“n demikian
menginjak-injak rasa keadilan masyarakat, seharusnya dalam keadaan
seperti ini keberadaan dan kehadiran seorang pengacara untuk memberikan
jasa ‘bantuan hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan,
namun kiranya prilaku maupun sikap para pengacara tidak jauh berbeda

- dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim.
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| Kalau demikian halnya maka secara langsung bukan hanya
rnenjxpengaruhi kredibilitas aparat penegak hukum yang termasuk juga para
pengacara, tapi juga mempengaruhi citra hukum dimata masyarakat,
khusj,usnya masyarakat pencari keadilan.

Keadilan yang merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan
manjusia, oleh karenanya adalah wajar apabila dilakukan usaha pemerataan
keadilan. Jika selama ini kelompok tertentu telah memperoleh keadilan
makla hal yang seperti ini tidak akan terjadi lagi dalam praktek penegakan
hukum artinya keadilan itu sudah terimplementasi secara merata bagi
semt‘Ja lapisan masyarakat. Dalam kaitannya dengan program bantuan
hukuim, khususnya bagi mereka yang tidak mampu.

‘ Berpijak dari pemikiran diatas karena dalam praktek konsep bantuan
hukum pernah terjadi pergeseran dari konsep bantuan hukum individu ke
konsep_ bantuan hukum struktural yang ditumbuh kembangkan terutama
dikalangan lembaga bantuan hukum itu sendiri. Dengan ada pergeseran
yangj demikian, diharapkan penyelenggaraan program bantuan hukum akan

|

dapajt menjangkau ke masyarakat yang lebih luas terutama bagi kalangan

_-ke!onj*apok masyarakat lapis bawah yang sering menjadi sasaran korban

kese\jwenang-wenangan si penguasa maupun kelompok masyarakat lapis
atas, dengan keberadaan bantuan hukum struktural ini juga untuk melihat
dimensi sebagai upaya menanggulangi masalah kemiskinan, tingkat
pencijidikan yang rendah, sikap perilaku para penegak hukum yang
diskriminatif dan yang lebih luas lagi adalah untuk meletakkan kembali
harkat dan martabat manusia khususnya pada kelompok masyarakat yang

tidak mampu.
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Berangkat dari fenomena diatas, diharapkan organisasi-organisasi
bantuan hukum khususnya pengemban konsep bantuan hukum struktural
lebih menampakkan beberapa ciri-ciri khas dalam kerangka operasionalnya
yakni.* Pertama, dinamika organisasional mereka menunjukkan bahwa
sebagai pranata hukum, sekaligus sebagai pranata sosial, mereka telah
menempatkan diri pada posisi yang jelas, yakni disatu pihak berperan
dalam kerangka bekerjanya sistern hukum nasional, dan pada sisi lain
bekerja untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan serta hak asasi manusia
sebagai suatu kenyataan operatif hukum. Kedua, penumbuh kembangan
wawasan kehukuman yang tidak lagi hanya diseputar perspektif dan
paradikma hukum, akan tetapi juga sebagai suatu wawasan yang holistic

sosiolegal. Kefiga, pelekatan fungsi socia/ contro/ yang sekaligus sebagai

wahana untuk perwujudan keadilan.

Idealnya ketiga ciri khas ini diharapkan dalam program penegakan
hukum khususnya dalam hal pemerataan bantuan hukum struktural dapat di
implementasikan oleh para pengacara yang tergabung didalam organisasi
bantuan hukum, sehingga nilai-nilai keadilan yang didambakan oleh
masyarakat yang terlibat perkara pidana khususnya bagi mereka yang tidak
mampu, akan terwujud sesuai dengan cita-cita hukum.

Sementara itu upaya pemerintah dalam rangka pemberian bantuan
hukum menyediakan anggaran dengan memberikan prioritas pada perkara
tindak pidana dan khusus bagi mereka yang tergolong miskin ‘atau tidak
mampu untuk memperoleh haknya mendapat jasa bantuan hukum dari
seseorang pengacara atau lebih dan atas pembeiaan yang dilakukaan oleh

pengacara tersebut ia akan mendapatkan imbalan.

45.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hidum dan Hak Asasi Manusia, Cv Mandar
Maju, Bandung, 1994, hal 63.
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Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, khusus bagi yang
tergolong miskin dan tidak mampu dalam perkara pidana memang telah
diupayakan oleh pemerintah yang dikenal dengan sebutan bantuan hukum
prodeo, dalam prakteknya khususnya diwilayah hukum Pengadilan Negeri
Jambi program pemerintah ini belum dapat terealisasi, hal ini dikarenakan

terbatasnya dana yang disediakan oleh pihak pemerintah apalagi dua tahun

terakhir saat bangsa ini dilanda krisis ekonomi, kemudian adanya

“penyunatan biaya” dan birokrasi yang panjang atau terlalu lama seorang
PeEngacara menunggu cairnya dana bantuan hukum prodeo oleh petugas
administrasi pengadilan.

Dengan kondisi demikian sudah barang tentu seorang pengacara
tidak akan mau memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat yang
tidak mampu, karena disamping meghadapi hambatan dana yang
disediakan oleh pemerintah dan harus pula menghadapi proses birokrasi
administrasi pengadilan yang berbelit-belit, kemudian belum lagi
berhadapan dengan petugas pengadilan yang memiliki prilaku selalu
mengambil keuntungan secara pribadi dari dané proyek/program bantuan
hukum prodeo. Sehingga tujuan akhir dan hakekat maupun pemerataan
nilai-nilai keadilan dalam didalam penegakan hukum pidana beh}m banyak
memberi kontribusi kepada pencari keadilan secara merata khususnya
dalam program bantuan hukum struktural.

Memperhatikan uraian diatas maka dapatlah diambil suatu
kesimpulan bahwa, prbgram bantuan hukum stuktural yang bertujuan untuk

pemerataan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat yang terlibat perkara
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pidana, ternyata dalam praktek penegakan hukum pidana khususnya

- perolehan bantuan hukum ini belum banyak memberikan kontribusi nilai-

nilai keadilan.

Sementara itu nilai-nilai keadilan untuk semua orang harus diperoleh
agar masyarakat yang demokratis dapat mencapali kehidupan yang adi! dan
damai melalui penegakan hukum. Keadilan dimaksud tidak boleh dibedakan
atas dasar latar belakang sosial, exonomi, politik, idiologi, etnis, ras, warna
kulit, agama, aliran politik dan sebagainya. Agar dapat merealisasi masalah
ini idealnya harus dituntut profesi seorang pengacara sebagai bagian atau
sub sistem peradilan pidana harus sanggup meyediakan pembelaan (access
to legal counsel) bagi semua orang termasuk kelompok lapisan bawah
melalui bantuan hukum, profesi pengacara membela orang yang tidak
mampu ini sangat penting karena bantuan hukum bagi masyarakat
demokratis merupakan kewajiban atas perlindungan hukum dan
penghormatan hak-hak asasi manusia.

Hal ini pernah dikemukakan oleh secrang corporate lawyer di new
york bernama Von Briezen yang mendirikan New York Legal Aid Society:
“Legal ald was vital because it keeps the poor salisfied, because it
establishes and protects their rights; it produces better workingmen and
better workingwomen, better. house servants; it antagonizes the tendency
towards communism; /t Is the best argeement against the sociallist who

cries that the poor have rights which the rich are bound to respect”.*®

46.

Jerold S. Auerbch. Unequal Justice, Zawyers and Social Chnge in Modern, Amerca, New York
Oxford University Press, Hal. 55. Dikutip dari Frans Hendra Winarta, Op. Cit, Hal. 114,
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Dari pemikiran Von Briezen diatas dapat ditarik suatu kesimpulan
bahwa hak asasi manusia orang miskin harus dibela, dan bantuan hukum
adalah hak asasi manusia dan bukan belas kasihan. Bantuan hukum juga
sering dianggap sebagai kat_up pengaman unfuk mencegah pergolakan
sosial dan mengurangi jurang pemisah antara yang kaya dan miskin
sehingga selalu menjadi ancaman bagi keadilan sosial dan kehidupan
demokrasi.

Terabaikannya ketidakadilan sosial akan mengakibatkén timbulnya
kerawanan sosial yang selama ini muncul dan bergolak ditengah
masyarakat, sehingga proses penegakan hukum belum begitu nyata dalam
kehidupan berdemokrasi. Kondisi ini dikarenakan rendahnya tingkat sumber
daya manusia yang mengerti akan hakekat dari suatu ldemokrasi,
sebagaimana yang dikemukakan oleh Heru. Nugroho, bahwa untuk
meningkatkan sumbefdaya .manusia yang diproduksi oleh lembaga
pendidikan kita makaﬂ yang perlu disosialisasikan bukan hanya ilmu
pengetahuan yang akan meningkatkan keahlian, teknologi yang akan
menambah ketrampilan produktif, tetapi juga yang sangat diperlukan
adalah etika demokrasi yang akan meningkatkan kemandirian manusia.

Bahkan etika ini merupakan sebuah sistem nilai yang fudamental
bagi suatu negara yang menyatakan dirinya menganut sistem politik
demokratis. Sistem politik demokrasi Pancasila di Indonesia yang bércirikan

negara menjamin dan melindungi kebebasan hak-hak masyarakat dan hak-

47, Heru Nugroho, Menumbuhkan Ide-lele Kritis, Pusiaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun 2000, Hal. 197,



216

hak individu yang dituangkan didalam undang-undang dasar 1945
selanjutnya ditemui lagi diberbagai peraturan perundang-undangan yang
berlaku ditanah air intinya adalah segala ketentuan yang mengatur
masyarakat seyogyanya bebas dan bertanggungjawab serta konsisten
dalam mengimplementasikan segala ketentuan, sehingga yang kuat tidak
akan menindas yang lemah.

Karena hal ini bisa saja terjadi sebab dalam penerapan hukum selalu
berbenturan dengan pr_)!itik, ekonomi, kebudayaan dan tingkat pendidikan.
Oleh karena itu segala éturan vang telah dirumuskan dan dituangkan dalam
bentuk hukum tersebut seharusnya dihormati oleh setiap individu disemua
lapisan masyarakat. Dengan kata lain baik penguasa negara, penguasa
ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan semuanya harus hormat dan
tunduk pada hukum (sebagai rufe of game). Barang siapa menyimpang dan
manipulasi aturan fadi dapat ditindak melalui fembaga pefadilan tanpa
pandang bulu.

Perbuatan yang menyimpang tersebut dapat dikategorikan sebagai
“tindak pidana”, karena keadilan bagaikan hutang yang harus dibayar
kepada orang lain. Hal ini mengingatkan kita pada makna sanksi pidana
dalam fungsi retributif yakni bahwa : hukuman yang dikenakan berfungsi
sebagai” pembayaran kembali” atas suatu tindak pidana. Disini, hukuman

juga dapat berfungsi untuk mengembalikan keadilan yang telah dirusak oleh

~ tindak kriminal. Jhon Kaplan mengatakan bahwa pembalasan mengandung

arti : hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (the criminal is paid
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back) sedangkan penembusan mengandung arti bahwa si penjahat
"membayar kembali hutangnya” (the criminal pays 5éck)48, jadi pemberian
hukuman terhadap pelaku kejahatan adalah perbuatan yang adil.

Jika kesadaran akan logika demokrasi seperti diatas sudah
melembaga dan diinternalisasi oleh individu setiap anggota masyarakat
maka akan mendatangkan harmoni dan kemajuan peradaban, sehingga
akan muncul suatu kebebasan berbicara (mengeluarkan pendapat),
kebebasan memilih afiliasi politik, kebebasan bersaing dan sebagainya.
Justru dengan kondisi seperti ini tidak akan menimbulkan kerawanan dan
kekacauan di dalam masyarakat.

Gejolak sosial seperti kerusuhan yang melanda tanah air yang sering
terjadi selama ini diakibatkan oleh tertutupnya kran demokrasi selama tiga
puluh dua tahun dan akumulasi kekecewaan mésyarakat terhadap proses
penegakan hukum sangat diskriminatif dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim
dan Pengacara maupun petugas restitusi dan pegawai administrasi
pengadilan, sebagai konsekwensinya adalah kepercayaan masyarakat
terhadap hukum (baik hukum materiil maupun hukum formil) makin
berkurang, sehingga wajar kalau ada asumsi masyarakat yang menyatakan

bahwa hukum dalam melaksanakan fungsinya tidak lagi menjadi pengayom

tempat perlindungan masyarakat yang teraniaya, tapi hanya diperuntukkan

' bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan.

48.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung,
1998, Hal. 10. Dikutip dari Jhon Kaplan, Criminal Justice : Introductory Cses and Materialy, The
Foundation Press. Inc, Mineol, New York, 1973.
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Dengan demikian, apabila proses penegakan hukum khususnya
hukurﬁ pidana tidak dilaksanakan secara konsisten oleh para penegak
hukum akibat perlakuan diskriminatif hanya dikarenakan oleh faktor,
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kemampuan ekonomi,
kebudayaan lokal masyarakat, terbatasnya sarana yang disediakan oleh
pemerintah. Maka yang terjadi adalah negara otoriter yang cenderung
menindas rakyat bukan lagi negara hukum sr—.jmestinya melindungi dan
menjamin hak-hak rakyat, sebab apabila kekuasaan terpusat di tangan
penguasa maka keadilanpun akan semakin menjauh dari masyarakat.

Jika demikian halnya bagaimana mungkin nilai-nilai keadilan dalam
proses penegakan hukum pidana akan terwujud apalagi dihubungkan
dengan pemberian jasa bantuan hukum oleh pengacara.

Oleh karena itu pengembangan kehidupan demokratié yang

menjunjung tinggi supremasi hukum ditentukan oleh kualitas sumberdaya

Jmanusia, khususnya kalangan yang termasuk dalam komunitas hukum,

dalam usaha penguatan berbagai elemen demokrasi perlu dilakukan usaha
terus menerus untuk mencapai standar profesi hukum yang tinggi melalui
pendidikan hukum berkelanjutan serta penegakan etika profesi hukum yang
dilakukan secara konsisten,

Dengan demikian, wibawa peradilan akan tegak dan dihormati
masyarakat, selanjutnya supremasi hukum benar-benar terwujud didalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga tidak

terdapat lagi kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan.




BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Persepsi masyarakat terhadap pengacara dalam memeberikan bantuan
hukum khususnya pada perkara pidana di wilayah hukum pengaditaan
negeri jambi, \banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan dari
ketentuan perundangan-undangan yang berlaku apalagi pelanggaran
terhadap konsep etika profesi kepengacaraan. Kondisi ini bila dilihat
dari aspek sikap dan perilaku pengacara yang terakumulasi dalam
faktor internal dan faktor eksternal, sehingga menimbulkan persepsi
masyarakat terhadap pengacara dalam menjalankan tugas profesinya
cenderung berorientasi pada uang (profit orfented), perlakuan yang
diskriminasi terhadap mereka yang terlibat perkara pidana,' rendahnya
moralitas yang dimiliki oleh para pengacara, kurang profesiénal dalam
menangani perkara, sebagai indikator lemah dan rendahﬁ'ya tingkat
sumber daya para pengacara selaku pengemban tugas profesi hukum
yang berfungsi sebagai pengontrol dalam sistem peradilan pidana,
dalam praktek pembelaan hanya mengikuti kemauan para kliennya yang
sanggup membayar jasanya tinggi, tanpa memperiajari dan
memperhatikan aspek-aspek yuridis normatif maupun aspek yuridis
formil dari proses penegakan hukum, selanjutnya melakukan loby-loby

dengan penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim.
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Perilaku pengacara yang demikian dikarenakan lemahnya pengawasan
dari pihak pemerintah terhadap organisasi profesi ini, hal ini disebabkan
belum ada perundang-undangan secara khusus yang mengatur masalah
kepengacaraan. Disamping itu pengacara sendiri baik secara individu
Maupun secara organisas! belum berani mengadakan tindakan reaksi
dan koreksi terhadap penegak hukum (seperti polisi, jaksa, hakim dan
petugas restitusi), yang berahggapan keberadaannya dalam sistem
peradilan pidana hanya sebagai pelengkap. Dengan demikian hadirnya
pengacara dalam proses perkara pidana belum mempunyai eksistensi

dalam mewujudkan proses hukum yang adil (due process of faw).

. Sebagian besar masyarakat yang terlibat perkara pidana di wilayah

hukum Pengadilan Negeri Jambi enggan/tidak menggunakan jasa
bantuan hukum, hal ini dikarenakan oleh bérbagai faktor, antara lain;
faktor ekonomi, faktor birokrasi/prosedur, faktor budaya dan faktor
ketidak tahuan tersangka/terdakwa. Keempat faktor diatas antara satu
sama lain saling mempunyai hubungan yang erat, karena salah satu
jenis tidak pidana yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Jambi adalah kejahatan konvensional. Kejahatan ini menempati
posisi teratas dari jenis kejahataan lainnya karena rata-rata pelaku
kejahatan ini adalah mereka yang kemampuan ekonominya relatif
rendah dan berpendidikan yang rendah pula, keadaan ini jika dilihat
dalam konteks perolehan jasa bantuan hukum adalah sesuatu kondisi
yang tidak mungkin di peroleh oleh tersangika/térdakwa, di karenakan

disamping tidak mempdnyai kemampuan secara finansial untuk
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membayar jasa Seorang pengacara kemudian tidak mémahami proses
hukum/birokrasi, bagaimana mungkin untuk memperoleh jasa bantuan
hukum, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki
oleh tersangka/terdakwa. Disamping itu kebijakan vyang dilakukan oleh
penguasa cenderung bersifat universal kemudian diberlakukan kepada
masyarakat Iokéi, sebagai konsekwensinya akan terjadi benturan dengan
budaya lokal setempat. Budaya hukum masyarakat lokal (Jambi) masih
memiliki budaya “nrimo” (menyerahkan nasibnya kepada yang kuasa
dan hal ini dianggapnya sebagai suatu Muéib;h), budaya “segan” (tidak
mau minta perto-longaﬁ orang yang tanpa “pamrih”) dan budaya “haief”

(tidak mau kalau kasus yang sedang dihadapinya diketahﬁi oleh orang

lain).

. Nilai-nilai keadilan dalam bantuan hukum bagi masyarakat yang terlibat

perkara pidana diwilayah hukum pengadilan negeri jambi_, belum banyak
memberi  kontribusi  keadilan terhadap  masyarakat yang
membutuhkannya, hal ini dikarenakan perlakuan diskriminatif oleh
Pengacara yang selalu berpihak kepada kelompok masyarakat tertentu
(para penguasa dan orang yang sanggup membayar tihggi jasa bantuan
hukum dimaksud). Selain itu pemerataan perolehan jasa bantuan hukpm
terutama bagi mereka yang tidsk mampu telah diupayakan oleh
pemerintah melaui program bantuan hukum prodeo, diwilayah hukum
Pengadilan Negeri Jambi program ini tidak meneyentuh kesemua
masyarakat yang terlibat perkara pidana, kendati kasus yang dialami
oleh mayarakat tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh jasa

bantuan hukum. Hal ini dikarenakan disamping' terbatasnya dana yang
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dialokasikan untuk proyek ini kemudian birokrasi untuk ?pencairan dana
realtit melalui proses Yang panjang (memakan waktu‘yang lama),
sehingga. menimbulkan  keengganan pengacara untuk membela
Mmasyarakat yang kurang mampu dengan menggunakan dana bantuan
hukum prodeo.

Selanjutnya para penegak hukum terutama penyidik memandang para
pelaku kejahatan konvensional tidak perlu lagi didampingi oleh seorang
pengacara, tanpa memperhatikan hak-hak tersangka karena asumsi
mereka jika didampingi oleh pengacéra ;kan memperlambat dan
mengganggu ja-lannyé proses perkara kemudian terhadap kasus
kejahatan-ini biasanya pemeriksaan perkaranya sederhana dan mudah.
Keadaan demikian akan berakibat terhédap profesi penegak hukum
kurang berkenan dihati masyarakat, karena tugas pokok mereka adalah
untuk meratakan nilai-nilai keadilan sementara mereka berlaku tidak

adil.

B. Saran
1. Keberadaan lembaga bantuan hukum ditengah masyarakat yakni untuk
membantu para pencari keadilan yang buta hukum dan tidak mampu,
tanpa - melakukan tindakan diskriminatif sebagaimana yang telah
diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, oleh karena
itu hendaknya pihak pemerintah (dalam hal ini Departemen Hukum dan
Perundang-undangan Provinsi) segera melakukan tindakan-tindakan

sebagai berikut;




1.2.

1.3.

1.1.

1.4.
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Mengadakan evaluasi tentang kinerja dan kerﬁampuan para
Pengacara yang melakukan praktek diwilayah hukum Pengadilan
Negeri Jambi, apabila ditemui perilaku  pengacara yang
menyimpang dari ketentuan kode etik maupun peraturan yang lain
segera diberi sanksi yémg berat.
Sediakan pengacara-pengacara yang profesional berdedikasi tmggl,
agar profesr pengacara selaku komponen penegak hukum pidana
tidak rusak citranya dimata masyarakat. Dengan melakukan seleksi
yang' ketat bagi calon pengacara yang akan berpraktek diwilayah
hukum Pengadilan Negeri Jambi.
Melakukan serangkaian kegiatan untuk peningkatan sumberdayé
manusia, bagi periggak hukum (seperti instansi penyidik, jaksa,
hakim, pengacara dan Ietﬁbaga pemasyarakatan) secara terpadu,
dengan bekerjasama Iintas sektoral dari masing-masing institusi
penegak hukum. Karena kegiatan éerupa selama ini sering
dilakukan di masing-masing instansi penegak hukum.
Upaya peningkatan sumberdaya manusia (sebagaimana dimaksud
pada butir 1.3), sebaiknya dilakukan bersama-sama dengan
peningkatan iman dan tagwa sesuai dengan ajaran masing-masing
agama, sehingga akan memantapkan sikap dan périlaku para
penegak hukum serta kemambuannya dalam rangka meningkatkan

citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum itu sendiri.
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2. Untuk mengatasi keengganan masyarakat yang tidak mau menggunakan

jasa bantuan hukum, dikarenakan mereka disamping tidak memahami
hukum (baik materiel maupun formil), juga terbentur oleh kemapuan
ekonomi dan budaya Iokal. Hendaknya diupayakan peningkatan
prekwensi penyuluhan hukUm untuk mencapai kadar kesadaran hukum
yang tinggi didalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat
.

menyadari dan menghayati hak-hak dan kewajibannya sebagai warga
negara, c_lalam i'angka; tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan
terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian
hukum sesuai dengan undang-uhdang dasar 1945,

Kurangnya sosiallisasi tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang
terlibat perkara pidana, akan mengakibatkan tingginya intensitas
penyelewengan yang dilakukan pengacara dan aparat penegak hukum.
Oleh karena itu sudah saatnya untuk meninggalkan metoda/tehnik
penyampaian informasi tentang penyuluhan hukum yang selama ini
dilakukan yakni dengan cara langsung (tatap muka), tanpa
menggunakan media yang tepat maka tidak akan mengenai sasaran,
kegiatan semacam ini sudah semestinya harus mengikuti perkembangan

teknologi media massa.

. Untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan di bidang bantuan hukum bagi

masyarakat, dalam praktek penegakkan hukum pidana, diharapkan para
penegak hukum tidak melakukan hal-hal yang bersifat diskriminatif

terhadap tersangka/terdakwa, terutama perlakuan yang dapat
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memperkosa hak-hak asasi manusia khusus bagi pengacéra, agar dapat
meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan

hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat lapisan yang kurang

mampu.

. Selring dengan hal diatas diharapkan pada pihak penguasa (dalam hal ini

Departemen Hukum dan Perundang-undangan) berupaya meningkatkan
anggaran bantuan hukum prodeo dan d‘iberlakukan selama lima tahun
anggaran, disamping péningkatan sarana dan prasarana yang diperiukan

untuk menunjang pembangunan dibidang hukum.
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